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“The show must go on”, begitu semboyan yang biasa 
diagungkan oleh para pelaku dunia Showbiz. Nampaknya 
tak salah kiranya jika itu kami jadikan semboyan dalam 
penerbitan edisi ketiga ini. Dinamika organisasi yang 
sedikit banyak turut mempengaruhi agenda tim redaksi, 
tak menghalangi niat kami untuk berusaha menerbitkan 
edisi kali ini dengan tepat waktu. Karena seperti kata 
semboyan diatas, “pertunjukan” harus terus berlangsung. 
Bagi kami Majalah harus tetap terbit tepat waktu. 

Di edisi ketiga ini, kami mengetengahkan isu 
Identifikasi Kebutuhan Diklat pada rubrik Aula Utama. 
Isu ini perlu diketahui tidak hanya oleh kalangan BPPK 
sebagai penyedia jasa Pendidikan dan Pelatihan, namun 
juga bagi para Unit eselon I yang tentunya lebih paham 
mengenai kebutuhan diklat di unit masing-masing. Peran 
aktif dan sinergi diantara keduanya diharapkan dapat 
menghasilkan racikan diklat yang tepat untuk mengisi gap 
kompetensi yang ada.

Sementara itu kabar dari Jepang dan Filipina akan 
kami hadirkan untuk anda di Ruang Khusus. Diantara 
selang waktu penerbitan edisi kali ini, BPPK mengirimkan 
wakilnya untuk mengikuti “Courseware Development for 
E-Learning & Classroom Instruction” di Temple University, 
Japan Campus (TUJ) dan Bussines Meeting Global 
Development Learning Network (GDLN) Network Asia 
Pacific di Filipina. 

Salam Redaksi

Susunan Redaksi

Alamat Redaksi

PELINDUNG 
Kepala BPPK
PENGARAH 
Kapusdiklat PSDM
Kapusdiklat Anggaran dan 
Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai
Kapusdiklat Pajak
Kapusdiklat Keuangan Umum
Kapusdiklat KNPK
Direktur STAN
PENANGGUNG JAWAB 
Sekretaris BPPK

Redaksi menerima artikel 

untuk dimuat dalam majalah 

ini. Artikel ditulis dalam hu-

ruf arial 11 spasi 1,5 maksimal 

5 hal.l Artikel dapat dikirim 

ke edukasikeuangan@gmail.

com. Isi majalah ini tidak 

mencerminkan kebijakan 

Badan Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan.

Kabar dari unit BPPK juga masih kami hadirkan lewat 
tulisan di rubrik Gerai Pusdiklat, Serambi STAN, Ruang 
Sekretariat serta Balai-Balai. Khusus untuk Serambi STAN, 
kali ini akan mengangkat tema implementasi PP 14 yang 
akan menjadi milestone baru bagi masa depan STAN. 
Di Kursi VIP, kali ini ditempati oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution. Simak kisah beliau 
yang akhirnya  membuat redaksi menobatkannya sebagai 
Intelektual Visioner dari Penyabungan. Tak lupa, pemikiran 
para widyaiswara yang dituangkan dalam artikel juga kami 
sajikan dirubrik Dinding Widyaiswara. 

Bagi anda yang ingin mengetahui pengalaman pegawai 
yang memperoleh Beasiswa di Luar Negeri, Anda bisa 
membaca tulisan Rido P. Panjaitan yang akan berbagi 
pengalamannya belajar di Negeri Ginseng, Korea. Sedangkan 
jika Anda berminat mengirimkan artikel untuk diterbitkan 
menjadi jurnal, jangan lupa menengok rubrik BPPK Zone. 
Tak ketinggalan, rubrik Jendela, karikatur, Alumni dan Galeri 
masih akan menyapa anda dengan konten khasnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda 
yang telah mengirimkan tulisan kepada kami. Meskipun 
belum semua tulisan dapat kami muat, namun kami tak 
lupa mengundang kepada para pembaca lain yang ingin 
mengirimkan tulisan demi memperkaya isi Majalah Edukasi 
Keuangan ini. Silahkan kirimkan melalui alamat email redaksi 
edukasikeuangan@gmail.com. 

Selamat menikmati sajian kami.
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Bagi BPPK yang core-businessnya 
adalah menyediakan diklat, maka kete-
patan program diklat dengan kebutuhan 
stakeholders-nya merupakan hal yang 
esen   sial.  Tidak dapat dipungkiri bahwa 
ada   nya diklat yang kurang sesuai de ngan 
kebutuhan akan menyebabkan dik  lat ter-
sebut kurang diminati, menjadi for malitas 
atau bahkan ditinggalkan. 

Kredibilitas BPPK pun sedikit ba nyak 
tergantung pada program diklat yang di-
sediakannya. Tentunya, ketika pro   gram 
dik lat sesuai dengan harapan stake    hol-
d ers-nya maka kredibilitas BP PK akan 
me ningkat. Sebaliknya, apa bila ternyata 
diklat yang disediakan ku rang sesuai de-
ngan kebutuhan stake holders-nya maka 
kredibilitas BPPK akan menurun.

Kredibilitas BPPK yang meningkat 
se  lanjutnya akan menjadikan BPPK se-
ba  gai lembaga pendidikan dan pela ti-

LANGKAH AWAL MENUJU 
PROGRAM DIKLAT YANG AKURAT

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT : 

han yang mampu mengakomodir ke bu     -
tu  han-kebutuhan stakeholders-nya dan 
menjadikannya dipercaya untuk me        nye   -
dia kan diklat berkualitas. Secara oto-
matis, hal ini membuat stakeholders-nya 
tidak berpaling dengan mencari al ternatif-
alternatif lain, karena BPPK dapat menjadi 
tempat diklat terbaik bagi mereka.

Memang bagi lembaga diklat, suatu 
idealisme klasik, bahwa diklat harus 
te   pat dan sesuai dengan kebutuhan 
stake    holders. Maka dari itu, ketepatan 
program diklat yang diselenggarakan 
BP PK dengan kebutuhan stakeholders-
nya menjadi perhatian utama dan terus 
me nerus, mengingat perkembangan dan 
dinamika yang terjadi pada stake holders.

Langkah awal yang digunakan untuk 
mengarahkan agar diklat sesuai dengan 
kebutuhan stakeholders adalah dengan 
apa yang dikenal sebagai Analisis Kebu-

tuhan Diklat (AKD). Melalui AKD, akan 
di peroleh suatu formulasi program dik   lat 
yang sesuai dengan kebutuhan stake-
holders. Hal ini akan berimplikasi po si tif 
terhadap seluruh kegiatan dik lat yang 
dilaksanakan, termasuk di dalam nya ke gi-
atan perencanaan, pe nye leng   ga ra  an, dan 
evaluasi diklat ka re na AKD merupakan 
langkah awal menuju program diklat 
yang akurat, sesuai de ngan kebutuhan 
stakeholders.

APA DAN SEBERAPA PENTING 
ANALISIS KEBU TUHAN DIKLAT?

Menjadi pusat unggulan pendidikan 
dan pelatihan keuangan negara untuk 
meng hasilkan SDM yang kompeten, pro-
fesional dan berintegritas tentu bukan 
hal yang mudah. Dengan tugas yang 
diembannya tersebut, sudah men jadi 
tun tutan bagi BPPK untuk terus me-

OLEH: 
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nyem  purnakan program-program dik lat 
yang diselenggarakannya. Terlebih de-
ngan “Pelayanan Prima” sebagai sa  lah 
satu dari tujuh produk unggulan BPPK. 
Penyelenggaraan program dik lat yang 
sesuai dengan kebutuhan stake holders 
me rupakan salah satu dari wujud pela-
yanan prima BPPK.

Berbicara mengenai kesesuaian pro   -
gram diklat dengan kebutuhan stake  -
holders, mau tidak mau akan ber kaitan 
erat dengan diagnosa, identifikasi hing-
ga pada analisis kebutuhan diklat. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa desain diklat 
tanpa proses pendahuluan seperti diag-
nosa, identifikasi hingga pada ana lisis 
kebutuhan stakeholders hampir ti dak 
mungkin mencapai hasil dengan ting kat 
akurasi yang memuaskan.  

Berdasarkan beberapa studi literatur, 
rangkaian proses pendahuluan tersebut 

(diagnosa, identiifikasi hingga pada ana -
lisis kebutuhan stakeholders) dapat di-
padukan dalam satu rangkaian proses 
“Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)”. AKD 
merupakan merupakan langkah utama 
dan pertama untuk melakukan diag-
no sa kebutuhan unit pengguna. Pro-
ses ini merupakan tonggak awal ba gi 
penyusunan rancang bangun suatu pro-
gram diklat secara akurat sehingga dapat 
mewujudkan diklat yang tepat sa  saran, 
tepat substansi, dan tepat stra tegi untuk 
mencapai tujuan yang tel ah dirumuskan.

Cukup banyak definisi mengenai 
AKD. Berdasarkan referensi yang ada, 
BPPK merumuskan pengertian AKD se-
bagai berikut: 

“Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
merupakan rangkaian proses yang sis-
tematis dalam menganalisis kesen ja-
ngan/perbedaan antara sasaran dan 

ke adaan nyata atau diskrepansi antara 
kinerja stan dar (yang diharapkan) dan 
kinerja nyata (yang dimiliki), dimana diklat 
meru pa kan salah satu upaya mengatasi 
gap tersebut”

Bayangkan suatu kondisi dimana 
ter  jadi penurunan produktivitas pega-
wai, tanpa didasari AKD, pegawai ter -
sebut diikutsertakan dalam suatu dik lat. 
Adapun setelah mengikuti dik lat ter sebut, 
produktivitas pegawai yang bersangkutan 
tidak mengalami peru bahan. Hal ini di-
karenakan penurunan produktivitas pe-
gawai tersebut bukan dikarenakan ku-
rang nya kompetensi tapi justru beban 
kerja yang berlebihan.

Kasus lainnya adalah ketika di de-
sain suatu program diklat, ternyata dik-
lat tersebut tidak mampu meme nuhi 
kom  petensi-kompetensi yang dibu tuh    -
kan oleh unit pengguna. Dampak se-
lanjutnya dapat berujung pada ke eng-
ganan unit pengguna untuk mengi kuti 
dik lat yang diselenggarakan atau men-
cari penyelenggara diklat lain ka rena 
ketidakmampuan BPPK untuk men de-
sain diklat yang memenuhi kebu tuhan 
kompetensi-kompetensi unit peng guna. 
Beranjak dari hal-hal diatas, tidak dapat 
dipungkiri urgensi dari proses AKD. 

BAGAIMANA PROSES ANALISIS 
KEBUTUHAN DIKLAT?

Merujuk pada definisi yang menjadi 
rumusan BPPK, analisis kebutuhan diklat 
tidak serta merta berujung pada diklat 
sebagai solusi pemecahan masalah. 
Ana lisis kebutuhan diklat akan berujung 
pa da solusi-solusi untuk mengatasi ke-
sen  jangan kinerja, di mana diklat hanya 
sa lah satu dari solusi yang ada.

Secara sederhana, analisis kebutu-
han diklat  yang berujung pada diklat 
(yang menjadi tanggung jawab BPPK) 
me ru pakan suatu untaian proses untuk 
menjawab pertanyaan berikut :

1. Apakah terjadi kesenjangan antara 
kinerja yang diharapkan dengan 
kinerja aktual yang dimiliki?

2. Jika terjadi, faktor apakah yang men-
jadi sumber penyebab kesen jangan? 
SDM atau Non-SDM?

3. Jika faktor SDM, aspek manakah 
yang perlu dibenahi? Kompetensi 
atau non-kompetensi?

4. Jika kompetensi, jenis kompetensi 

Analisis Kesenjangan Kinerja
Unit Kerja

Aktual vs Standar

Identifikasi Akar Masalah
SDM vs non-SDM

Assesment;
Self, Peers , Supervisors

Competency Gap?

Terdapat
Kesenjangan?

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK
SDM

Daftar kompetensi
yang belum terpenuhi

Unit Pengguna
(Eselon I)

Unit Pengelola
(BPPK)

TIDAK

4    EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010  



EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010   5

*) Penulis adalah Kabag. OTL dan 
Pelaksana Bag. OTL

apa sajakah yang perlu diting kat kan?
5. Dengan daftar kompetensi yang di-

butuhkan, program diklat seperti apa 
yang perlu dirumuskan?

Idealnya, AKD diawali dengan anali-
sis kesenjangan kinerja unit kerja, yaitu 
dengan menyandingkan capaian kinerja 
aktual dengan standar kinerja yang te-
lah ditetapkan. Beberapa faktor yang 
ber   potensi memunculkan kesenjangan 
an tara kinerja aktual dan standar kinerja, 
antara lain:

a. Pegawai baru; baik karena proses 
rekrutmen, mutasi ataupun promosi;

b. Standar kinerja baru; berimplikasi 
pa da prosedur kerja baru maupun 
pe nambahan tanggung jawab;

c. Terjadinya penurunan kinerja. 

Analisis terhadap standar kinerja 
yang diharapkan dapat menggunakan 
be  ragam referensi, diantaranya: uraian 
ja ba tan, model kompetensi, sasaran/
tu  juan organisasi, standar kinerja dan 
ana lisis pekerjaan. Referensi apapun da-
pat digunakan sepanjang referensi ter-
sebut otentik, legal, dan sesuai de ngan 
peraturan perundang-undangan yang 
ber  laku.

Sementara itu, analisis terhadap ki-
ner ja aktual dapat menggunakan be  ra -
gam metode, seperti: observasi, kue-
sio ner, focus group discussion, catatan 
dan laporan, sampel kerja, wawancara, 
dan tes. Sama halnya dengan referensi, 
metode apapun yang digunakan harus 
dapat merepresentasikan populasi dan 
kondisi yang sebenarnya. Berbagai teo-
rema penarikan sampel, penyusunan daf-
tar pertanyaan, penyusunan alat ana lisis 
dan lainnya perlu diperhatikan dengan 
cermat dan seksama. 

Hasil akhir dari analisis kesenjangan 
kinerja adalah suatu kesimpulan bahwa 
ter  jadi atau tidak terjadi kesenjangan ki-
ner ja dalam organisasi saat ini. Pena ri-
kan kesimpulan akan terjadinya kesen-
ja    ngan kinerja membawa kita pada 
lang    kah berikutnya, yaitu mencari akar per  -
masalahan (SDM atau Non-SDM) de ngan:

1. Menentukan permasalahan
2. Mencari faktor-faktor utama yang 

ber pengaruh atau berakibat pada 
per soalan

3. Mencari dan merinci lebih jauh fak-

tor - faktor yang berpengaruh pada 
fak tor utama

Hasil identifikasi akar permasalahan 
dengan simpulan SDM sebagai akar ma-
sa lah menjadi dasar untuk melakukan 
assessment terhadap SDM yang ber-
sang   kutan dengan tujuan menge ta hui 
le tak aspek permasalahan SDM, kom pe-
tensi atau non-kompetensi. 

Ketika kesenjangan kinerja berakar 
dari aspek kompetensi SDM, disinilah 
BPPK menjadi motor penggerak untuk 
mengisi kesenjangan kompetensi terse-
but. Menjadi suatu tantangan besar bagi 
BPPK untuk memanfaatkan data-data 
ke butuhan kompetensi unit pengguna 
un tuk merancang program diklat secara 
akurat, mengemasnya menjadi program 
yang attractive namun komprehensif.  

SIAPA YANG MELAKUKAN ANALISIS 
KEBUTUHAN DIKLAT?

Merujuk pada kompleksitas struktur 
organisasi Kementerian Keuangan yang 
identik dengan holdings company, unit 
peng  guna (sebagai stakeholders) da-
pat dikatakan memiliki pengetahuan 
yang lebih mendalam akan kebutuhan 
unit-nya dibandingkan BPPK (sebagai 
unit pengelola). Bertitik tolak pada hal 
ter  sebut, idealnya, masing-masing unit 
(ter masuk BPPK sendiri) melakukan 
ana    li sis kebutuhan diklat untuk unitnya. 
Tu juannya, agar setiap unit senantiasa 
me nyadari kesenjangan yang ada serta 
me rumuskan solusi-solusi yang efektif 
un tuk megatasinya. 

Jika suatu unit diibaratkan sebagai 
mesin kendaraan, maka pemilik ken da-
raan tersebut perlu melakukan penge-
cekan berkala untuk menjaga kekuatan 
dan akselerasi mesin kendaraan tersebut. 
Dengan pengecekan berkala tersebut 
da    pat diketahui masalah-masalah yang 
terjadi (jika terdapat masalah) atau minyak 
pelumas yang perlu di tam  bahkan untuk 
mempertahankan bah  kan meningkatkan 
kekuatan dan ke cepatan mesin kendaraan 
tersebut. Pe milik kendaraan tersebutlah 
yang pa  ling mengetahui dan memamahi 
kon  disi dan stamina dari kendaraan 
yang dimilikinya sehingga beliau dapat 
di katakan yang paling kompeten un tuk 
melakukan pengecekan berkala. Pe  nge-
cekan berkala mungkin dapat dila ku kan 

dengan bantuan pihak ketiga ta pi dengan 
tidak lepas dari kemauan, informasi dan 
koordinasi dengan pemilik kendaraan.

Analisis kebutuhan diklat da pat di-
ang gap sebagai suatu pro ses pe nge-
ce  kan berkala untuk memper ta han kan 
bah kan meningkatkan kapasitas, pro duk-
ti vitas dan kinerja dari suatu unit. Untuk 
itu, pihak yang dianggap kom pe ten untuk 
me lakukannya adalah ma  sing-masing 
unit itu sendiri karena masing-masing unit 
yang mengetahui dan memahami kondisi 
yang terjadi pada unitnya. Layaknya pe-
milik kendaraan ta di, masing-masing unit 
tersebut juga da pat meminta bantuan dari 
pi hak ke tiga (termasuk BPPK), namun 
de  ngan mengedepankan willingness, 
ko  mit  men, informasi dan koordinasi dari 
unit yang bersangkutan.  

APA YANG DIHARAPKAN DARI 
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT?

Idealnya, hasil yang diharapkan dari 
analisis kebutuhan diklat adalah iden ti fi-
kasi akar permasalahan kesenjangan ki-
nerja. Dalam konteks BPPK selaku unit 
pengelola diklat, hasil yang diharapkan 
dari analisis kebutuhan diklat ini adalah 
daftar kompetensi yang dibutuhkan 
stake    holders dan BPPK sendiri untuk 
merancang program-program diklat yang 
sesuai dengan kebutuhan stake holders. 

Tidak berarti bahwa, dalam pe ran-
cangan diklat, BPPK hanya meman faat-
kan daftar kompetensi yang diberikan 
stakeholders. Idealnya, BPPK dapat turut 
aktif berkoordinasi dengan stakeholders 
ketika stakeholders melakukan analisis 
ke butuhan diklat, lebih tepatnya dapat 
dikatakan pendampingan terhadap 
stake  holders. Tujuannya agar BPPK me-
mahami persis akan kebutuhan kom-
petensi stake holders sehingga dapat 
me rancang dik lat yang akurat dan sesuai 
ke butuhan stake holders.

Harmonisasi program diklat de-
ngan kebutuhan unit pengguna me-
nun tut peran aktif kedua belah pihak, 
stakeholders selaku pihak yang mema-
hami kebutuhannya dan BPPK selaku 
pihak pengelola yang mendesain diklat. 
Willingness, kerjasama, dan koordinasi 
kedua belah pihak mutlak diperlukan.

EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010   5
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“PROBLEMATIKA, PEMECAHAN 
DAN TANTANGAN” OLEH: 

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT : 

Kebutuhan akan SDM berkualitas merupakan kebutuhan mutlak bagi Kementerian 
Keuangan. Kompleksitas organsisasi Kementerian Keuangan menyebabkan adanya 
diversifikasi organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang bermuara 

pada tercapainya tujuan Kementerian Keuangan.

Bagi Kementerian Keuangan, kehadiran unit Eselon I (BPPK), yang khusus menangani pendidikan 
dan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas 
merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disadari oleh kenyataan bahwa kualitas SDM 
Kementerian Keuangan harus selalu dijaga, ditingkatkan, dan dikembangkan melalui lembaga 
yang khusus memiliki konsentrasi dan kompetensi khusus untuk itu. 

Unit-unit teknis (Eselon I) Kementerian Keuangan dapat “mengeluh” kepada BPPK terkait 
dengan Kualitas SDM mereka, dan BPPK kemudian akan merespon keluhan mereka tersebut 
dengan menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dengan demikian 
dapatlah dikatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan pada hakikatnya adalah untuk 
memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas bagi Kementerian Keuangan.

Aula
Utama

HENI KARTIKAWATI 
DAN NOVA MARDIANTI
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Sesungguhnya yang paling 
mengetahui secara pasti kondisi 
masing-masing SDM dari unit-unit 
teknis  adalah unit-unit teknis itu 
sendiri, sementara BPPK berperan 
sebagai penyedia pendidikan 
dan pelatihan keuangan yang 
dibutuhkan oleh mereka. Oleh 
karena itu seyogyanya masing-
masing unit teknis di Kementerian 
Keuangan dapat melakukan Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD) untuk 
memenuhi kesenjangan kompetensi 
SDM di kalangan mereka. 

Akan tetapi, saat ini, BPPK yang 
secara aktif berperan dalam 
mencari tahu sesungguhnya apa 
yang dibutuhkan oleh mereka. 
Demikian ini didasari kenyataan 
bahwa tanpa pengetahuan tentang 
apa yang dibutuhkan oleh mereka, 
maka mustahil akan diperoleh 
suatu program diklat yang akurat. 
Apabila dikaitkan dengan pelayanan 
prima BPPK, hal ini wajar dilakukan 
mengingat program diklat yang 
sesuai dengan kebutuhan unit 
pengguna adalah merupakan hal 
yang terpenting bagi BPPK. 

Selanjutnya adalah masalah 
per sepsi terhadap AKD itu sendiri, 
karena faktanya dalam mencari tahu 
kebutuhan unit pengguna di tubuh 
BPPK sendiri terdapat persoalan 
standarisasi. Artinya selama ini 
AKD dilaksanakan dengan caranya 
masing-masing dan parsial 
sesuai dengan kompetensi dan 
berbasiskan unit pengguna masing-
masing. Hal ini terjadi karena 
masing-masing unit dalam BPPK 
(Pusdiklat) memiliki karakteristik 
khusus, sehingga mela kukan AKD 
dengan cara yang berbeda pula. 
Akan tetapi, AKD tetaplah harus 
distandarisasi, disinkronisasi, dan di-
har monisasi, Sehingga di antara unit 
BPPK akan dapat saling bertukar 
informasi mengenai kebutuhan 
diklat di masing-masing unit 
pengguna. Kondisi demikian akan 
semakin men jadikan AKD efektif 
dan efisien. 

ANTARA KONSEP DAN REALITA
Dalam tataran konseptual, subjek 

yang melakukan analisis kebutuhan 
dik lat adalah masing-masing unit 
teknis Kementerian Keuangan, karena 
merekalah yang paling memahami 
kondisi SDM unitnya masing-masing. 
AKD yang dilakukan oleh unit teknis 
tersebut kemudian menjadi pijakan 
awal bagi BPPK untuk mendesain 
diklat agar sesuai dengan kebutuhan 
unit pengguna. Tentunya, dengan 
demikian program diklat yang 
diselenggarakan oleh BPPK akan 
akurat.

Pada realitanya, BPPK secara ak tif 
melakukan analisis kebutuhan dik-
lat para stakeholders-nya dengan 
be ragam metode. Beberapa unit 
teknis BPPK (Baca: Pusdiklat) 
ada yang mengajukan kuisioner, 
survey atau tools sejenisnya 
untuk mengidentifikasi jenis-jenis 
kompetensi yang dibutuhkan unit 
pengguna. Sementara, beberapa 
unit teknis lainnya melakukan analisis 
kebutuhan diklat dengan menawarkan 
menu diklat-diklat yang dimiliki 
kepada para stakeholders-nya. 

Hal ini tentu agak berbeda 
dari konsep analisis kebutuhan 
diklat. Ideal nya, analisis kebutuhan 
diklat berupaya mengidentifikasi 
kesenjangan kinerja, mencari akar 
permasalahan dan meru mus kan 
solusi-solusi yang efektif. Solusi-solusi 
tersebut belum tentu berwujud diklat, 
karena diklat hanyalah salah satu dari 
solusi atas hasil analisis kebutuhan 
diklat yang dilakukan jika kesenjangan 
berakar dari kurangnya kompetensi 
SDM.

DI BALIK PERAN AKTIF BPPK 
Peran aktif BPPK dalam melakukan 

analisis kebutuhan diklat bukanlah 
hal yang tidak berdasar. Pertama, 
didasari bahwa diklat harus sesuai 
dengan kebutuhan stakeholders-
nya, sehingga peran aktif BPPK 
merupakan upaya untuk meminimalisir 
ketidaksesuaian antara program diklat 
yang dirancang dengan kebutuhan 

unit pengguna. Kedua, karena masih 
minimnya koo perasi dan antusiasme 
dari para stake holders. Permasalahan 
kedua merupakan permasalahan 
utama, meng ingat yang seharusnya 
melakukan AKD adalah unit teknis 
terkait. Sedangkan permasalahan 
pertama, merupakan per soalan 
tuntutan bagi BPPK sendiri untuk 
menyelenggarakan diklat yang 
berkualitas.

Peran aktif 

BPPK dalam 

melakukan 

analisis 

kebutuhan 

diklat 

bukanlah hal 

yang tidak 

berdasar.

Fenomena ini dapat dipandang 
dari dua sisi : (i) kurangnya kooperasi 
dan antusiasme dari stakeholders 
dapat dikarenakan rutinitas 
stakeholders akan tugas pokok dan 
fungsinya sehari-hari, sehingga relatif 
kurang mengedepankan capacity 
buiding SDM-nya. (ii) fenomena 
tersebut dapat terjadi karena diklat-
diklat yang diselenggarakan BPPK 
kurang mengakomodir kebutuhan 
stake holders yang berimplikasi negatif 
pada citra BPPK.
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Latar belakang apapun dibalik 
fenomena tersebut, BPPK dituntut 
untuk terus menyempurnakan 
program-program diklat yang akurat 
dan sesuai dengan kebutuhan 
stakeholders. Untuk itulah BPPK 
kemudian berlaku aktif melakukan 
analisis kebutuhan diklat kepada para 
stakeholders-nya. Beragam cara, 
metode hingga pada pertemuan 
harmonisasi program diklat dengan 
stakeholders terus dikembangkan.

BPPK sebagai center of 
excellence, dengan diklat sebagai 
output utamanya, dituntut untuk 
dapat menjadi yang terdepan dalam 
pengembangan AKD. Dimulai dari 
penyamaan persepsi dan tujuan AKD 
di kalangan internal, standarisasi 
rangkaian proses AKD, hingga pada 
penyusunan rekomendasi hasil AKD. 
Inisiasi dapat dilakukan dengan 
menyelenggarakan AKD bagi BPPK 
sendiri, kemudian terus beranjak 
hingga menjadi best practices bagi 
para stakeholders-nya.  

Memang bukan hal yang mudah 
untuk menumbuhkan kesadaran dan 
willingness para stakeholders untuk 
melakukan AKD di unitnya. Terlebih, 
untuk melakukan itu, belum ada 
landasan hukum yang memberikan 
arahan bagi stakeholders untuk 
melaksanakan AKD.

 
Suatu hal yang dilematis ketika 

setiap stakeholders diminta untuk 
melakukan AKD pada unitnya masing-
masing, meskipun dengan pembinaan 
dari BPPK. Hal ini terkait dengan 
tingkat kooperasi dan antusiasme 
stakeholders saat ini. Implikasi 
negatifnya diduga adalah kurangnya 
keinginan para stakeholders untuk 
mengikutsertakan SDM-nya dalam 
diklat BPPK. 

Namun, hal ini tidak serta merta 
mengindikasikan bahwa proses 
AKD yang diimplementasikan BPPK, 
dalam artian peran aktif BPPK, harus 
dilakukan terus menerus. Ke depan, 
AKD perlu disosialisasikan bahkan 
diberikan payung hukum agar seluruh 
pihak mengerti akan urgensinya, 
bukan untuk kelancaran pelaksanaan 
diklat BPPK tapi untuk memelihara 
dan meningkatkan kinerja di unitnya 
masing-masing.  

Pengimplementasian proses 
AKD seperti yang dilakukan oleh 
unit-unit teknis BPPK selama ini 
merupakan suatu solusi temporer 
untuk meminimalisir diskrepansi 
antara program diklat yang dirancang 

dengan kebutuhan stakeholders. 
Akan tetapi, hal ini bukanlah Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD) tapi 
lebih tepat dinamakan Identifikasi 
Kebutuhan Diklat (IKD). Namun 
demikian, standarisasi acuan untuk 
melakukan proses tersebut tetap 
diperlukan. Berapa banyak sumber 
daya yang terbuang ketika satu per 
satu unit teknis BPPK melakukan 
IKD kepada stakeholders yang 
sama? Dapatkah proses tersebut 
diharmonisasi sehingga koordinasi 
dengan stakeholders dapat dilakukan 
oleh unit-unit teknis BPPK secara 
bersamaan dan simultan?

Sebagai unit yang bertanggung 
jawab akan pendidikan dan 
pelatihan di bidang keuangan 
negara pada Kementerian Keuangan 
(khususnya) dan Kementerian-
Lembaga lain (umumnya), BPPK 
memiliki empat pekerjaan rumah 
yang perlu diselesaikan, yaitu : (i) 
menyempurnakan proses IKD agar 
lebih efektif dan efisien sebagai 
solusi antara dan temporer menuju 
perbaikan ke depan; (ii) melegalisasi 
dan mensosialisasi konsep AKD yang 
melibatkan seluruh stakeholders 
serta menumbuhkan kesadaran 
stakeholders akan urgensi AKD dan 
willingness untuk melakukan AKD 
bagi perbaikan unit-nya masing-
masing; (iii) Menjadi best practices 
akan pelaksanaan AKD dan melakukan 
pembinaan kepada para stakeholders; 
dan (iv) Memanfaatkan hasil IKD dan 
AKD untuk mendesain program-
program diklat yang sesuai dengan 
kebutuhan stakeholders. 

Aula
Utama

Suatu hal 

yang dilematis 

ketika setiap 

stakeholders 

diminta untuk 

melakukan AKD 

pada unitnya 

masing-masing, 

meskipun 

dengan 

pembinaan dari 

BPPK.
Internalisasi, legalisasi, sosialisasi 

dan implementasi konsep analisis 
ke butuhan diklat akan melibatkan 
pe rubahan secara mendasar, dimana 
hal tersebut memang bukan hal 
yang mudah, namun bukan pula hal 
yang tidak mungkin untuk dilakukan. 
Mampukah BPPK menjawab tan-
tangan guna perbaikan ke depan?

 
SUATU RENCANA MENJAWAB 
TANTANGAN

Realita yang ada menunjukkan 
bahwa suatu kebutuhan bagi BPPK 
untuk menstandarisasi proses analisis 
kebutuhan diklat. Standarisasi 
seyogya nya dilakukan dengan 
melakukan penyamaan persepsi akan 
AKD terlebih dahulu sebelum beranjak 
pada tahapan selanjutnya. 

*) Penulis adalah Kabag. OTL dan 
Pelaksana Bag. OTL
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*) Penulis adalah Kasubbid. Kurikulum dan 
Metodologi Pembelajaran - Pusdiklat Pajak
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S
ebuah oganisasi besar seperti Direk-
torat Jenderal Pajak, juga melakukan 
hal yang sama, yaitu melakukan ke-

giatan analisis kebutuhan diklat dalam rangka 
menentukan pendekatan pengembangan 
sumber daya manusia dan meningkatkan 
kinerja para pegawainya.

Pusdiklat Pajak sebagai lembaga pen-
didikan yang bertanggung jawab me-
lakukan pengembangan SDM di bidang 
pa jak, melihat kegiatan Direktorat Jen-
deral Pajak dalam hal melakukan analisis 
kebutuhan diklat tersebut sebagai suatu 
hal yang bersifat simbiosis mutualisme.  
Maksudnya, sebagian besar diklat-diklat 
yang nantinya akan diselenggarakan oleh 
Pusdiklat Pajak dimana penggunanya ada-
lah Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan 
akan sesuai dengan kebutuhan DJP, karena 
program diklat disusun atas dasar analisis 
kebutuhan diklat.  Sehingga, Pusdiklat Pa-
jak harus ikut serta dalam kegiatan analisis 
kebutuhan diklat tersebut.

Analisis vs Identifikasi
Kegiatan analis kebutuhan diklat bia sa-

nya dilakukan pada semester kedua setiap 
tahun. Kegiatan analisis tersebut dapat 
di       tu   ju  kan untuk penyusunan rencana pen      -
di di  kan dan pelatihan pada tahun be   ri -
kut   nya. Direktorat KITSDA Ditjen Pajak 

melalui Subdirektorat Kompetensi dan 
Pengembangan Kapasitas Pegawai mem -
punyai tanggung jawab melakukan ana-
lisis kebutuhan diklat. Informasi dari ber-
ba gai Kanwil dikumpulkan dan dila ku kan 
analisis perlu tidaknya dilakukan diklat un-
tuk peningkatan kapasitas pegawai.  Ha   sil 
yang diperoleh, biasanya berupa list atau 
daftar jenis diklat-diklat yang di per lu kan 
untuk tahun-tahun berikutnya, bisa pu lu-
han sampai ratusan jenis diklat.

Pusdiklat Pajak, melalui Subbid Program 
dan Teknologi Informasi, biasanya juga 
me l akukan hal serupa semacam analisis 
ke bu tuhan diklat. Namun bedanya, Pus-
dik lat Pajak tidak melakukan rangkaian 
ana lisis terhadap standar kompetensi pe-
ga  wai dan performance pegawai DJP, tapi 
me la ku kan pemilihan dan penentuan jenis 
dik lat yang akan dilaksanakan di Pus diklat 
Pa jak,  berdasarkan hasil ana lisis kebutuhan 
dan atau diskrepansi kompetensi dari Dit-
jen Pajak. Jadi ke giatan di Pusdiklat Pa jak 
yang terkait de ngan progam dik lat, le bih 
tepatnya di katakan sebagai meng iden ti-
fikasi ke butuhan diklat bagi pegawai Di-
rek torat Jenderal Pajak.

Tidak hanya itu saja, Pusdiklat Pajak ju-
ga mempunyai program-program diklat 
yang “pasti” dibutuhkan setiap tahunnya 
oleh DJP. Diklat-diklat tersebut misalnya 

dik lat bagi pegawai baru yang berasal dari 
pro gram diploma STAN, yang memang 
setiap tahun pasti ada lulusannya, diklat 
ju ru sita pajak, diklat operator console, dan 
diklat account representative. Untuk je  nis 
diklat tersebut, Pudiklat Pajak selalu me-
ng  a gen dakan kedalam kalender diklat se-
tiap tahunnya.  

Dalam menyusun program dan kalen-
der diklat, Pusdiklat Pajak menyusun ter      -
le   bih dahulu draft program diklat, dima    na 
didalamnya sudah tercantum diklat-diklat 
“tetap” seperti tersebut di atas, dan dima-
suk kan juga diklat-dik lat ha sil iden  tifikasi 
kebutuhan diklat yang dila kukan bersama-
sama dengan Dit jen Pajak melalui bebe-
ra pa kali rapat koordinasi. Umum nya, 
dik  lat- diklat “tetap” tersebut se  la ma ini ti-
dak pernah diganti jenis dik lat nya, hanya 
desain diklat dan kuri ku lum sa ja yang te-
rus menyesuaikan de ngan ke bu tu han ter-
kini. Sehingga “me nu” yang di  ta  war  kan 
oleh Pusdiklat Pajak tidak ba   nyak berubah 
un tuk menu “tetap” ter se  but. Untuk diklat-
dik lat lainnya, hal ter  se  but dapat terjadi 
pe rubahan, karena da   lam tahun berjalan, 
ter kadang ada ke bi   ja kan-kebijakan baru 
yang harus segera di sesuaikan.

Kegiatan identifikasi kebutuhan diklat di 
Pudiklat Pajak juga dapat diartikan sebagai 
memilah jenis diklat, dan jumlah peserta 
yang dapat dilakukan oleh Pusdiklat Pajak 
karena terkait dengan kapasitas asrama, 
kelas, dan anggaran yang disediakan.  Ka-
re na dengan anggaran yang ada, tidak 
se  mua jenis diklat hasil analisis kebutuhan 
dik  lat yang dilakukan oleh DJP dapat di-
la  ku  kan oleh Pusdiklat Pajak. Sehingga 
Pus    dik lat Pajak harus melakukan iden ti    fi   -
kasi kebutuhan yang prioritas, kese su ai-
an dengan kompetensi tenaga pe nga   jar, 
kapasitas kelas dan asrama. Ka re na hal 
tersebut, untuk beberapa jenis dik lat, Pus-
diklat Pajak juga melibatkan Ba lai Dik lat 
Ke uangan di daerah untuk melak sa na kan 
dik lat-diklat pajak yang me mang di bu tuh-
kan sesuai hasil AKD di DItjen Pajak. 

Jadi… analisis kebutuhan diklat dila-
ku  kan oleh DItjen Pajak, Pusdiklat Pa jak 
mela  ku kan identifikasi jenis diklat yang da-
pat di lakukan sehingga sinergi ke duanya 
akan meng hasilkan diklat yang efektif... 
se mo ga....

Secara umum, dalam suatu rencana pe ngembangan sumber daya 
manusia pada suatu organisasi, hal pertama yang harus dilakukan 
adalah melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).  Melalui kegiatan 
AKD tersebut dapat ditentukan apakah pengembangan SDM 
tersebut dapat dilakukan melalui diklat atau non diklat.  

Instrumen AKD
di Pusdiklat Pajak

Aula
Utama

OLEH: 
WAWAN ISMAWANDI
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CATATAN SINGKAT:

S
atu hari setelah acara pembekalan 
yang dipimpin oleh Kepala Pu sat 
Pen  di dikan dan Pe la ti han Pe   ngem  -

bangan Sum ber Daya Ma nu  sia (PPSDM-
BPPK), Bapak Tony Roos wi  yan    to, yang 
tu rut di  hadiri oleh Mr. N. Mo ri  moto dan Mr. 
Y. Ki tamura (kon sul    tan PHRDP III), serta 
se  luruh pe ja bat dan pelaksana Bidang 
Ad  minis tra si Pen  di di kan Pasca Sarjana 
PPSDM, pa   da hari Sabtu, 5 Desember 
2009 se   lu  ruh peserta program non  gelar 
PHRDP III batch II yang berjumlah 25 
orang akhir  nya diberangkatkan me nu   ju 
Tok yo un tuk mengikuti diklat yg ber    ta  juk 
“Co ur s eware Development for E-Lear n-
ing & Classroom Instruction” se la  ma dua 
ming    gu, yaitu mulai dari 7 De sem ber s.d. 
19 De  sember 2009, di Tem ple University, 
Ja  pan Campus (TUJ).

Sekedar informasi, pada tahun 2008 
lalu, PPSDM-BPPK juga telah me ngi rim-
kan 30 orang peserta untuk me ngikuti 
pro gram non-gelar sejenis de ngan tema 
Good Governance ke Nagoya University, 
Na    goya. Hingga akhir 2009, PPSDM-
BPPK telah mengirimkan dua batch dari 
enam batch yang di ren ca na kan dalam 
rang      ka Professional Human Resource De    -
ve     lopment Project-Phase III (PHRDP III). 
Rencananya, pada 2010, PPSDM-BPPK 

akan mengirimkan setidaknya dua batch 
lagi dengan tema diklat yang ber  be da.

Rombongan akhirnya sampai di Na ri-
ta, Tokyo pada tanggal 6 Desember pagi 
dan di jemput oleh Mr. H. Shozawa dari 
Asia SEED selaku konsultan PHRDP III 
di Tokyo, yang ke mudian mengantarkan 
rom   bongan menuju pe nginapan di wi-
la  yah Azabu Juban serta mem berikan 
se   jumlah penjelasan penting mengenai 
ling   kungan sekitar penginapan dan kam-
pus. Be rita baiknya, seperti yang te lah 
di  sam  paikan oleh Mr. Morimoto pada 
acara pembekalan, kampus TUJ ternyata 
be  nar-benar hanya berjarak kurang le bih 
5 - 10 menit berjalan kaki dari pe ngi    na-
pan, sehingga rombongan tidak per     lu 
ber desak-desakan dengan para peng -
la ju (commuter) di subway, serta di  an-
ta  ra nya terdapat satu gerai laun dry dan 
se jum lah kombini (convenient store) 
yang sangat besar peranannya ba gi ke-
bu    tuhan logistik peserta. Me ngi ngat saat 
itu cuaca cukup cerah mes  kipun relatif 
di ngin, Mr. Shozawa ke  mu  dian mengajak 
se lu ruh peserta, yang umumnya baru 
per tama kali ke Je  pang, untuk merasakan 
pengalaman menggunakan Tokyo Metro 
Subway menuju Akihabara (yang kemu-
dian menjadi lokasi favorit hampir seluruh 

peserta) untuk makan siang.
Pada tanggal 7 Desember, tepat pu-

kul 09.00 pagi training dimulai dengan 
sam butan dari Mr. Jeffrey Y. Kanemoto, 
se la ku Direktur Corporate Education 
TUJ, yang telah bekerja sama secara in-
ten  sif dengan PPSDM-BPPK sejak bebe-
ra pa waktu sebelumnya dalam rangka 
me  ma tang kan kurikulum training. Dalam 
sam  butannya, be liau menyampaikan 
peng   har  ga an nya atas keper ca yaaan De-
par  te men Keuangan c.q. BPPK yang te-
lah memilih TUJ sebagai host program 
non - gelar 2009 ini, serta memberikan 
se   jum  lah overview mengenai lingkungan 
kam   pus serta aktivitas yang akan dilak-
sa  na kan oleh peserta training, baik di da-
lam maupun di luar kampus. Sebagai ba-
gian dari fasilitas belajar yang dijan ji kan, 
pa ra peserta juga diberikan hak untuk 
meng   akses fasilitas wi-fi milik TUJ yang 
me  mi li ki kecepatan koneksi yang sangat 
me  muas kan! Pada saat makan siang 
(wel come party), Dean TUJ, Mr. Stonarch, 
yang turut hadir beserta sejumlah pe-
nga jar dan staff TUJ, memberikan sam-
bu  tan dan ucapan selamat datang pada 
se  lu ruh peserta, serta secara resmi mem -
buka diklat yang bertemakan e-learn -
ing ini. Dari pi hak peserta, Bapak Eko 

SHORT-COURSE 
E-LEARNING DI JEPANG
OLEH: IQBAL SOENARDI  DAN WAWAN ISMAWANDI

Ruang
Khusus
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Sulityo selaku Ketua Rombongan tu rut 
memberikan sambutannya dan me nye-
rah kan cinderamata dari rom bo ngan ke-
pada Dean Stonarch.

Pada minggu pertama diklat, rom-
bo ngan diberikan sejumlah materi be ru-
pa teori dan prak tik (workshop) se putar 
teknologi e-learning, Learning Ma na  ge-
ment System (LMS/LCMS), in fra struktur, 
dan instructional design dengan in struk-
tur yang umumnya berasal dari TUJ. 

Pada kelas Teknologi E-Learning, pe-
serta diperkenalkan dengan sejumlah hal 
penting terkait perkembangan teknologi 
e-learning da ri masa ke masa, termasuk 
e-mobile yang merupakan salah satu wu-
jud teknologi di masa depan, yang me-
manfaatkan handphone sebagai sarana 
belajar/training, meskipun saat ini belum 
feasible untuk dilaksanakan seca ra massal 
mengingat fasilitas ini masih relatif ma-
hal, seti daknya untuk satu s.d. tiga tahun 
ke depan. Satu catatan penting, bahwa 
pa da Pe rang Dunia II, pihak militer Ame-
rika telah memanfaatkan e-learning un-
tuk melatih dan me  nyempurnakan teknik 
menembak para pra ju rit Amerika di la pa-
ngan. Dengan kata lain, e-learning ti dak 
saja dapat dimanfaatkan se ba tas un tuk 
materi yang bersifat manajerial, tapi juga 
dapat dimanfaatkan untuk ma teri-materi 
yang bersifat teknis, seperti sebagian 
be sar je nis diklat yang diselenggarakan 
BPPK selama ini.

Pada kelas LMS/LCMS peserta di-
per  ke nal   kan pada sejumlah teknologi 
yang tersedia di pasar, baik yang open 
source mau pun yang branded de ngan 
se gala kelebihan dan kele ma han  nya. Da -
pat disimpulkan bahwa pili han un tuk me-
ngembangkan sendiri se jum lah fitur LMS/
LCMS sebagaimana yang di lak sa na kan 
BPPK selama ini meru pa kan salah sa tu 
pilihan yang cukup bi jak, setidaknya apli-
kasi yang ber sifat custom/tailor-made ini 
relatif lebih aman dibanding open source 
sekaligus lebih murah dibandingkan apli-
kasi branded, namun mem butuhkan du-
kungan SDM yang cukup, baik dari sisi 
kom petensi maupun dari sisi kuantitas.

Materi infrastruktur merupakan salah 
sa tu materi yang ditunggu oleh para pe-
serta. “Kece patan koneksi internet disini 
berapa ya? kalau dengan kecepatan se-
per ti ini, apapun bisa di la  kukan dengan 
inter net...”, begitu kira-kira ko  men  tar dan 

pertanyaan yang ada di benak beberapa 
peserta pada saat sudah merasakan ko-
neksi internet yang mampu meluncur 
mu lus tanpa gangguan.  Sehingga materi 
in frastruktur merupakan salah satu ma-
te ri yang ditunggu un   tuk menjawab ra-
sa penasaran para peserta. Pada kelas 
in  fra struktur kelas ini, selain diin for ma-
si  kan mengenai tingkat stabilitas dan 
ke  ce  patan koneksi disana, peserta juga 
di  per kenalkan dengan sejumlah konsep 
dan teknologi antara lain virtualisasi, 
streaming, cloud computing, tele confe-
ren  cing, dan help desk. Sebagian be sar 
da ri konsep dan teknologi yang dipelajari 
pa da kelas ini pada prinsipnya telah mulai 
di  gu nakan dan dimanfaatkan oleh BPPK 
da lam pe nyelenggaraan diklat berbasis 
e-learning. Na  mun, mengingat konsep 
dan teknologi ini re la tif sangat baru, khu-
susnya bagi peserta yang berasal dari 
BPPK, kelas infrastruktur ini di anggap 
sangat besar manfaatnya.  Selain itu in-
for  ma si mengenai koneksi internet di sa-
na, se dikit banyak telah membuka wa ca-
na para pe serta, bahwa koneksi internet 
yang baik, da pat menunjang kegiatan 
e-learning.

me ngembangkan modul diklat, baik 
yang bersifat klasikal maupun elektronik 
se hingga modul-modul yang dihasilkan 
da pat lebih menarik, efektif, dan efisien 
se bagai media penyampaian ilmu dan 
ke te rampilan bagi para penggunanya.

Dinginnya suhu di kota Tokyo tidak 
me nyu     rut  kan semangat para peserta un-
tuk meng    habiskan minggu pertamanya 
di kota ter     sebut. Selain mengeksplorasi 
ma teri yang te lah disam paikan, para pe-
serta juga tidak mau ke tinggalan meng-
eksplorasi suasana se luruh kota Tokyo 
pada hari sabtu dan minggu ter sebut.   

Pada Minggu kedua, para peserta 
men   dapat kan kesempatan untuk meng-
guna kan aplikasi Final Cut Pro (FCP) da-
lam membuat adver to  rial. FCP meru pa-
kan aplikasi ber basis Mac yang diguna kan 
BPPK dalam mengembangkan mo dul-
mo dul elektroniknya termasuk se jum-
lah video advertorial yang saat ini ada. 
Meskipun, sayangnya, bahan baku (script, 
video, still pho to, dan music) untuk pem-
buatan advertorial te lah disediakan oleh 
pi hak TUJ, namun hal tersebut tidak 
me ngurangi semangat peserta dalam 
berkreasi dan berimajinasi. 

Pada kesempatan lain, melalui materi 
In structional Design (kelas Instructional 
De sign), para peserta para prinsipnya 
di ajak un tuk mempelajari kembali 
sejumlah kon sep mengenai learning, 
adult learning, dan pe man faatan ADDIE 
Instructional Model (Ana ly ze, Design, De-
ve lop, Implement, dan Eva lu ate) dalam 

Dalam workshop FCP ini peserta di-
bagi atas beberapa kelompok dan tiap 
ke lompok ma  sing-masing terdiri atas dua 
orang dengan kewajiban menghasilkan 
sa tu video advertorial ber dasarkan ba-
han-bahan yang tersedia. Ti dak hanya 
itu, meski demikian para peserta diperke-
nan  kan menambahkan video, foto, atau 
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musik koleksi pribadi sesuai selera, dan 
imajinasi dan kreatifitas masing-masing. 

Workshop FCP ini berlangsung selama 
dua ha ri penuh, dimulai dengan sejumlah 
penjelasan me ngenai cara pengoperasian 
komputer Mac dan sejumlah fasilitas yang 
dimiliki FCP. Cukup me  narik, mengingat 
an tusiasme peserta yang cu  kup tinggi 
ser  ta keberanian peserta dalam ber   ek-
s pe rimen dengan aplikasi yang relatif 
ba ru bagi mereka dan fakta ini sangat 
me  ngesankan, ter masuk bagi instruktur 
work shop Ms. Hiroko Sumikura.

Hasil yang diperoleh selama dua ha ri 
ter sebut kemudian dipresentasikan pa-
da hari ke ti ga oleh tiap kelompok yang 
kemudian men dapatkan review da ri ins-
truk tur dan asisten nya serta dari se sa -
ma peserta. Sekali lagi, dengan ba han 
ba ku seadanya dan dalam waktu yang 
sa ngat singkat, hasilnya sangat me -
nge sankan!! Bravo!! “Wow… it’s great, 
amazing….”, be berapa kali kalimat ter-
se but terucap dari Ms. Hiro ko Sumikura 
de ngan bahasa inggrisnya yang khas je-
pang, menanggapi hasil pekerjaan para 
pe serta. Pada kesempatan yang sama 
(dan juga pada beberapa kesempatan 
se  belum nya), wakil dari tim e-learning 
BPPK juga berke sem patan untuk mena-
yang   kan sejumlah video advertorial 
yang dibawa dari Jakarta pada se jumlah 
instruktur TUJ.

Training pada hari itu diakhiri dengan 
ma  kan siang bersama dan dilanjutkan 
de  ngan pem  bagian sertifikat Training 
yang diserahkan secara langsung oleh 
Dean Stonarch kepada se luruh peserta, 
se be lum kemudian dilanjutkan dengan 
study -tour ke sejumlah lokasi seperti 
Stu  dio Park, NHK dan Odaiba City pada 
ha ri berikutnya.

Dari pengalaman yang didapatkan 
se lama training, secara umum dapat di-
simpulkan bahwa dari sisi teknikal dan 
SDM, BPPK khususnya sudah on-track 
da  lam pengembangan dan pe man  faatan 
e-learning dalam penyelenggaraan diklat, 
baik diklat yang bersifat manajerial mau-
pun teknikal. Sejumlah produk e-learning 
yang di hasilkan BPPK secara kualitas 
se   jauh ini ti dak kalah jika dibandingkan 
de   ngan produk se  jenis yang diproduksi 
oleh pihak asing yang dipresentasikan 
pa   da kami pada saat training.

Dengan komitemen dan kebijakan ja-
ja ran pim pinan dan pola pengembangan 
SDM inter nal yang tepat dan terencana, 
ka  mi yakin BPPK tidak membutuhkan 
wak  tu yang terlalu lama un tuk menjadi 
pla yer utama/leader di bidang e-learning, 
ti  dak saja di Departemen Keuangan na-
mun juga di lingkungan diklat aparatur 
pe  me rintah pada umumnya.

Semangat dan dukungan dari rekan-
re kan yang berasal dari unit-unit teknis, 
se per ti DJP, DJBC, Perbendaharaan, dan 
Ke kayaan Negara yang turut menjadi pe-
serta pada training ini untuk ber sama-sa-
ma mengembangkan e-learning di ling -
ku  ngan Departemen Keuangan cukup 
mem   be sar kan hati. Semoga semangat 
re   kan-re kan semua mendapat sambutan 
da  ri jajaran pimpinan Departemen. 
Teri ma kasih

Ruang
Khusus

*) Penulis adalah Kasubbid Perencanaan Pasca sarjana- Pusdiklat PSDM
**) Kasubbid Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran – Pusdiklat pajak
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Perhelatan Business Meeting Global Development Learning Network (GDLN) kembali digelar dan 
kali ini mengambil tempat di Makati City, Filipina. Inilah Business meeting pertama yang diikuti 
BPPK semenjak resmi menjadi anggota GDLN. Sebagai anggota GDLN yang berasal dari Instansi 
pemerintah, kehadiran BPPK memperoleh apresiasi positif dari anggola lain. 
21 februari 2010, Penulis dan rekan penulis, Iqbal Soenardi ber to  lak dari ban dara Soekarno 
Hat ta menuju Filipina. Misi yang kami em ban tidaklah mudah. Se bagai wakil BP PK yang 
merupakan ang go ta baru GDLN, tentunya kami harus mam  pu mem bangun citra positif 
BPPK ser  ta mencari peluang kerjasama yang akan sa ling menguntungkan de ngan 
anggota jaringan  GDLN yang lain. 

Sekilas tentang GDLN.
Global Development Learning Net -

work atau GDLN adalah jejaring know -
ledge dan learning experts yang di-
fasilitasi oleh sejumlah pusat pe la ti han 
atau Distance Learning Center (DLC) 
dari seluruh dunia. Jejaring ini me man-
faatkan state of art technology (Video 
conference) sebagai media untuk ber-
interaksi dalam hal knowledge sharing, 
dissemination of good practices, trai n-
ing, brainstorming, dialogue dan vir tual 

conferencing. Tak hanya itu, jeja ring 
ini juga didukung fasilitas event ma-
na gement and logistics (GEM) yang 
me madai dengan memberikan akses 
lang sung pada local, regional, dan in-
ter  national development centers di 
se  lu  ruh dunia. Secara umum, jejaring 
yang didirikan dan dikembangkan oleh 
World Bank ini merupakan representasi 
da ri 3 fungsi, yaitu physical network 
(Video conferencing facilities), people 
network, dan knowledge network. 

GDLN memfasilitasi video conference 
de ngan beragam materi, mulai dari 
global crisis, climate change, hingga 
pa da perkembangan politik. Selain itu, 
GDLN juga menghubungkan BPPK de-
ngan institusi-institusi di luar negeri 
ka  re na GDLN telah terhubung dengan 
Ne  gara-negara di kawasan Eropa, Ame-
rika utara, Amerika Latin dan Laut kari-
bia, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia 
Pasifik, Sub Sahara Afrika serta Timur 
Tengah dan Afrika Utara. 

Kabar dari

Ruang
Khusus
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“Business 
Meeting Global 
Development 
Learning 
Network 
(GDLN) Asia 
Pacific 2010”OLEH: ILHAN LASAHIDO *)
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Video Conference (Vicon) di BPPK
Keterlibatan BPPK dalam jejaring 

yang memanfaatkan media Video con-
fe ren ce (Vicon) ini bukanlah tanpa 
per  tim  ba ngan. Dengan sumber daya 
yang ada saat ini, terdapat keadaan 
bah wa BPPK sebagai learning center 
Ke  men terian Keuangan perlu untuk 
me  menuhi dan kebutuhan SDM Ke-
men   terian Keuangan yang demikian 
pe  sat. Menyadari bahwa penggunaan 
sa  tu metode diklat saja tidak mampu 
me  ngim bangi kebutuhan SDM tersebut, 
BP PK mengembangkan metode pem-
be   lajaran Vicon untuk melengkapi meto-
de diklat tatap muka dan e-learning 
yang telah ada sebelumnya. Diharapkan 
de  ngan adanya metode Vicon ini target 

lam Inherent antara lain sebagai peserta 
Sta dium Generale Universitas Indonesia 
de ngan pembicara Prof. Emil Salim. Se-
lain itu BPPK melalui  unit STAN juga 
me  nye  leng ga rakan Stadium Generale 
yang menghadirkan Johny Jermias, 
Ph.D, CMA sebagai pembicara. Beliau 
me  ru pakan alumni STAN yang kini men -
ja di Profesor Akuntansi di Simon Fra ser 
University, Vancouver, Canada. Sta  dium 
Generale ini diikuti pula oleh 7 Uni  ver-
sitas di Indonesia melalui media Vicon. 

Anggota Baru, Selangkah Lebih Maju
Perhelatan Business Meeting GDLN 

AP diselenggarakan pada tanggal 22 Fe-
bruari di Asian Institute of Manage ment 
development Resource Center (AIM 
Dev Source) Makati City, Philippines. 
Per  te muan yang berlangsung selama 5 
ha ri tersebut, memiliki beberapa agen-
da utama diantaranya diskusi pa nel di 
ha ri pertama dengan tema “Tran spa-
ren cy and Social Acountability in The 
asian Contact” yang pimpin oleh Prof. 
Juan Miguel Luz, Associate Dean-AIM 
Cen ter. Masih di hari pertama, BPPK se-
cara resmi diperkenalkan se ba gai ang -
go ta baru GDLN–AP. Mes kipun co re 
business BPPK berbeda de ngan ang -
gota lain yang mayoritas Uni ver si  tas 
atau LSM, namun apresiasi yang di -
be ri kan sangat positif. Hal ini ter buk ti 
dengan banyaknya anggota yang men -
du  kung usulan BPPK untuk di ada  kan  -
nya Professional Management Pro   gram 
Capacity Building Workshop for Dis-
tance Learning Centres. Dengan ada -
nya program ini diharapkan setiap pe-
ngelola DLC akan semakin memahami 
bagaimana mengelola sebuah DLC mulai 
dari aspek manajemen, pembiayaan, pe -
masaran program serta hal-hal teknis se-
perti mengoperasikan dan memelihara 
per alatan serta troubleshooting teknis.  
Se bagai anggota baru, tentunya BPPK 
per lu mengetahui hal ini dan ternyata 
ang gota lain pun ingin turut serta dalam 
pro gram ini. 

Di hari kedua, Mr. Philp Karp selaku 
Regional GDLN Coordinator, East Asia 
& pacific, World Bank memimpin pem-
ba  ha san mengenai “Beyond Video 
Con   fe  ren cing: Multimedia and GDLN”. 
Be   be  ra pa pembicara turut dihadirkan, 
di  an  ta ra nya adalah perwakilan dari 

diklat BPPK untuk seluruh Kementerian 
Keuangan dapat tercapai secara mak-
simal. Sementara ini BPPK memiliki 4 
alat Vicon yang berada di ruang kelas 
ek se kutif Sekretariat BPPK, Pusdiklat 
Pa jak, Pusdiklat Anggaran dan Sekolah 
Ting gi Akuntansi Negara (STAN).

Ketiga metode yang digunakan 
BP PK saati ini (tatap muka, e-learning, 
Vi con) bersifat saling melengkapi dan 
ti dak dapat saling menggantikan. Hal 
ini dikarenakan masing-masing metode 
me mi li ki kelebihan dan kekurangannya 
ma sing-masing. Kelebihan utama dari 
fa si litas Vicon adalah kemampuannya 
un tuk dapat dilaksanakan sampai de-
ngan 80 lokasi secara real time dengan 
ko mu ni ka si dua arah bagi lokasi-lokasi 
ter ten tu yang disepakati.

Sesi Video 
Conference

Dari segi manajemen dan tenaga pe-
ngajar, fasilitas Vicon merupakan wa ha-
na untuk capacity building SDM BPPK 
se kaligus juga alternatif pemecahan 
ma   sa  lah bagi keterbatasan tenaga pe-
nga  jar. Dari segi bahan ajar, fasilitas Vi-
con memungkinkan penyampaian ba -
han ajar aktual. Dari segi fasilitas, Vi con 
me ru pakan wahana untuk meng hu-
bung  kan BPPK dengan instansi da lam 
dan luar negeri.

Selain tergabung dengan GDLN di 
ting kat global, BPPK juga terintegrasi 
de ngan jaringan Indonesia Higher Edu-
ca tion Network (Inherent) yang dapat 
meng hubungkan BPPK dengan 300 
PTN dan PTS yang mencakup hampir 
se  lu ruh wilayah Indonesia. Beberapa ke-
gia tan yang telah dikuti oleh BPPK da-

BPPK bisa dikatakan 
se langkah lebih maju 

dibandingkan ang-
gota lainnya, karena 

sejak tahun 2008 
BPPK sudah mulai 
mengembangkan 

peng  gu na an 
teknologi multimedia

Ruang
Khusus
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To k   yo-DLC, Lucy King dan Bob Mc-
Do   nald. Dari pembahasan tersebut 
di  ke  ta  hui bahwa GDLN-AP mulai 
men    ja  ja ki pengembangan teknologi 
mul    ti    me dia (e-Learning) sebagai salah 
sa    tu fitur layanan yang diberikan, serta 
penggunaan aplikasi Moodle un tuk me  -
dia interaksi via internet. Tek no lo gi mul-
timedia lebih murah dan lebih mu dah 
diakses, baik oleh resources per sons 
maupun peserta tanpa mem bu tuh  kan 
peralatan dan ruangan khusus se  per  ti 
halnya Video conference. Materi da  pat 
disampaikan melalui Learning Ma    na-
ge ment System (LMS) dan/ atau di   ke -
mas dalam DVD/CD untuk didis tri bu   si-
kan kepada seluruh peserta. Seba gian 
anggota GDLN yang sudah mulai me-
ngem bangkan teknologi multimedia ini 
adalah Tokyo-DLC dan GDLN Aus tralia.

Sebenarnya BPPK bisa dikatakan se-
lang kah lebih maju dibandingkan ang-
go ta lainnya, karena sejak tahun 2008 
BP PK sudah mulai mengembangkan 
peng   gunaan teknologi multimedia de  -
ngan media DVD dan LMS pada Uji-
an Penyesuaian Kenaikan Pangkat V 
(UPKP V) dan Program Percepatan 
Akun  tabilitas Keuangan Pemerintah 
(PPAKP) tahun 2009 lalu. 

Mengail di Business Meeting
Sesuai dengan namanya, “Business 

Meeting”, tentunya dalam pertemuan 
ter sebut juga disediakan waktu un tuk 
di lakukan transaksi bisnis antar ang go -
ta. Di hari ketiga dan keempat, se tiap 
anggota bertindak selaku tenaga mar-
ke ting yang mempromosikan dan me-
na warkan program-program Vicon ung-
gu lan mereka dengan harapan ang gota 
lain tertarik lalu menjalin kerjasama. 
Ten tunya, karena BPPK masih baru da-
lam hal ini, belum banyak program yang 
da pat ditawarkan. 

Namun kami tidak kembali dengan 
ta ngan hampa. program milik Tokyo De-
ve lop ment Learning Center (TDLC) me-
na rik minat kami. Program yang di mak-
sud adalah Program Rapid Design of 
e-learning Programs dimana tentunya 
se   suai dengan arah pengembangan 
mul   ti  media yang sedang dilakukan 
oleh BPPK. Program ini dilaksanakan 
meng   gunakan dua metode yaitu me to-
de Vicon selama satu hari dan  online 

learning selama 30 hari. Saat artikel ini 
di tulis, 10 orang pegawai BPPK sedang 
me  ngikuti program yang ditujukan un tuk 
me ningkatkan kompetensi dalam men-
de sain proses pembelajaran e-learning 
ter sebut. Pertemuan hari keempat di tu-
tup dengan tur mengunjungi Fort San-
tiago dan Plaza San Luis. Sedangkan di 
ha ri terakhir Business Meeting dibahas 
me ngenai GDLN Business Model and 
fun ding serta GDLN Business Meeting 
and Funding.

se  ka ligus menjadi operator Vicon. Se-
dang  kan orang ketiga adalah koor di-
na  tor yang bertanggung jawab dan 
meng ko ordinasikan kedua orang lain-
nya. Sungguh efektif dan efisien.

Video conference  (Vicon) 
Hanyalah Alat

Video conference (Vicon) pada 
prin   sip nya adalah alat yang dalam pe-
man  fa atan nya membutuhkan biaya 
dan investasi yang relatif tidak murah. 

Me  nge nai hal ini, rekan penulis, Iqbal 
Soe nardi berpendapat, “Sebagaimana 
ju  ga teknologi terkait lainnya, besar ke-
cil nya manfaat yang bisa dipetik dari 
peng gunaan teknologi ini amat sangat 
ter gan tung pada aspek manusianya”. 
Di ben tuknya asosiasi seperti GDLN di 
ting kat global dan Inherent di tingkat 
na si onal merupakan salah satu bentuk 
da ri upaya memanfaatkan fasilitas ini 
seluas-luasnya karena teknologi ini ti-
dak dapat digunakan hanya oleh sa tu 
user saja tanpa ada user lain di sebe-
rang sana untuk berkomunikasi dan 
ber in teraksi. Pengembangan terencana 
yang dituangkan dalam blueprint leng-
kap dengan kemasan program yang 
ber kualitas, serta ditambah dengan 
SDM yang berkompetensi akan menjadi 
kunci sukses dari penggunaan Vicon di 
masa depan.   

Behind the scene
Perhelatan selama 5 hari tersebut 

me  nyi sakan kenangan tersendiri bagi 
pe  nu lis. Efisiensi dan Efektifitas panitia 
pe  nye leng gara dalam mengorganisir 
ke  gia  tan yang melibatkan 30 orang 
ber  asal dari berbagai negara di ra-
sa  kan sangat maksimal. Panitia in ti 
yang melayani seluruh anggota ha nya 
berjumlah 3 orang. Tiga orang ter se-
but memiliki tugasnya masing-ma sing. 
Orang pertama bertindak seba gai Lia-
sion officer (LO) yang bertang gung ja-
wab untuk mengatur kebutuhan ako-
mo  dasi para peserta sejak di Negara 
asal hingga tiba di Filipina. LO ini juga 
ber tugas mengatur kebutuhan peserta 
se lama mengikuti acara, mulai dari ke-
bu  tuhan ATK hingga konsumsi.  Orang 
ke dua bertugas mempersiapkan kebu-
tu  han infrastruktur serta dukungan 
tek  nis selama acara berlangsung. Be-
be  rapa hal yang dikerjakannya ada-
lah mempersiapkan peralatan serta 
ja   ri  ngan yang digunakan untuk Vicon 

Salah satu 
sesi di 
Business 
Meeting 
GDLN-AP

*) Penulis adalah: Kepala Bidang Renbang 
Pusdiklat Keuangan Umum
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‘PEDULI’  ADALAH BAGIAN 
DARI REFORMASI

oleh: SUMINI, Ak.

Gerbong-gerbong reformasi telah bergerak. Arah baru menuju Indonesia 
adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat tak lagi bisa dibendung. Dari 
rangkaian gerbong reformasi yang telah diluncurkan, “Mewujud kan 
pemerintahan yang bersih (clean government) dengan dilandasi oleh tata 
kelola yang baik (good gover  nance) untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
tran s paransi” merupakan gerbong uta ma dari reformasi. 

T
ak dipungkiri lagi, gerbong ini 
akan menjadi peng   gerak ba gi 
ger bong-gerbong lain se  hing   ga 

reformasi total un tuk me  nu  ju In do ne-
sia baru akan ter wu jud. Lan tas, per-
ta nyaannya ada lah “apakah ger bong 
ini mampu me la ju?” Atau justru oleng, 
ter seok-seok dan bah  kan ber henti se -
hingga re for masi hanya sebatas te-
riakan dan harapan yang tak kun jung 
mam  pu diwujudkan. Lantas siapa yang 
ha  rus menjawab? Karena reformasi 
bu  kan hanya tugas presiden, bukan 
ha nya tugas gubernur, bukan hanya 
tu gas bupati/walikota, bukan hanya 
tu gas para menteri, bukan hanya tu-
gas para pejabat, bukan hanya tugas 
pe gawai pemerintah tetapi tugas kita 
se luruh rakyat Indonesia, maka tak 
ayal lagi, reformasi harus dimulai dari 

ma nusianya; dimulai da ri mengubah 
po  la pikir agar ger bong reformasi te-
rus ada yang meng gerakkan.

Untuk mewujudkan penye leng ga ra -
an pemerintahan yang bersih, akun  ta-
bel, dan trans paran, salah sa tu fokus 
yang sangat penting dan kritis adalah 
re  for  masi di bi dang pengelolaan ke-
uangan. Perbaikan tran s paransi dan 
akun   ta bilitas ke uang an merupakan 
ba      gian ter pen ting dari penegakan ta-
ta kelola atau tata pemerintahan yang 
baik (good governance). De ngan ada-
nya transparansi dan akuntabilitas pe-
nge    lo  laan keuangan pemerintah, ma-
ka pemerintah (ba  ik pusat maupun 
da   erah) akan mendapat kepercayaan 
dan dukungan dari publik, sehingga 
pe    me    rin tah akan bekerja lebih se rius 
dan disiplin. Transparansi dan akun-

tabilitas keuangan diwujud kan dalam 
pengelolaan dan per tang  gungjawaban 
keuangan yang terdiri dari tahapan-
ta ha pan mulai dari (1) pe rencanaan 
dan peng  anggaran, (2) pelaksanaan 
ang   garan, (3) akun tansi, pe laporan, 
dan per tang gung jawaban ang garan, 
(4) pe ngawasan internal, dan (5) pe-
me riksaan auditor eksternal yang in-
de   penden. Reformasi pengelolaan 
ke      uang an ini dilatarbelakangi oleh 
se       ma kin meningkatnya kebutuhan 
un     tuk mem   per baiki regulasi, pe nga  -
wa      san penge lolaan keuangan, dan 
ter    ba  tas  nya sumber-sumber pen  da-
na   an. Bentuk re formasi un tuk me wu -
jud  kan transparansi dan akun ta bi li tas 
pengelolaan ke uang  an negara/da    erah 
ada lah de      n gan diter bitkannya Un-
dang-un dang Nomor 17 Tahun 2003 

PUSDIKLAT KNPK TURUT SERTA MENJADI LOKOMOTIF PENGGERAK 
REFORMASI SDM PEMERINTAH DAERAH: 
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ten  tang Keuangan Negara dan Un-
dang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Ke uangan an-
ta ra Pemerintah Pusat dan Pe  me   rin-
tah Da erah. Selain itu, ber kai  tan de-
ngan reformasi penge lo laan ke  uang an 
daerah, diterbitkan pula Per  atu r an Pe-
merintah (PP) No  mor 58 Tahun 2005 
tentang Pe nge  lolaan Ke  uangan Daerah 
yang me nekankan bah wa pengelolaan 
ke uangan daerah ha rus didasarkan 
pada prinsip-prinsip yang meliputi 
prin  sip tertib, taat pada per aturan 
per   undang-undangan yang ber     la  ku, 
ef isien, ekonomis, efektif, tran  s    pa  ran, 
dan akuntabel dengan mem     per ha-
ti  kan azas keadilan, ke  pa    tu  tan, dan 
man faat untuk ma sya ra kat. Kemudian 
di ter bitkan pu  la Per   men dagri Nomor 
13 Ta hun 2006 ten tang Pengelolaan 
Ke  uangan Daerah sebagai turunan 
dari PP Nomor 58 Tahun 2005 yang 
me ngatur mulai dari penjelasan prin -
sip, fungsi keuangan daerah, keku a-
sa  an ke uangan daerah, pe nyu sunan 
ang   ga ran, perubahan anggaran, pe na -
ta usahaan keuangan daerah, dan per-
tanggungjawaban keuangan da  erah. 
Permendagri Nomor 13 ta hun 2006 
ke mudian direvisi oleh De par temen 
Da lam Negeri (sekarang Kementerian 
Da lam Negeri) dengan menerbitkan 
Per mendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Perubahan manajemen keuangan 
ne  gara/daerah dalam rangka mewu-
jud kan transparansi dan akuntabilitas 
pe ngelolaan keuangan negara/da erah 
meliputi pula adanya bentuk per  tang-
gungjawaban keuangan pe me  rin tah 
be  ru pa laporan keuangan yang di-
sam    pai kan secara tepat wak   tu dan 
di   su  sun mengikuti stan dar akun tansi 
pe   me  rin  tahan. Lapo ran ter sebut harus 
me   la  lui proses akun tansi, disajikan se  -
suai dengan standar akuntansi ke-
uangan peme rintahan dan meliputi 
La   po  ran Rea lisasi Anggaran (LRA), 
Ne   ra  ca, dan La po ran Arus Kas serta 
Ca   ta  tan atas Laporan Keuangan. La-
po   ran keuang an pemerintah daerah 
di    sam pai kan kepada DPRD selambat-
lam   bat nya 6 (enam) bulan setelah ta -
hun ang garan yang bersangktan ber-
ak hir dan sebelumnya diaudit oleh 
BPK se bagai lembaga pemeriksa 
ek s   ter  nal yang independen dan pro-
fe   si   o nal. Laporan keuangan peme-
rin    tah di gunakan sebagai alat per-

tang     gung    jawaban kepada publik. 
De   ngan laporan keuangan tersebut, 
DPRD dan masyarakat dapat me mo -
ni tor dan mengevaluasi kinerja pe   me-
rintah, memberi dasar untuk me  ng-
amati perkembangannya dari wa k  tu 
ke waktu atas pencapaian tar get, dan 
membandingkannya de ngan ki ner ja 
pe merintah daerah lain. La po ran ke-
uangan pemerintah da erah ju ga dapat 
mem berikan informasi yang berguna 
untuk pe rencanaan dan peng ang-
ga ran ser ta untuk mengetahui pe-
nga  ruh in ves tasi dan alokasi sumber 
da  na ter hadap pencapaian tujuan 
ope    ra   si   o nal. Selain itu, laporan ke-
uang     an pemerintah daerah dapat di-
gu     na    kan untuk memprediksi aliran 
kas, saldo anggaran (surplus/de fi  sit), 
dan kebutuhan sumber pen da na  an 
pe  me  rin  tah daerah dan SK PD. La po-
ran ke uangan hen dak nya mem  be  ri  kan 

dan awal 2009, ditemukan bahwa ma-
sih sulit bagi aparatur di daerah me-
nyampaikan laporan keuangan pe  me-
rintah daerah secara transparan dan 
akuntabel, tepat waktu, dan di su sun 
me ngikuti standar akuntansi pe me rin-
tahan. Keadaan ini antara lain di gam-
barkan sebagai berikut:
1. Kebanyakan daerah belum sepe-

nuhnya siap dalam menyusun dan 
me nyampaikan laporan keuangan 
me ngi kuti standar akuntansi pe-
me   rin ta han yang sejalan dengan 
stan dar akuntansi sektor publik 
yang diterima secara internasional 
sesuai pasal 32 UU No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 
yang menjadi acuan dalam me nyu-
sun dan menyajikan laporan. Hal 
ini terutama disebabkan oleh ku-
rang  nya staf yang memiliki ke ahlian 
dalam melaksanakan per tang  gung-

jawaban anggaran, khu sus nya ke-
ahlian bidang akuntansi.

2. Pemahaman staf terhadap tek no logi 
informasi yang masih ku rang. Untuk 
dapat melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah se   perti yang di-
amanat kan oleh peraturan per un-
dang-undangan yang ada mesti 
di dukung oleh teknologi informasi 
yang me madai.

3. Pemahaman sebagian besar Pe ja-
bat Penatausahaan Keuangan SK-
PD terhadap mekanisme penge lo-

infor ma si yang da pat di gu na   kan se-
ba gai dasar pengam bi lan ke  pu  tu san 
eko nomi, politik, dan so sial. Se ba gai 
wu  jud transparansi ke  uang  an, pe me-
rin  tah daerah harus me  nya jikan in-
for   masi pengelolaan ke uang an untuk 
mem berikan pen  jelasan yang me nye-
lu ruh ke pa da semua stake holders de-
mi men cip ta kan well-in formed society 
dan akun tabilitas pu blik.

Berdasarkan hasil riset yang di la ku-
kan oleh Aidinil Zetra, SIP, MA, di se pu-
luh SKPD di delapan Kabupaten/Kota 
di Sumatera Barat pada Tahun 2008 

EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010   17



18    EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010  

la an keuangan yang baru sangat 
kurang. Misalnya, Bendahara Pe-
ne rimaan pada SKPD wajib mem-
pertanggungjawabkan se ca ra ad-
ministratif atas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung jawabnya 
de ngan menyampaikan laporan 
per        tang gungjawaban penerimaan 
ke    pa da pengguna anggaran/kuasa 
peng  guna anggaran melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bu-
lan berikutnya. Selain itu Ben dahara 
penerimaan pada SKPD wa jib 
mem pertanggungjawabkan se   cara 
fung sional atas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung ja wab nya 
de ngan menyampaikan laporan 
per tang gungjawaban pe ne rimaan 
ke  pada PPKD selaku BUD paling 
lam bat tanggal 10 bu  lan berikutnya. 
Na mun ke nya  taannya banyak Ben-
da hara Penerimaan pada SKPD yang 
ter  lam bat menyampaikan laporan 
per   tanggungjawaban tersebut di-
sebabkan antara lain Pengguna 
Ang   garan belum tanda tangan, 
Pim  pi nan kegiatan atau Pimpinan 
SKPD beranggapan urusan per-
tang   gung ja waban hanyalah tang-
gung  jawab bendahara saja. 

Berangkat dari kondisi ini, Pusdiklat 
Kekayaan Negara dan Perimbangan 
Ke uangan (KNPK), turut berperan se -
ba gai salah satu lokomotif peng ge -
rak reformasi di bidang sumber da  ya 
manusia untuk mendorong pe   ning -
ka  tan kualitas sumber daya ma nu  sia 
pemerintah daerah dengan me   nyusun 
dua program diklat yaitu Pro gram 
Per cepatan Akuntabilitas Ke uangan 
Da  erah (PPAKD) dan Dik lat Tek nis 
Sub  stantif Spesialisasi (DTSS) Pe nge-
lo  la an Barang Milik Daerah (BMD). 

Materi PPAKD
PPAKD disusun dengan tujuan un-

tuk meningkatkan kompetensi SDM 
di bi dang pengelolaan keuangan da-
erah dalam bentuk penyusunan mo-
dul yang akan dituangkan dalam ben  -
tuk e-learning. Materi-materi PPAKD 
dituangkan dalam sepuluh ma ta pela-
jaran, yang pada tahap awal di su  sun 
dalam bentuk modul untuk se lan-
jutnya akan dituangkan dalam ben tuk 
e-learning. Mata pelajaran (MP) dan 
deskripsinya adalah se bagai be rikut:

1. MP Paket Perundang-undangan 
Keuangan Daerah 
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
mem bahas peraturan perundang-
un dangan yang berkaitan dengan 
pe nge lolaan keuangan daerah mu -
lai da ri Undang-undang No. 17 Ta-
hun 2003, Undang-undang No. 33 
Tahun 2004 sampai de ngan per-
aturan-peraturan pelak sana a n  nya 
antara lain: PP 58 Tahun 2005 dan 
Permendagri No. 13 ta hun 2006 
yang telah direvisi de ngan Per-
mendagri No. 59 Tahun 2007. 

2. MP Perencanaan dan Peng ang  -
garan 
Mata pelajaran ini men   jelaskan dan 
membahas per    kem bangan dasar 
hu kum pe ren canaan dan peng  ang-
ga  ran pe merintah da erah, esen si 
pe  ren canaan dan peng anggaran 
da  erah, penyu su nan dan pene ta-
pan APBD serta struktur APBD. 

3. MP Sistem dan Prosedur 
Pendapatan Daerah
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas dasar hukum sis tem 
dan prosedur penerimaan da erah, 
ruang lingkup sistem dan prosedur 
pe nerimaan daerah, dan beberapa 
pe ngertian terkait sistem dan pro-
se  dur, macam/je nis penerimaan 
da     erah, sistem dan prosedur pene-
ri   ma   an kas daerah langsung ke 
Kas Da erah, sistem dan prosedur 
pe  ne    ri   ma  an pendapatan daerah 
me   la   lui Ben   dahara Penerimaan, 
sis    tem dan prosedur penerimaan 
pen   da  patan daerah melalui Ben-
da    ha  ra Penerimaan Pem bantu,  
sis    tem dan prosedur penerimaan 
pen  dapatan daerah melalui bank 
pe merintah yang ditunjuk, bank 
lain, badan, lembaga ke uangan 
dan /atau kantor pos, dan sistem 
dan prosedur per tang gung ja wa-
ban Bendahara Pe ne ri maan dan 
Ben dahara penge luaran.

4. MP Sistem dan Prosedur Belanja 
Daerah
Mata pelajaran ini menjelaskan 
dan membahas pejabat penge lola 
keuangan daerah dalam meka-
nisme belanja daerah, mekanisme 
be lanja daerah, mekanisme be-
lan ja daerah dengan Uang Per se-
diaan, mekanisme belanja de ngan 
pembayaran langsung (LS), aspek 

perpajakan dalam be lanja daerah, 
dan mekanisme pe nerbitan SP2D.

5. MP Sistem dan Prosedur 
Akuntansi PPKD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas sistem dan pro se   dur 
akuntansi PPKD, pro se dur akun-
tan si pendapatan dan pe ne rimaan 
pem biayaan di PP KD, prosedur 
akun tansi be lan ja, transfer dan pe-
nge  luaran pembiayaan di PPKD, 
pro se dur akuntansi non-kas di 
PPKD, dan prosedur akuntansi 
kon so lidator.

6. MP Sistem dan Prosedur 
Akuntansi SKPD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas sistem akuntansi SKPD, 
prosedur akuntansi pen da patan di 
SKPD, prosedur akun tansi belanja 
di SKPD, dan pro sedur akuntansi 
non-kas di SKPD.

7. MP Akuntansi Keuangan Daerah
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas akuntansi dan pe l a   po-
ran keuangan peme rin tahan, la po-
ran keuangan pemerintah da erah, 
persamaan akuntansi dan re ke ning 
buku besar, siklus akun tansi, akun-
tansi SKPD, akuntansi PPKD, dan 
pe nyusunan laporan keuangan ga-
bungan.

8. MP Standar Akuntansi 
Pemerintahan
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas prinsip-prinsip pe  nya-
jian laporan keuangan pe me rintah, 
prin  sip-prinsip Laporan Realisasi 
Ang garan, prinsip-prin sip Laporan 
Arus Kas, prinsip-prinsip Catatan 
atas Laporan Ke uangan, prinsip-
prin   sip Akun tansi Persediaan, prin-
sip-prin sip Akuntansi Investasi, prin-
sip-prin sip Akuntansi Aktiva Tetap, 
prinsip-prinsip Akuntansi Kons-
truk  si dalam Pengerjaan, prinsip-
prinsip Akuntansi Kewajiban, prin   -
sip-prinsip Koreksi Kesalahan, 
Pe   ru bahan Kebijakan Akuntansi, 
Pe   ris tiwa Luar Biasa, dan prinsip-
prin sip Laporan Keuangan Konso-
li dasian. 

9. MP Analisa Laporan Keuangan
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas alasan perlunya akun-
ta bilitas dan transparansi dalam 
pe  ngelolaan keuangan daerah, 
je   nis laporan keuangan daerah 

Gerai
Pusdiklat
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*) Penulis adalah: Widyaiswara Pusdiklat KNPK

dan kandungan informasi di da-
lam  nya, maksud dan informasi 
dalam laporan keuangan daerah, 
hu bungan informasi antar la po ran 
keuangan, kelompok peng gu na 
laporan keuangan dan ke  bu  tu  han 
informasi masing-ma  sing peng -
guna, karakteristik kua litatif la po-
ran keuangan da erah, asumsi da-
sar pelaporan ke  uang an daerah, 
prin sip dasar pe  laporan keuangan 
daerah, pe nerapan teknik analisis 
ver tikal dan horizontal atas laporan 
keuangan, dan penerapan teknik 
ana lisis rasio keuangan yang kom-
prehensif.

10. MP Penatausahaan Barang Milik 
Daerah
Mata pelajaran ini menjelaskan 
dan membahas dasar hukum dan 
pe  ngertian penatausahaan BMD, 
tu juan penatausahaan BMD, peng-
go  longan BMD, kode fi kasi BMD, 
je nis-jenis Kartu In ven taris Barang 
(KIB) dan cara pengisiannya, cara 
pengisian Kar tu Inventaris Ruangan 
(KIR), pelaksanaan sensus barang, 
serta pengisian Buku Inventaris 
dan Buku Induk Inventaris.

Materi DTSS Pengelolaan Barang 
Milik Daerah
DTSS Pengelolaan BMD merupakan 
pro gram diklat yang ditujukan un-
tuk meningkatkan kompetensi SDM 
pe  ngelola Barang Milik Daerah. Ma-
te  ri-materi dalam program diklat ini 
di   tuangkan dalam sembilan mata pe-
la jaran dengan judul dan deskripsi se-
bagai berikut:

1. MP Pokok-Pokok Pengelolaan 
BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas pengertian dan da   sar 
hukum pengelolaan BMD, lan  da  -
san pengelolaan BMD, pe ja bat pe-
ngelola BMD, dan siklus pe nge lo-
laan BMD.

2. MP Perencanaan, Penganggaran, 
Pembiayaan, Pengadaan, Pene ri-
maan, dan Penyaluran BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas pengertian dan da      sar 
hukum, pihak yang ter li bat da    lam 
perencanaan dan peng ang  garan 
BMD, kegiatan dalam pe  ren ca  na  -
an dan penganggaran BMD, ke   gi-
a tan yang membutuhkan pem    bi-

aya an, proses pembiayaan BMD, 
pihak yang terlibat dalam pe ng-
adaan BMD, tatacara peng a daan 
BMD, pihak yang terlibat da   lam 
penerimaan BMD, tatacara pe ne-
rimaan BMD, pihak yang ter libat 
da lam penyimpanan BMD, pe lak-
sa naan penyimpanan BMD serta 
fungsi, kegiatan, dan dokumen pe-
nyaluran BMD.

3. MP Penatausahaan BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan 
dan  membahas dasar hukum 
dan pengertian penatausahaan 
BMD, tujuan penatausahaan BMD, 
penggolongan BMD, kodefi kasi 
BMD, jenis-jenis Kartu In ven   ta -
ris Barang (KIB)  dan cara pengi-
siannya, cara pengisian Kar  tu 
Inventaris Ruangan (KIR), pe lak-
sa naan sensus barang serta pengi-
sian Buku Inventaris dan Buku In-
duk Inventaris.

4. MP Penggunaan, Pengamanan, 
dan Pemeliharaan BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas dasar hukum, pe nger -
tian dan permasalahan peng gu na-
an, pengamanan, dan pe me  li  ha-
ra   an BMD, pengurusan do   ku    men 
ke pe milikan, penetapan sta   tus 
peng   gu naan, ruang ling kup pe-
ng a   ma  nan BMD, aparat pe lak sa na 
penga manan, tujuan pe me li haraan 
BMD, sasaran peme liha raan BMD, 
dan pelaksanaan peme li ha raan 
BMD. 

5. MP Pemanfaatan BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan 
dan membahas dasar hukum dan 
ke bijakan pemanfaatan BMD, pe-
nger tian dan tujuan peman faatan 
BMD, bentuk-bentuk pe man faatan 
BMD, dan kebijakan dan prosedur 
pe manfaatan BMD.

6. MP Pemindahtanganan BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas dasar hukum dan ke-
bi jakan pemindahtanganan BMD, 
pe  nger tian dan tujuan pe min  dah-
tanganan BMD, bentuk-bentuk 
pe    min    dah   tanganan BMD, dan ke-
bi  ja   kan dan prosedur pe min dah ta-
nga  nan BMD.

7. MP Penilaian BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas konsep dasar dan pe-
nger tian penilaian BMD, analisis 

HBU yang meliputi pengertian 
HBU, kriteria HBU dan penerapan 
HBU, prinsip-prinsip penilaian, 
pro   ses penilaian dengan metode 
pen de ka tan data pasar, metode 
pen de ka tan biaya, dan metode 
pen de katan pendapatan. 

8. MP Penghapusan BMD
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas dasar hukum dan pe-
ngertian penghapusan BMD, tu juan 
penghapusan BMD, siapa yang 
me miliki wewenang melakukan 
peng   hapusan BMD, dasar pertim-
bangan/ala san peng    ha pusan BMD, 
tata cara pem  bentukan panitia 
peng    ha pu  san BMD, kodisi barang 
yang dihapuskan dan tindak lanjut 
peng  hapusan BMD, tatacara pe ng-
ajuan usul penghapusan BMD, dan 
proses penghapusan BMD.

9. MP Pembinaan, Pengawasan 
dan Pengendalian BMD serta 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Mata pelajaran ini menjelaskan dan 
membahas pengertian dan dasar 
hukum pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian BMD, pe ja bat 
pe  lak sanan pembinaan, pe nga-
wa  san, dan pengendalian BMD, 
me   ka nis me pelaksanaan pem-
binaan, pengawasan, dan pe ngen-
dalian BMD, pembentukan majelis 
pertimbangan TGR, proses TGR, 
dan pelaporan TGR.

Penyusunan kedua program di atas 
telah sampai pada tahap pelaksanaan 
seminar modul dan sedang me nung    -
gu hasil revisi modul yang te lah di-
seminarkan. Seluruh kegiatan pe   nyu-
sunan modul untuk kedua pro  gram 
ter sebut diharapkan dapat di se  le sai-
kan pada pertengahan 2010, se  hing ga 
nantinya dapat diproses lebih lanjut 
dalam bentuk e-learning BPPK. Besar 
harapan, program ini sebagai bentuk 
kepedulian akan pe ningkatan kualitas 
SDM yang akan menggerakkan re for-
masi kare na reformasi tidak hanya tu-
gas pi hak -pihak tertentu tetapi tugas 
kita semua, sehingga reformasi meru-
pa kan langkah nyata dan tidak hanya 
sebatas teriakan dan harapan yang tak 
kunjung mampu diwujudkan.
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P
usdiklat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (PSDM), selaku unit 
eselon II di bawah naungan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK), turut mendukung program 7 
pro duk unggulan BPPK, terutama sistem 
e-Learning. Pusdiklat PSDM sebelumnya 
telah menerapkan sistem e-Learning da -
lam salah satu program diklatnya, yaitu 
Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pang-
kat (UPKP) Tk. V. Namun, penerapan ini 
belum 100% dilaksanakan. Pada tahap 
awal, yaitu pada tahun 2009, Pusdiklat 
PSDM mengganti bahan ajar yang be-
rupa modul menjadi CD e-Learning yang 
dibagikan kepada seluruh peserta dik-
lat UPKP Tk. V dan membagikan mo-

dul berupa e-Book yang diletakkan di 
Learning Management System (LMS) di 
website BPPK, dan tetap mengadakan 
tutorial klasikal. Untuk UPKP Tk. II, IV, dan 
VI, Pusdiklat PSDM hanya membagikan 
modul kepada peserta diklat tanpa 
mengadakan tutorial klasikal.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPPK 
No mor PER-009/PP/2009 tentang Uji-
an Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ba gi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan De-
par temen Keuangan, Pusdiklat PS DM di-
haruskan menerapkan sistem e-Learn ing 
pada seluruh program Diklat UPKP dan 
metode yang digunakan adalah Tu  torial 
Online. Dalam pelaksanaannya, mu lai ta-
hun 2010 ini Pusdiklat PSDM meng  ganti 

seluruh bahan ajar yang berupa modul 
menjadi CD e-Learning un  tuk jenjang 
Diklat UPKP Tk. V dan VI, de  ngan tetap 
meletakkan modul berupa e-Book di 
LMS untuk semua jenjang Dik lat UPKP.

Tahapan-tahapan menuju Tutorial 
Online

Pusdiklat PSDM pada tahun 2010 
ini akan memulai untuk melaksanakan 
tu torial online sebagai pengganti da ri 
metode klasikal Diklat UPKP. Pe lak sa-
naan tutorial online direncanakan akan 
di laksanakan pada tanggal 12 April 
sampai dengan 7 Mei 2010. Kaitannya 
dal am persiapan tutorial online yang akan 
datang, berikut tahapan-tahapan yang 

TUTORIAL ONLINE
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa e-Learning merupakan salah satu dari 7 produk 
unggulan BPPK. e-Learning merupakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan 
memanfaatkan teknologi elektronik dimana peserta diklat tidak perlu mengikuti sistem 
pembelajaran secara klasikal. Keunggulan e-Learning yaitu dapat mempersingkat waktu 
pembelajaran dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu program diklat. 
Salah satu metode yang digunakan dalam menerapkan e-Learning adalah tutorial online. 

OLEH: HARIS NUR BAMBANG DAN SONY HARTONO
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Pusdiklat
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telah dilakukan oleh Pusdiklat PSDM:

1. Tahap Perencanaan
Dalam tahap ini Pusdiklat PSDM be ker-
jasama dengan Bagian Teknologi In   -
for  masi dan Komunikasi (TIK) Sekre ta  -
riat BPPK merencanakan model yang 
cocok bagi implementasi tutorial on-
line. Pembelajaran ke Pusdiklat Ang-
ga ran dan Perbendaharaan juga te lah 
di  lakukan untuk mempelajari penga la -
man mengenai perencanaan hingga pe-
lak sanaan Diklat Program Percepatan 
Akun tabilitas Keuangan Pemerintah 
(PP AKP) yang terlebih dahulu meng-

gu nakan metode tutorial online. Dalam 
pe rencanaan ini Pusdiklat PSDM memu-
tus kan untuk menggunakan portal LMS, 
yang disediakan oleh Bagian TIK, yang 
berbasiskan aplikasi Moodle untuk model 
tutorial online-nya.
2. Tahap Sosialisasi
Dalam tahapan ini Pusdiklat PSDM telah 
menyelenggarakan Seminar tutorial on-
line UPKP bagi para pengajar. Dalam 
se  minar ini ini disosialisasikan rencana 
pe  nerapan tutorial online UPKP kepada 
pa ra Pengajar yang rencananya menjadi 
narasumber di tutorial online. Pada ke-
sem patan tersebut Para pengajar dilatih 
untuk mengakses halaman LMS untuk 
UPKP. Fitur-fitur yang ada dalam LMS 
juga merupakan materi yang diajarkan 
peng gunaannya dalam seminar ter se but.
Dalam tahap ini juga akan dilakukan so-
sialisasi kepada peserta diklat, di mana sa-
at ini Pusdiklat PSDM sedang mem buat 
Pe doman Umum mengenai Penyeleng-
ga raan tutorial online terutama panduan 
da lam pelaksanaan tutorial online bagi 
peserta.

3. Tahap persiapan
Dalam persiapan menjelang tutorial on-
line ini, Pusdiklat PSDM bekerjasama de-
ngan Bagian TIK mengadakan pela tihan 
bagi para pelaksana yang akan menjadi 
administrator pelaksanaan tutorial online. 
Dalam tahap ini, konten yang akan digu-
nakan dalam tutorial online juga di-up-
load ke halaman LMS. Desain LMS un tuk 
tutorial online UPKP juga sudah di mo-
di  fikasi sedemikian rupa sehingga di-
ha  rap kan peserta akan mudah dalam 
meng akses LMS.
Fasilitas-Fasilitas dalam Tutorial Online

1. Video Streaming
Peserta bisa mengakses video 
stream  ing yang menampilkan vi deo 
tu  torial dari para widyaiswara ma u-
pun film pendek mengenai si mu lasi 
pembelajaran yang mudah dipahami 
oleh peserta.

*) Penulis adalah: Pelaksana Pusdiklat PSDM

2. E-book
Peserta dapat mengunduh e-Book 
semua mata pelajaran diklat yang 
berupa file PDF.

3. Chat
Fasilitas ini memungkinkan peserta 
ber diskusi secara online dengan 
wi dya iswara pada jadwal yang telah 
di tentukan.

4. Forum
Fasilitas ini memungkinkan peserta 
untuk mengirimkan pertanyaan se-
ca ra offline dan berdiskusi dengan 
widya iswara maupun peserta lain 
se cara offline.

5. Kuis
Peserta bisa menjawab kuis-kuis 
yang ada dalam LMS sebagai 

latihan sebelum menjalani ujian. 
Ke depan, fa silitas kuis ini akan 
dikembangkan men jadi sarana 
penugasan online pra ujian. Namun 
sementara ini fasilitas kuis ini hanya 
diperuntukkan untuk latihan-latihan 
soal.

Dalam tutorial online UPKP 2010 
ini, Pusdiklat PSDM memberikan pilihan 
bagi peserta untuk mengikuti tutorial 
online atau tidak, dikarenakan jumlah 
peserta yang banyak dan tersebar 
di seluruh In donesia memungkinkan 
masih ada pe ser ta yang belum 
mempunyai akses in ter net yang cukup 
bagus. Oleh karena itu bagi Peserta 
yang berminat mengikuti tutorial online 
diharuskan konfirmasi ke ikut sertaan 
dengan mengirimkan email konfirmasi 
ke Pusdiklat PSDM. 

Guna memperlancar pelaksananaan 
tutorial online nantinya dan agar nan ti 
saat peserta berdiskusi dengan widya-
iswara terlibat aktif, maka Pusdiklat PS-
DM mewajibkan semua peserta UPKP 
baik yang ikut tutorial maupun yang tidak 
untuk mengerjakan tugas Pra Ujian yang 
harus dikirimkan jawabannya melalui 
e mail sebelum hari pelaksanaan tutorial 
online. Sehingga diharapkan nantinya 
wak tu tutorial online yang terbatas akan 
lebih efektif guna pembelajaran peserta.

Beberapa fasilitas yang terdapat 
di dalam Tutorial Online
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OLEH: KUSMANADJI*)

PP 14/2010 DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP SEKOLAH TINGGI 
AKUNTANSI NEGARA
Sejak dindangkannya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terjadi  
kegundahan, jika bukan kegaduhan, di kalangan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Ini 
terutama karena pada Pasal 29 disebutkan tentang Pendidikan kedinasan yang dalam 
penjelasannya didefinisikan sebagai pendidikan profesi setelah S1/D-IV, padahal PTK yang 
keberadaannya sudah berpuluh tahun umumnya menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi 
(Program Diploma) atau pendidikan tinggi akademik (Program Strata). Pro dan kontra dapat 
dikatakan mencapai puncak pada tahun 2008-2009 ketika Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Pendidikan Kedinasan (RPP PK) sesuai amanat UU 20/2003 diluncurkan dan dibahas. 

D
alam beberapa kesempatan Men-
diknas menyampaikan rencana 
peng  ha  pusan PTK. Nafas peng-

ha pusan PTK makin dirasakan oleh ka-
la ngan PTK ketika RPP PK diluncurkan.  
Me  nanggapi RPP ini, dalam berbagai ke-
sem  patan APTKI me  lakukan dialog dan 
menyampaikan sa  ran/usulan kepada 
Ke  men  diknas agar PTK dipertahankan. 
Di  bawah koordinasi Menko Kesra, pem -
ba  hasan tentang RPP PK selama 2009 
di warnai penolakan da ri kalangan PTK. 
Hing ga tahun 2009 berakhir dan Ka bi-
net Indonesia Bersatu (KIB) I selesai ma-

sa bak tinya, RPP belum terselesaikan. 
Akhir nya, RPP tersebut di sah kan men ja-
di PP pa da Januari 2010 sebagai salah 
sa tu ca paian program 100 hari KIB II. 
De ngan di undangkannya PP 14/2010 ini 
ma ka pro kontra mau tak mau harus ber-
ak hir, dan kini fokus lebih diarahkan pa da 
ba gaimana mengim plementasikan PP 
ter  sebut. Hal ini te lah dimulai dengan ra-
pat koordinasi pa  da 28 Februari 2010 di 
Ke men terian Ko ordinator Kesejahteraan 
Rak yat (Ke men  ko Kesra) yang dihadiri 
oleh Dirjen Dikti/Wamendiknas Fasli 
Ja lal. Dengan per kataan lain, terbitnya 

PP 14/2010 ber arti bahwa saat ini per-
jalanan te lah sampai pa da titik yang 
tidak mung  kin lagi untuk mundur (point 
of no re turn). 

Berlakunya PP 14/2010 mengundang 
beberapa pertanyaan dan atau keingin-
tahuan sejumlah pihak yang masih ber-
ha rap akan keberadaan Sekolah Tinggi 
Akun tansi Negara (STAN), khususnya 
pa  ra mahasiswa dan alumni STAN serta 
pi hak-pihak yang berharap memperoleh 
ke sempatan mengenyam pendidikan 
gra    tis sekaligus memperoleh pekerjaan. 
Tu  lisan ini mencoba memahami PP 14/ 

Serambi
STAN
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Tampaknya, sebagai pendidikan pro    -
fe si, PK sama dengan pendidikan pro-
fe si seperti PPAK (Pendidikan Profesi 
Akun tan). PPAK adalah pendidikan se-
te  lah S-1 Akuntansi untuk memperoleh 
ge lar profesi akuntan. Program ini di se  -
leng  garakan oleh perguruan tinggi yang 
memenuhi syarat, dengan beban stu  di 
sekitar 36 SKS yang ditempuh da lam 
2 semester, dan memberikan ser ti fikat 
(bukan ijasah) kompetensi bagi lu lu-
san nya agar dapat menggunakan ge  lar 
pro fesi akuntan. Dalam hal PK, ma ka pe-
nye lenggaranya adalah PK Ke men te rian 
ter tentu untuk meng hasilkan SDM de  -
ngan profesi tertentu yang di bu tuh kan 
oleh kementerian yang ber sang ku tan 
(pe nye lenggara) dan kementerian lain.

Sebagaimana diketahui, PTK yang 
selama ini ada menyelenggarakan pro-
gram pendidikan tinggi vokasi (dip lo -
ma) atau PT akademik (Strata) de ngan 
peserta didik yang berasal dari lul u san 
SLTA dari umum dan/atau  yang te lah 
menjadi Pegawai Negeri. Dengan de-
mikian PTK tersebut tidak sama de ngan 
PK sebagaimana dimaksud dalam PP 
14/2010. Dalam kaitan ini PP 14/2010 
(Pasal 24 ayat 1) meyediakan alternatif 
penyesuaian, yang dikelompokkan ke 
da lam dua kategori mengacu kepada 
pe  serta didik PTK: (1) Pegawai Negeri 
dan Calon Pegawai Negeri, (2) bukan 
Pegawai Negeri/Calon Pegaqai Negeri. 
Bagi PTK kategori pertama (peserta 
didik adalah Pegawai Negeri/Calon 
Pegawai Negeri) tersedia 4 alternatif 
(Pasal 24, ayat 1 huruf a), yaitu bahwa 
satuan pendidikan kedinasan yang ber-
sangkutan:

1. Dijadikan pendidikan dan pelatihan 
pegawai yang diselenggarakan oleh 
Kementerian/Lembaga Pemerintah 
Non-Kemeneterian (LPNK) yang 
ber  sangkutan sesuai dengan 
ke    ten    tuan peraturan perundang-
undangan, untuk memenuhi 
kebutu han akan keterampilan 
pegawai;

2. Dipertahankan tetap menjadi 
pendi dikan kedinasan yang meme-
nuhi se   mua persyaratan yang diatur 
da   lam Peraturan Pemerintah ini, 
un tuk memenuhi kebutuhan akan 
pen didikan profesi, spesialis, dan 
ke ahlian khusus lainnya;

3. Dialihstatuskan menjadi badan hu-
kum pendidikan, yang kemen te rian/
LPNK yang bersangkutan se bagai 
pendiri memiliki represen tasi dalam 
organ represen tasi pemangku 
ke pen tingan, untuk memenuhi ke-
butuhan akan pendidikan mene-
ngah, pendidikan tinggi vokasi, dan 
pendidikan tinggi akademik;

4. Dialihstatuskan menjadi badan 
hu kum pendidikan, yang kemente-
rian/LPNK yang bersangkutan se-
ba gai pendiri memiliki representasi 
dalam organ representasi pemang-
ku ke pen tingan, untuk memenuhi 
se kali gus semua kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada 
alternatif 1, 2, dan 3.

2010 dan implikasinya pada STAN. 

Pendidikan Kedinasan Amanat 
PP 14/2010

Terbitnya PP 14/2010 memperjelas 
bahwa pendidikan kedinasan (PK) yang 
dituju adalah PTK, tidak termasuk pen -
didikan dan pelatihan pegawai ne geri. 
Sebagai amanat UU 20/2001, pe nger-
tian PK dalam PP ini sama seperti yang 
di jelaskan dalam UU 20/2003. Pen-
di   dikan Kedinasan adalah pendidikan 
pro    fesi yang diselenggarakan oleh Ke-
men    terian atau lembaga pemerintah 
non     kementerian (LPNK) yang berfungsi 
un  tuk meningkatkan kemampuan dan 
ke   terampilan dalam pelaksanaan tugas 
ke  dinasan bagi pegawai negeri dan ca lon 
pegawai negeri. Dalam hal ini, yang di-
maksud pendidikan profesi adalah pen-
di dikan tinggi setelah program sarjana 
(S-1 atau D-IV) yang mempersiapkan 
pe ser ta didik untuk memiliki pekerjaan 
dengan persyaratan keahlian khusus.

Secara ringkas pengertian dan ka-
rakteristik PK menurut PP 14/2010 meli-
puti yang berikut ini.
1. Pendidikan profesi, program pendi-

di kan setelah S-1/D-IV;
2. Bertujuan  untuk meningkatkan 

kemam    puan dan ketrampilan 
Pegawai Negeri/Calon Pegawai 
Negeri  Kemen      terian;

3. Jalur pendidikan formal (perguruan 
ting  gi) atau nonformal (kursus, 
diklat & sejenisnya);

4. Beban studi 36 – 40 SKS;
5. Peserta didik hanya  PN/CPN 

Kemen te rian sendiri dan Kemen-
terian/LPNK lain;

6. Pendidik terdiri atas dosen dan in-
struk tur/widyaiswara;

7. Kurikulum disusun dengan melibat-
kan asosiasi profesi, mengacu pa      da  
 standar isi dan berlaku secara na-
sional;

8. Sertifikat pendidikan berupa 
sertifikat kompetensi;

9. Akreditasi oleh BANPT (jalur for-
mal), oleh BANPNF (jalur non-
formal);

10. Evaluasi oleh lembaga mandiri yang 
diberi kewenangan Mendiknas;

11. Pendanaan dari APBN dan sumber 
lain yang sah sesuai peraturan per-
un dang-undangan.

Kementerian 
Keuangan 
adalah pen    diri 
dan Menteri 
Keuangan 
akan men -
jadi anggota 
Majelis Wali 
Amanat
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Sementara itu, bagi PTK kategori 
kedua (peserta didik adalah bukan Pe-
gawai Negeri/bukan Calon Pegawai 
Ne geri) ter  sedia tiga alternatif (Pasal 
24 ayat 1 huruf b), yaitu bahwa sa-
tuan pendidikan kedinasan yang ber-
sangkutan:
1.  Dialihstatuskan menjadi badan 

hukum pendidikan, yang 
kementerian/LPNK yang 
bersangkutan sebagai pendiri 
memiliki representasi dalam 
organ re  presentasi pemangku 
kepentingan, untuk memenuhi 
kebutuhan sektoral yang 
berkelanjutan dan memerlukan 
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pengawasan dan penjaminan mutu 
yang ketat dari kementerian lain 
atau LPNK yang bersangkutan;

2. Diintegrasikan dengan perguruan 
ting gi negeri tertentu dan setelah in -
te grasi diadakan kerja sama de ngan 
kemasan khusus untuk meme nuhi 
ke butuhan sektoral yang ber sifat 
tem porer dan memerlukan pe nga-
wa san dan penjaminan mutu yang 
ke tat dari kementerian/LPNK yang 
bersangkutan;

3. Diintegrasikan dengan perguruan 
ting   gi negeri tertentu atau 
diserahkan kepada pemerintah 
daerah jika ke     bu   tu han akan 
pengawasan dan pen  ja mi nan mutu 
yang ketat dari ke me n  te rian/LPNK 
yang ber sangkutan ren  dah.

Selanjutnya ayat 2 Pasal 24 ini mene-
gaskan bahwa penyesuaian harus selesai 
paling lambat 5 (lima) tahun sejak Per-
aturan Pemerintah ini diundangkan. Jadi, 

alternatif mana pun yang diambil, pada 
Januari 2015 semua PTK harus sudah 
selesai menyesuaikan diri. Jika demikian, 
bagaimanakah STAN yang merupakan 
PTK Kementerian Keuangan? Haruskah 
STAN menyesuaikan diri?

Kilas Balik Perjalanan Penyesuaian 
Kelembagaan STAN 1990 - 2007

Harus diakui kecuali lokasi kampus, 
bergabungnya program diploma non-
akuntansi, dan status saat ini sebagai 
satuan kerja yang menerapkan Penge-
lo laan Keuangan Badan Layanan Umum, 
STAN praktis tidak mengalami peru-
bahan signifikan sejak berdirinya pada 
1975. Saat ini organisasi STAN masih 
sama per sis seperti ketika berdiri di tahun 
1975, padahal sudah demikian banyak 
perubahan yang terjadi. Sebenarnya, Ba-
dan Diklat Keuangan (BPLK, kini BPPK) 
dan STAN sendiri sudah menyadari per  l-
unya perubahan kelembagaan STAN. Da-
lam 17 tahun, dari 1990 hingga 2007, ada 
sejumlah inisiatif perubahan/penyem-
purnaan kelembagaan STAN, na mun se-
mua upaya ini kandas.

Pada tahun 1990 diajukan usulan 
penyempurnaan STAN menjadi Sekolah 
Tinggi Ilmu Keuangan (STIKA). Pada 
1995 upaya serupa dilakukan dengan 
mengemas STAN ke dalam Politeknik 
Ke  uangan Negara (Polikeuna), yang 
setelah ditelaah oleh Badan Pem bi-
na an Politeknik disarankan agar se lu-
ruh program pendi dikan di BPPK di-
integrasikan ke dalam se buah sekolah 
tinggi. Upaya-upaya se  lan jutnya ber lang -
sung dalam kurun  2001 hingga 2007. 
Misalnya, pada 2001 Menteri Ke uangan 
mengajukan usulan pe lem ba ga an STAN 
dan Pendidikan Program Di  ploma Bidang 
Keuangan  menjadi Se kolah Tinggi 
Keuangan (STK). Atas usu lan ini, Menteri 
PAN meminta reko mendasi ke Menteri 
Diknas yang dires pons oleh Mendiknas 
dengan mem be ri kan tiga alternatif: (1) 
integrasi ke Uni ver sitas Indonesia, (2) 
diswastakan, dan (3) dijadikan perguruan 
tinggi de ngan status Badan Hukum 
Milik Ne ga ra. Sejak diundangkannya 
UU 20 /2003 tentang Sisdiknas yang 
ke mu dian diiukuti dengan kontroversi 
ter kait dengan eksistensi PTK, upaya 
pe ngukuhan kelembagaan STAN terus 
dilakukan, hingga pada 2007 Menteri 

Keuangan menyampaikan kepada Pre-
siden usulan pengukuhan  sekaligus 
pe  ru  bahan STAN menjadi Se ko lah Ting-
gi Keuangan Negara (STKN). Pada ke-
sem patan yang terakhir ini usulan ter-
sebut dibahas di Sekretariat Kabinet 
dan Dirjen Pendidikan Tinggi menyetujui 
pengukuhan STAN menjadi STKN dalam 
bentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP), 
hanya sayangnya ketika itu UU tentang 
BHP belum diundangkan dan masih 
meng  hadapi protes dan penolakan.  

Dengan terbitnya PP 14/2010, se-
jauh yang dapat dipahami dari Pasal 24, 
masih terbuka kemungkinan bagi ke-
ber  langsungan STAN, meskipun harus 
di transformasikan ke dalam wujud dan 
status yang baru dan berbeda. Hara-
pannya, bentuk dan status yang baru 
tersebut tidak saja tetap memiliki ke-
khasan nya, tetapi juga membuka pe-
luang bagi STAN untuk makin ber-
kembang dan maju.

Alternatif Penyesuaian bagi STAN
Untuk program reguler, yaitu Pro-

gram Diploma I dan III, mahasiswa (pe-
serta didik) STAN berasal dari lu lusan 
SLTA (fresh graduates), namun jumlah 
mahasiswa baru yang diterima adalah 
sesuai dengan kebutuhan Ke men terian 
Keuangan. Jadi, ketika di terima para 
mahasiswa belum menjadi calon pegawai 
negeri sipil (CPNS) na mun setelah lulus 
nanti akan di angkat menjadi pegawai ne-
geri sipil (PNS) Kementerian Keuangan 
(dan Ke menterian/LPNK lain). Dengan 
ka  rak teristik peserta didik yang seperti ini, 
menurut Dirjen Dikti/Wamendiknas Fasli 
Jalal dalam rapat koordinasi 28 Februari 
2010, STAN termasuk satuan pendidikan 
kedinasan kategori pertama, yang dapat 
menyesuaikan diri berdasarkan alternatif 
pada Pasal 24 ayat 1 huruf a. Dengan 
demikian, bagi STAN tersedia empat al-
ter natif penyesuaian:

1. Menjadi pusat pendidikan dan pelati-
han (pusdiklat);

2. menjadi pendidikan kedinasan 
sesuai dengan PP 14/2010;

3. beralih status menjadi BHP pendi di-
kan tinggi vokasi (dan atau aka de-
mik); atau

4. beralih status menjadi BHP yang 
men   cakup sekaligus alternatif 1, 2, 
dan 3.

Da lam 17 tahun, 

dari 1990 

hingga 2007, 

ada sejumlah 

inisiatif 

perubahan/

penyem-

purnaan 

kelembagaan 

STAN, na mun 

se mua upaya 

ini kandas

Serambi
STAN
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mes kipun berbentuk BHP, pendidikan di 
STAN di ha rapkan tetap gratis (bea siswa 
dari Ke menterian Keuangan) dan lu lu-
san nya akan diangkat menjadi PNS di 
ling kungan Kementerian Keuangan (dan 
ke menterian/LPNK lain yang memesan). 
De ngan mempertimbangkan ketentuan 
pada UU 9/2009 tentang BHP, secara 
ringkas bentuk baru STAN kurang lebih 
akan tampak seperti pada tabel di 
bawah ini.

Dalam rapat kerja BPPK yang di se-
lenggarakan pada 3 – 5 Maret 2010, ko-
misi yang membahas PP 14/2010 juga 
se pakat merekomendasikan alternatif 
3 atau 4. Pilihan yang sama juga di-
sa rankan oleh Dewan Pengawas BLU 
STAN dalam rapat Dewan Pengawas 
BLU STAN  tanggal 9 Maret 2010.

STAN SEBAGAI BHP YANG DIMILIKI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Karakteristik Keterangan

1. Tujuan •  Memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi (Program 

Diploma), dan pendidikan tinggi akademik (Proram Strata).

2. Peserta didik • PNS/CPNS (dan dapat juga dari umum).

3. Posisi Kementerian Keuangan • Pendiri dan memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan.

4. Persyaratan pendirian • Harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam UU No.9 thn 2009 tentang BHP.

5. Status (Hubungan dengan Kementerian 

Keuangan)

• Badan Hukum, independen/otonom dari Kementerian Keuangan (pendiri); Menteri 

Keuangan adalah anggota Majelis Wali Amanat. 

6. Dasar pendirian • Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Pendidikan Kedinasan menjadi BHP.

7. Pendanaan • APBN (Hibah) dan Pendapatan Operasional.

8. Satus dana APBN yang dialokasikan • Hibah.

9. Status pendapatan operasional • Bukan PNBP.

10. Pungutan biaya pendidikan • Peserta Didik dapat dipungut biaya, paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya opera-

sional.

11. Biaya investasi, beasiswa, dan

12. bantuan biaya pendidikan • Seluruhnya ditanggung Pemerintah (Kementerian Keuangan) bersama-sama dengan 

BHP.

13. Biaya operasional • Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) 

biaya operasional.

14. Status BLU • Tidak dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

• (status BLU dicabut).

15. Kekayaan • Kekayaan negara yang dipisahkan

16. Peraturan operasional • Anggaran Dasar (Peraturan Pemerintah) dan Anggaran Rumah Tangga.

17. Investasi • Dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan dapat mendirikan badan usaha 

berbadan hukum (Perseroan Terbatas).

18. Audit laporan keuangan • Kantor Akuntan Publik.

19. SDM • PNS (dipekerjakan pada BHP); Non-PNS (pegawai BHP).

Apabila fungsi dan karakteristik STAN 
saat ini dipertahankan atau dilanjutkan, 
maka yang paling dekat adalah al ter-
natif 3 atau alternatif 4, yakni beralih 
sta  tus menjadi BHP. Sebagai PTK di ling-
kungan Kementerian Keuangan, STAN 
menyelenggarakan program pendidikan 
vokasi (D-I, D-III, D-IV) untuk memenuhi 
kebutuhan pegawai jenjang menengah. 
Mahasiswa (peserta didik) berasal da-
ri lulusan SLTA untuk D-I dan D-III, dan 
lulusan D-III (dengan pengalaman kerja 
dua tahun) untk D-IV. Dengan ka rak-
te r is tik seperti ini, pusdiklat bukanlah 
lem baga yang tidak tepat mengingat di 
BPPK sudah ada 6 pusdiklat. Alternatif 2 
tentu saja bukan pilihan yang sesuai untk 
melanutkan fungsi STAN karena peserta 
didiknya adalah pegawai negeri/calon 
pegawai negeri setelah S-1 atau D-IV. 

*) Penulis adalah:  Direktur - STAN

Dengan beralih status menjadi BHP 
(al ternatif 3), STAN dapat tetap me-
nyelenggarakan pendidikan tinggi vo kasi. 
Bahkan jika dibutuhkan, STAN dapat di-
kembangkan untuk menyelenggarakan 
juga program akademik, S-1, misalnya. 
Alternatif 4 pada dasarnya sama de ngan 
alternatif 3, namun cakupannya lebih 
leng kap karena STAN juga menyeleng-
ga rakan program diklat dan pendidikan 
kedinasan (profesi). Tentu saja, secara 
ke lembagaan, karena tunduk pada UU 
9/2009 tentang BHP, STAN menjadi 
lem baga yang otonom, terpisah dari 
BPPK/Kementerian Keuangan. Dalam 
hal ini, Kementerian Keuangan adalah 
pen    diri dan Menteri Keuangan akan 
men  jadi anggota Majelis Wali Amanat. 
De ngan perkataan lain, STAN tetap di-
mi liki oleh Kementerian Keuangan, dan 

EDUKASI KEUANGAN    EDISI 3/2010   25



26    EDUKASI KEUANGAN    EDISI 4/2010  

Y
a, di tengah-tengah kesibukan 
me ng  u rus peliknya kebijakan 
fis kal ne ga ra ini dan ruwetnya 

berhadapan de ngan ang   gota Pansus 
ka sus bail-out Bank Cen tury, Menteri 
Ke uangan menyem pat  kan diri untuk 
hadir di kampus STAN pa da tanggal 
tersebut untuk me res mi kan gedung-
gedung baru yang ki ni te ngah berdiri 
kokoh. Semula per he  la tan acara ter-
sebut direncanakan pa da tanggal 18 
Januari 2010. Namun ke si  bukan Pem-
ban tu Presiden di bidang ke  uang an 
ne gara ini menyebabkan aca ra pe res-
mi an tertunda satu minggu da ri yang 
di rencanakan semula.

Pagi hari saat acara peresmian, 
cuaca di kawasan Bintaro, Tangerang 
Selatan, ter   bilang tidak terlalu cerah. 
Maklum, cu     rah hujan di bulan Januari 
memang ma    sih tinggi. Namun panitia 
peresmian te    tap berkeyakinan seraya 
berharap aca     ra dapat berlangsung 
lancar sesuai de     ngan agen da yang 
telah disiapkan. Pro     ses pe nyiapan 
pun terbilang tidak mu   dah me ngingat 
acara peresmian di la    kukan di luar 
ruang (outdoor) padahal cu  a    ca su-
lit diprediksi. Oleh karena itu, se  la in 

me nyiapkan berbagai ornamen yang 
di per lukan pada acara luar ruang, pa-
ni tia me nyiapkan pula rancangan Plan 
B se ba gai antisipasi atas cuaca yang 
tidak ber  sahabat yaitu dengan me-
nyeting lob by gedung J sebagai al ter-
natif tempat pelaksanaan acara pe res-
mian yang ber sifat indoor.

Untuk memberi impresi langsung 
atas perubahan yang telah terjadi di 
ling   ku ngan STAN, panitia menetapkan 
area sekitar bundaran kolam air man-
cur (pla  za) yang tepat berada di te-
ngah-te ngah dua bangunan kembar 
(ge dung I dan gedung J) sebagai 
tem  pat per he la  tan peresmian gedung 
ba ru. Area ini di  pandang memiliki view 
yang repre sen  ta tif. Lagipula, keber-
ada an dua buah ge dung kembar de-
ngan plaza air man cur (yang di te-
ngah  nya terpancang hu   ruf S-T- A-N) 
te lah menjadi ikon ba ru (land mark) 
kam   pus STAN. Oleh ka re na  nya, kur si 
pa ra undangan diran cang meng ha dap 
ke arah gedung P dan ge dung kem-
bar. Panggung peres mian pun di de-
sain tan pa atap agar pandangan pa  ra 
un da ngan untuk menikmati view ikon 
ba ru kampus STAN tidak ter ha lang. 

Jarum jam belum tepat menunjuk 
pa da angka delapan saat raungan 
sirine da ri motor forward rider yang 
mengiringi mo bil dinas Menteri Ke-
uangan mema suki area kampus. Se-
ke tika aroma ke bang  ga an me nyem-
bu rat pada diri pa ni tia, pe gawai, dan 
ma hasiswa saat orang nomor satu 
di  Kementerian Ke uangan ini benar-
benar hadir di kampus tercinta. “Se-
buah bentuk kepedulian tak ternilai 
dari sang Bunda kepada kam pus ini”, 
gumam salah seorang pe gawai ke-
pada panitia.

Karangan bunga sebagai ucapan te-
ri  ma kasih disampaikan oleh perwakilan 
ma  hasiswa dan juga perwakilan pe ga-
wai se saat setelah Bu Ani keluar dari 
mo bil di  nasnya. Di saat yang sama, 
Mars STAN yang dinyanyikan oleh 
pa duan su a  ra ma hasiswa bergema 
me ngi ringi ke ha diran be liau. Selain 
me  li batkan ma   hasiswa da  lam acara 
pe  res mian ini, pa ni tia pun men daulat 
sa lah se orang alum  ni STAN ya itu 
Edwin “Trio Libels” Manang sang se ba-
gai master of ceremony.

Peresmian Gedung Baru STAN 
oleh Menteri Keuangan
Guratan tanda tangan menghiasi prasasti peresmian gedung baru kampus STAN. 
Prasasti bertanggal 25 Januari 2010 tersebut mengukirkan pula nama si pemilik tanda 
tangan:  Sri Mulyani Indrawati.

Serambi
STAN
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OLEH: KUWAT SLAMET*)

*) Penulis adalah:  Kepala Sekretariat STAN
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OLEH: ISMOYO SEJATI*)

Ruang
Purnawarman

K
on versi hutan menjadi lahan per -
tanian tak pernah disadari se   ba-
gai de forestrasi hingga ak hir  nya 

penghuni bu mi mera sa gerah de  ngan 
iklim glo bal yang merang kak naik.

Cuaca ekstrim dan kepunahan be-
be   rapa spesies satwa bukanlah feno-
me na dadakan melainkan suatu akibat 
da ri pro ses destruksi lingkungan yang 
pan jang. Pada interval itu, muncul bi-
si  kan-bisikan yang menggugah kesa-
da   ran akan sis tem hidup. Setidaknya 
itu  lah yang terja di pa da 1962 ketika bu-
rung-burung piara an di Pennsylvania 
ma ti akibat penyem pro tan DDT untuk 
mem bunuh nyamuk. Mo mentum itu 
meng inspirasi Rachel Car  son un tuk 
me  nu turkan keprihatinan akan mun cul -
nya suatu musim semi yang bi su, yang 
tan pa kicau burung atau ke pak sayap 
se rangga, lalu ia menuliskan “Silent 
Spring”.

Kerinduan kepada masa lalu bumi 
yang hijau dan segar kini telah menjadi 

has rat kolektif warga dunia. Dimulai se-
ca ra global dengan pencanangan Ha -
ri Bu mi pada 22 April 1970, gerakan 
pe  les  tarian alam terus berperang di 
se mua li ni dengan perusakan alam 
yang ber da lih menyuplai kebutuhan 
pa  ngan ma  nu sia dan ternak. Saat ini 
upa  ya para en vi ronmentalis mengge-
lorakan Revo lu si Hijau telah sampai di 
tem pat-tempat yang diyakini sebagai 
tempat dimana orang tak sempat me-
medulikan hijau dan segarnya ling kun-
gan: di kantor-kan tor.

Green and Clean Office kini men jadi 
tren kesadaran masyarakat urban pa-
da ling kungan. Di BPPK, perlombaan 
Green and Clean Office (GCO) adalah 
ke   pe dulian BPPK pada lingkungan 
pen  di dikan yang hijau dan bersih. Pe -
ni laian GCO, bersama dengan pe ni laian 
pengelolaan keuangan dan pe  man  fa-
atan teknologi informasi, di mak   sud kan 
untuk menstimulus kinerja unit-unit 
BPPK. 

Penilaian pengelolaan keuangan di  -
la    kukan pada tiga aspek yaitu: Penye   -
ra   pan Anggaran Belanja Barang, Pe-
nye   ra pan Anggaran Belanja Modal dan 
peng   he matan langganan daya dan 
ja sa. Se   dang   kan penilaian atas peng-
gu  naan tek  nologi informasi dilakukan 
ter  hadap tam pilan web masing-ma-
sing pusdiklat/ba lai diklat. Disini peni-
lai  an dilakukan pa da tatakelola tam-
pi     lan berita dan gambar, juga atas 
pe    ng    unggahan modul-modul pada 
web pusdiklat. 

Unsur kepedulian lingkungan me ru-
pa kan aspek yang paling ba nyak dinilai 
da lam gelaran yang telah di gu lir kan 
dua kali di BPPK ini. GCO me liputi unsur 
ling  kungan luar kantor ya  itu kebersihan 
ling  kungan, rasio luas taman terhadap 
luas kantor, ke ter sediaan sarana pe-
nge    lo laan sam pah dan pengaturan 
re  sa    pan air. Se dang kan lingkungan 
da   lam kantor men ca kup kebersihan 
ru ang kerja, pena ta an ruang kerja dan 
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Dunia sedang memaksimalkan pro   duk    tifitasnya, saat itulah alam se mes ta ber kenalan de ngan 
pestisida, in sek tisida, pu puk ki mia termasuk hor mon buatan. Un tuk be berapa jenak, re ka yasa 
kimiawi itu mem beri jeda pa  da mimpi buruk kri sis pangan yang di kha watirkan peng hu ni 
planet biru ini. Dan mimpi bu ruk kri sis pa ngan sepertinya benar-be nar akan ber akhir ketika 
masyarakat agraris me  ne mukan istilah ekstensifikasi per tanian.  

GGGGGG
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Ruang
Purnawarman

kerapihan sarana pen dukung. 
BPPK telah dua tahun terakhir ini 

meng gelar penilaian pengelolaan ke-
uang an, GCO dan pemanfaatan TIK 
yang di cetuskan melalui Surat Edaran 
Kepala Ba dan Nomor SE-014/PP/2008 
tentang Pe ni laian Pengelolaan Ke-
uang an, Green and Clean Office, dan 
Pemanfaatan TIK ter hadap seluruh 
unit kerja di lingkungan BPPK. Surat 
Eda ran tersebut tidak secara eksplisit 
me nyatakan periode penilaian. Hal ini, 
menurut salah satu anggota tim pe-
nilai, menyebabkan banyak unit ker ja 
yang tidak melakukan persiapan khu-
sus. ”Penilaian menjadi lebih natural” 
ko men tarnya yang enggan disebut na-
ma ini.

Secara umum ide penilaian GCO 
men  dapat apresiasi dari para pegawai. 
Na  mun demikian ada beberapa hal 
yang per lu diperrjelas dalam penilaian, 
khu susnya menyangkut penilaian ling-
kungan kan tor yang tidak berdiri sen-
diri atau men jadi bagian dari Gedung 
Keuangan ne gara. 

Menurut Harmonis Siregar, SH. 
MKN. Kepala Subbagian Umum Balai 
Dik  lat Keuangan Medan, penilaian GCO 
mem buat unitnya giat berbenah. Na-
mun karena gedung BDK Medan ma-
sih berada di lingkungan GKN II Me-
dan, pihaknya hanya bisa melakukan 
hal-hal di dalam kantor. ”Berada di 
ling kungan GKN membuat kami tidak 
me miliki halaman tersendiri. Yang bisa 

ka mi lakukan untuk GCO ini setidaknya 
ha nya menambah pot bunga dan ke-
bersihan ruangan kantor saja. Demikian 
juga toilet dan gudang, ada beberapa 
kerusakan yang telah kami usulkan per-
bai kannya kepada GKN Medan” de mi-
kian menurut Harmonis.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan 
untuk berpartisipasi menjaga bumi 
agar tetap nyaman ditinggali. Ditengah 
ke  si bukan birokrasi, penilaian Green 
and Clean Office adalah hal kecil yang 
bi la dilakukan dalam skala global akan 
mem  beri kontribusi signifikan pada ke -
berlangsungan planet ini. GCO BP PK 
boleh jadi hanya kemeriahan ke cil pa-
da 8 unit eselon II dan 11 Balai Dik lat 
Keuangan semata. Namun kita op timis, 
seandainya hal ini diketahui oleh Rachel 
Carson, ia akan tersenyum di dalam 
pusaranya yang sunyi.

*) Penulis adalah:  Kasubbag. Umum 
Kepegawaian – Sekretariat BPPK

Dalam kunjungan ke salah satu pus-
diklat, ia selaku penilai mengobservasi 
se  ca ra detil seluruh area penilaian GCO 
ter  ma suk gudang, toilet, pekarangan 
dan selokan. ”Tidak adanya persiapan 
khu   sus menghadapi penilaian ini mem-
buat kami terkadang menemukan 
tum    pu   kan puing dan selokan yang ko -
tor. Bah kan secara umum semua unit 
belum mam pu menyediakan bio po  ri. 
Padahal as pek itu termasuk poin uta ma 
penilaian ling kungan luar kan tor.”

Ada banyak hal 

yang bisa dilakukan 

untuk berpartisipasi 

menjaga bumi 

agar tetap nyaman 

ditinggali.

Pe ni laian Pengelolaan Ke uangan, Green and Clean Office, dan 
Peman faatan TIK ter hadap seluruh unit kerja di lingkungan BPPK.
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Intelektual Visioner 
dari Panyabungan

Sosoknya kerap terlihat 
mendampingi Ibu Menteri 
Keuangan di berbagai 
perhelatan. Kiprah beliau di 
Kementerian Keuangan tidak 

perlu diragukan lagi. Undang-

Undang Keuangan Negara Tahun 

2003 yang menjadi tonggak 

reformasi keuangan negara 
merupakan hasil rumusan tim 

yang dipimpinnya. Berbagai 

media telah menampilkan berita 

mengenai kiprah Intelektual 

bergelar Docteur en Droit asal 

Mandailing Natal ini. Namun, 
ini saatnya anda 

menyimak Up Close 
and Personal 

seorang Mulia 
Panusunan 

Nasution.  

OLEH: PILAR WIROTAMA

Mulia P. Nasution :

Kursi
VIP
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Mulia 
Panusunan
Nasution
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

“Yang utama adalah harus menjadi berguna, bukan hanya 
bagi keluarga tapi juga bagi sekeliling dan kalau bisa lebih 
besar lagi yaitu untuk masyarakat akan lebih baik“.
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Sa tu tahun berlalu tan  pa kepastian se-
jak Mulia muda me nye lesaikan SMA-nya 
karena ia sendiri masih bim bang memilih 
jurusan untuk ku liah. Na mun tak berarti 
ia menyia-nyia kan hari- harinya, ia tetap 
tekun belajar dan ber siap diri. 

Tawaran untuk bekerja di Kupang ti-
ba-tiba datang dari pamannya yang saat 
itu menjabat sebagai Kepala Kantor Bea 
dan Cukai. Tak muluk-muluk, pamannya 
ha nya berjanji akan mengusahakan agar 
ia dapat bekerja di suatu perusahaan di-
sana. Bersama pamannya, Mulia mu da 
be rangkat ke Kupang. Seminggu ber-
selang, di Koran Suara Pembaharuan ka -
la itu terpampang pengumuman se  lek   si 
saringan masuk Institut Ilmu Ke uang-
an (IIK). “Kamu tertarik tidak?” ta  nya 
pa mannya kepada Mulia muda. Me  li-
hat karir pamannya yang tampak ma -
pan, ia pun mulai tertarik. Namun ada 
se suatu yang mengganggunya, ya  itu 
tes tersebut diselenggarakan di Ja  kar-
ta, artinya ia harus kembali ke Ja karta. 
“Bagaimana kalau nanti tesnya ti dak 
berhasil?” tanya Mulia muda, “Ya balik 
lagi saja kesini” jawab pamannya ringan. 
Tan pa tahu sedikitpun mengenai IIK, ia 
kembali ke Jakarta demi mengikuti se-
leksi di Stadion Senayan. Tes tertulis, fi-
sik dan psikotes pun diikutinya. Saat tes 
wawancara ia memilih Bea Cukai se ba-
gai bidang jurusannya. “Saat itu yang 
sa ya tahu hanya Bea Cukai” kenang 
Pak Mulia. Namun takdir berkata lain, 
ia diterima di jurusan Kebendaharaan 
Umum. Jadi apa yang membuatnya ingin 
me lanjutkan pendidikan ke IIK?, beliau 
men jawab, “by accident (tidak sengaja-
red) kali ya” jawabnya sambil berkelakar. 
Namun ketekunan beliau selama se ta-
hun sebelumnya tentunya menjadi be  kal 
yang penting saat menghadapi “ketidak-
sengajaan” itu.

Namun hal tersebut tidak lantas 
membuatnya terkucilkan, ter bukti de-
ngan terpilihnya ia menjadi Ke tua kelas 
sa  at kuliah dulu.  Sejak itu, Mulia muda 
mu   lai terlibat aktif dalam berbagai ke gi-
atan di kampus baik itu kegiatan aka de-
mis, seni dan olah raga.

Pak Mulia sangat menyukai musik, 
hal itu pula yang mendorongnya untuk 
turut dalam Group musik saat di IIK. “Na-
ma grupnya Otorisator” kenang beliau. 
Nama Otorisator diambil dari nama di 

Kursi
VIP
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T
ak lama setelah mengirimkan surat 
permohonan wawancara, telepon 
kami berdering dan di ujung tele-

pon terdengar suara mengabarkan bah-
wa Pak Sekjen bersedia untuk di wawan-
carai. Namun, mes kipun hari dan jam 
te   lah ditentukan, kami tetap diminta ber-
siap jika ternyata ada perubahan men-
da  dak. Dan be nar saja, wawancara yang 
se dianya di la ku kan pada 4 Maret jam 4 
so re tiba-tiba dimajukan menjadi jam 3, 
pa dahal jam di kantor kami menunjukkan 
pu kul 2 siang. Untungnya kami dapat 
tiba tepat waktu.

Setibanya di kantor beliau, kami di-
min  ta untuk menunggu sejenak. Tak 
la   ma kemudian kami diantar menuju 
ruang rapat tepat disebelah ruang ker-
ja Pak Mulia. Mengenakan batik ber war  -
na biru, sore itu Pak Mulia tam pak san -
tai dan ramah menerima ka  mi. Beliau 
bercerita kalau beliau ba ru saja pu  lang 
dari mendampingi Ibu Men teri di rapat 
paripurna DPR da lam rangka penye le-
saian Rancangan Un dang-undang Per-
tang gungjawaban APBN, “Al ham du lillah 
tadi sudah di se tu  jui men    ja di Undang-
undang Per tang gung ja  wa   ban APBN 
tahun 2008. Itu akan men  jadi Undang-
undang pertama un tuk Kementerian 
Keuangan di peme rin  ta han Kabinet In-
do nesia Bersatu ji lid Du a”. Setelah ber-
bincang seputar mak sud kedatangan 
kami, mantan Dirjen Per    ben da haraan 
periode 2004-2006 ini mem   persilakan 
kami untuk memulai wa wan  cara. 

Berawal dari Madina 
Panyabungan, sebuah kota kecil di 

ka bupaten pemekaran Mandailing Na tal 
yang juga dikenal dengan sebutan Ma-
di na, menjadi saksi kehidupan Mulia P. 
Na sution dimasa kecil. Terletak diantara 
ko ta Padang dan Medan, di kota inilah 
Mu lia muda mengenyam pendidikan da   -
ri Sekolah Dasar hingga SMA. Se ba  gai 
anggota keluarga wiraswasta yang me-
miliki tanah pertanian dan to ko ke lon-
tong, Mulia muda kerap meng ha biskan 
waktunya dengan menjaga to ko orang 
tuanya sepulang sekolah. Man dailing 
Na tal bukan kabupaten biasa, tercatat 
be berapa tokoh juga ber asal dari kota 
ini. Sebut saja Alm. AH. Nasution, Adnan 
Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, 
dan tentunya Mulia P. Nasution sendiri.

IIK By Accident 
Selepas SMA, Mulia muda sebenar-

nya ingin melanjutkan pen didikan de-
ngan mengambil jurusan kedokteran. 
Na mun anak keempat dari sembilan 
ber saudara ini menyadari bahwa ke-
ingi nannya hanya akan membebani ke-
dua orangtuanya yang saat itu ha rus 
membiayai kuliah ke tiga orang ka kak-
nya yang berkuliah di Medan. Setelah 
sempat bekerja be be rapa bulan di suatu 
perusahaan swasta di Medan, Mulia 
muda pun pamit untuk merantau ke 
tempat pamannya di Ja kar ta, berharap 
ia dapat melanjutkan pen  didikannya di-
sana atau mungkin lang  sung bekerja. 

Foto Bapak Mulia P. Nasution
muda, tahun 1971

Sebagai anggota keluarga 
wiraswasta yang memiliki 
tanah pertanian dan toko 
kelontong, Mulia muda 
pun kerap menghabiskan 
waktunya dengan 
menjaga toko orang 
tuanya sepulang sekolah.
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sistem Perbendaharaan. Group musik 
ini sempat tampil pada acara wisuda di 
Balai Sidang Jakarta. Pak Mulia me ngi-
sahkan bahwa saat tampil di Balai Si-
dang Jakarta mereka mempersiapkan 
kos tum dengan serius layaknya artis-ar-
tis profesional. “Kita pakai celana pu tih 
dan jas” tutur beliau bangga. Ada pun 
be  berapa anggota lain yang dulu turut 
ber  gabung adalah Alm. Pak Achmad 
Rochjadi (mantan Dirjen Anggaran)dan 
Pak Sudjaswikno yang kini sudah pensiun 
dari DJPU. Mereka sering  me mainkan 
tem  bang-tembang milik The  Beatles 
leng  kap dengan meniru gaya berpakaian 
dan gaya rambut The Beatles kala itu. 
“Ki ta potong rambut di poni”, cerita Pak 
Mulia mengenang masa SMA-nya. 

Meskipun dunia keuangan sangat 
ber beda dibandingkan dengan dunia 
ke  dokteran yang menjadi cita-citanya, 
Pak Mulia tidak mengalami kendala yang 
berarti. “Enjoy aja” ujarnya sing kat. Beliau 
tak lupa menyampaikan ha ra pannya ter-
hadap STAN yang dulu bernama IIK, “Se-
harusnya (STAN-red) itu menjadi cen -
ter of excellent untuk pendidikan atau 
pem bentukan (para-red) profesional di   
bi   dang keuangan. Kalau menurut sa ya 
ti dak hanya di sektor publik tapi juga 
bi  sa untuk per bankan, asuransi dan pa-
sar modal”. Beliau juga berharap agar 
se  tiap alumni STAN, selain memiliki si-
kap profesional juga tetap menjaga in-
tegritas sehingga tidak mencederai re-
putasi STAN.

Tuntutlah Ilmu hingga ke… Paris 
Saat menyusun skripsinya pada ta-

hun 1980, pria kelahiran 27 Agustus 1951 
ini memilih bidang IT (Information Tech-
no logy) sebagai tema skripsinya. “Saya 
me lihat dan memperkirakan bahwa ke   -
de  pan IT itu akan semakin berperan 
da    lam mendukung pelaksanaan fungsi 
ma    na j e men keuangan di pemerintahan” 
ucap  nya. Kebetulan pembimbing beliau 
ka la itu, Alm. Pak Kosasih, Direktur Tata 
Usaha Anggaran yang juga mem ba wahi 
pengolahan data di Ditjen Ang ga ran 
ter  tarik dengan bidang yang dipilih Pak 
Mulia. 

Setelah lulus, Pak Mulia ditempatkan 
di Subdit Pengumpulan Data di Ban dung, 
berbeda dengan teman-temannya yang 
ditempatkan di Kantor Per ben  daharaan 
Negara dan Kantor Kas Negara. Subdit 
Pengumpulan Data me ru pakan IT Center 
Ditjen Anggaran kala itu. De ngan bangga 
beliau menceritakan, “IT Center di Ditjen 
Anggaran itu boleh di bilang perintis (IT-
red) di Departemen Keuangan.”

Pak Mulia adalah orang yang sangat 
mementingkan pendidikan. Ke ingi nan-
nya untuk melanjutkan pen didikan, ter-
utama di luar negeri mem buat nya terus 
mencari informasi me  nge  nai beasiswa. 
Padahal saat itu, me lan jutkan sekolah 
terutama ke luar negeri merupakan 
hal yang tidak po puler. “(melanjutkan 
sekolah-red) di anggap kurang menarik, 
sudah se lesai sekolah (IIK-red), sudah 
bekerja dan ada kesempatan mendapat 

jabatan kok ma lah belajar lagi”, tutur 
beliau men ce ritakan pendapat orang 
lain kala itu ten tang keinginannya me-
lanjutkan seko lah. 

Keberuntungan menghampiri dirinya 
saat Perancis menawarkan beasiswa 
bagi pegawai Departemen Keuangan. 
Meskipun beasiswa yang ditawarkan 
ada lah beasiswa non degree dimana ti -
dak ada jaminan untuk memperoleh 
ge lar S2 sepulang dari sana, beliau pun 
tidak lantas mengacuhkannya.

Setelah lulus seleksi, beliau berangkat 
ke Perancis dan menempuh program 
non degree di Institut International 
d’Administration Publique (IIAP) de-
ngan mengambil jurusan Manajemen 
Ang  ga ran dan Keuangan. Di bulan ke-
tiga nya di Perancis, Universitas Paris II 
mem buka kesempatan seleksi beasiswa 
S2. Beliau pun lalu mendaftar untuk me-
ngikuti seleksi tersebut dan memilih 
Ad mi nistrasi Publik sebagai jurusannya 
de ngan fokus IT. Bukannya tanpa alasan 
be liau memilih jurusan itu, “Pada saat 
awal Orde Baru, masalah kita terutama 
yang sangat mendesak yaitu ‘perut’. 
Pak Harto kemudian menekankan pa da 
pembangunan Ekonomi. Dengan se -
ma  kin banyak dana pemerintah yang 
di kelola, manajemen menjadi pen ting. 
Manajemen adalah bagian dari ad mi nis-
trasi” beliau menjelaskan.   

Menyadari pengetahuannya menge-
nai bidang administrasi publik masih mi -
nim, Pak Mulia lantas mulai melahap bu-
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Pak Mulia (Baris atas, ketiga dari kiri) bersama teman-teman pada acara perpisahan alumni IIK KU. 
Tahun 1981 di Cisarua, Bogor
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ku-buku mengenai admi nistrasi publik, 
dan keberuntungan meng ham pi ri  nya se-
ka li lagi. “Kalau dipikir-pikir ba nyak ke ber-
untungan. Kebetulan pada sa at itu saya 
membaca buku hubungan an  tara politik 
dan birokrasi, ternyata per  tanyaan yang 
ditanyakan (saat se lek si-red) tentang itu 
juga”, kenang Pak Mulia. 

Kuliah non degree di IIAP dan S2 di 
Universitas Paris II dijalaninya dengan 
tekun hingga beliau bisa me nye le sai-
kannya dengan baik. 

Tak puas dengan hanya memperoleh 
gelar S2, Pak Mulia pun kembali meng-
ajukan proposal untuk melanjutkan pen-
didikan S3. Pada saat hendak me milih 
te ma untuk proposalnya beliau teringat 
pa da perkataan dosennya saat di IIK 
dulu, “Keuangan Negara itu gado-gado. 
Saat di tingkat satu dulu, Alm Pak Gu-
nadi bilang, apakah Keuangan Negara 
itu ilmu atau bukan? Ada pen dapat yang 
mengatakan Keuangan Negara itu bukan 
ilmu, tapi merupakan kumpulan dari ilmu-
ilmu yang sudah ada yaitu Manajemen, 

ICW (Indische Comptabiliteitswet), ma-
ka akhirnya beliau pun mengajukan 
pro  posal dengan judul “Bingkai Hukum 
Ke uangan Negara di Indonesia” yang se-
ca ra khusus mengkaji peran dan prinsip-
prin sip dari suatu Undang-undang or-
ga nik atau Undang-undang Pokok. Tak 
ber lebihan kiranya jika menyebut Pak 
Mulia sebagai Visioner sejati, mengingat 
ke mam puan imajinasi dan wawasannya 
untuk membaca kondisi serta peluang-
peluang yang ada di masa depan dalam 
setiap langkah dan keputusannya. 

Meskipun proposalnya disetujui, pe  -
me rin tah Perancis ternyata tidak menye  -
dia   kan dana untuk melanjutkan pen  di -
di kan S3, namun mereka berjanji un  tuk 
mengajukannya ke perusahaan Total 
CFP. Selama menunggu ke pu  tu san dari 
Total CFP beliau pun harus memutar 
otak untuk mem biayai kehidu pan nya di 
sana. Selain me man faatkan tabungan 
yang beliau miliki di Indonesia, Pak Mu-
lia pun sempat me ngajar bahasa In do-
nesia bagi sebuah keluarga yang akan 

ke  lak menjadi istri beliau. “Seperti bia-
sa, kalau ada pejabat (Indonesia-red) 
da   tang memberikan ceramah, se mua 
ma    ha  sis wa (asal Indonesia-red) di kum -
pul    kan lalu berkenalan” cerita Pak Mu-
lia. Pada waktu berkenalan, Pak Mu lia 
se   dang berkuliah di Universitas Paris II 
se dang  kan Ibu Tetty hampir me na mat-
kan program S2-nya. Setelah ta mat S2 
Ibu Tetty kemudian kembali ke Indo ne-
sia. Komunikasi jarak jauh sem pat di-
ja la ni oleh Pak Mulia dan Bu Tetty. Di 
masa me  nung gu pengumuman bea sis-
wa dari To  tal CFP, Pak Mulia me mu  tus-
kan kem  ba li ke Indonesia untuk me ni kah 
de  ngan Ibu Tetty. Tak disangka, di  saat 
yang bersamaan Total CFP me  nye tu jui 
permohonan beasiswa Pak Mu lia. “Itu 
seperti hadiah pernikahan” kata Pak 
Mulia. Setelah menikah, Pak Mulia dan 
Bu Tetty pun kembali ke Prancis. Pak 
Mu lia berhasil menamatkan pendidikan 
S3-nya dengan predikat Tres Honorable, 
ge lar setara cum laude atau sangat ter-
hormat. 

Tentang Undang-Undang 
Pengganti ICW

Sekembalinya ke tanah air, Pak Mulia 
sempat bertugas di Bagian Pengem ba-
ngan serta menjadi Kepala Kantor Wi-
la yah di Bali sebelum akhirnya dipro-
mo  sikan menjadi Direktur Pembinaan 
Ang   garan di Jakarta. Pada tahun 2000, 
wa  cana penyusunan Undang-Undang 
peng   ganti ICW kembali mengemuka 
dan Pak Mulia ditugaskan menjadi Ketua 
Tim Pengkaji Undang-Undang Pengganti 
ICW yang kemudian berlanjut menjadi 
Tim Penyusun.

Berbekal apa yang telah dituangkan 
dalam disertasinya dilengkapi dengan 
pe  ngalamannya di dunia kerja, Pak Mulia 
ber  sama tim kemudian bekerja sama 
de  ngan BPK untuk menyusun Paket Un-
dang-undang yang awalnya hanya ter di-
ri dari 2 rancangan Undang-Undang ya-
itu Undang-Undang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Perbendaharaan 
Ne  gara, namun kemudian dilengkapi de -
ngan satu rancangan Undang-Un dang 
Pe meriksaan Keuangan Negara yang 
se belumnya disusun oleh BPK. Di bu  tuh-
kan waktu sekitar 3 tahun sampai akhir-
nya Undang-Undang Keuangan Ne ga-
ra disahkan pada tahun 2003. Sebuah 
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Ekonomi dan Ilmu Hukum”. Pak Mulia 
lantas berpen dapat, bahwa untuk me-
nguasai ilmu Keuangan Negara beliau 
harus men dalami ketiga bidang tersebut. 
Ilmu Ekonomi sudah diperolehnya saat di 
IIK, begitu pula dengan Ilmu Manajemen 
telah ditimbanya saat mengambil S2, 
sehingga hanya Ilmu Hukum yang belum 
beliau kuasai. Ditambah dengan adanya 
wacana dan keinginan Indonesia untuk 
mempunyai Undang-undang pengganti 

ditugaskan ke Indo nesia untuk men-
jadi konsultan Polri. Beliau bahkan di-
perbolehkan tinggal di rumah keluarga 
itu, secara gratis tentunya. 

From Paris With Love
Tak hanya kesempatan memperoleh 

ilmu saja yang beliau peroleh di Pa ris, 
na  mun juga kesempatan untuk ber-
ke    nalan dengan mahasisiwi Indonesia 
ber    nama Tetty Siti Afiah Siregar yang 

Ekonomi dan Ilmu Hukum”. Pak Mulia ditugaskan ke Indonesia untuk men-

Bersama Ibu 
Tetty Siti Afiah 
menghadiri 
resepsi acara 
wisuda lulusan 
ILERI, Tahun 
1985 di Perancis

 “Itu seperti hadiah pernikahan” 
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pro ses yang penuh gejolak namun di-
ra  sa   kan sebagai hal wajar menurut Pak 
Mulia, “Namanya juga merubah se   su -
atu yang telah dijalani puluhan ta hun”, 
ucapnya. Pak Mulia kemudian me ngi-
sahkan penyebab Undang-Undang Ke-
uangan Negara tidak pernah diajukan 
ke DPR pada masa presiden Soeharto 
ada lah karena pemerintah pada waktu 
itu tidak menginginkan ada ketentuan 
yang dapat membatasi ruang geraknya 
sen  diri. Bisa dikatakan pada masa itu su-
a  sana demokratisasi belum terbentuk. 
Pak Mulia menambahkan bahwa re for-
masi 1998 juga menjadi trigger bagi di-
su sunnya Undang-Undang pengganti 
ICW. Dimana dengan adanya reformasi 
ma ka diperlukan pengaturan kembali 
pe   ngelolaan keuangan Negara di alam 
ba ru demokratis secara efisien dan efek-
tif dengan menganut asas-asas good 
governance.

Keluarga dan Nilai-nilai Mulia 
Di tengah kesibukannya sebagai Se-

kretaris Jenderal Kementerian Ke uang-
an, ayah dari Rayhan Armand Na su  tion 
dan  Mutiara Dania Nasution ini ber  usa-
ha untuk dapat selalu meluangkan wak -
tu bersama keluarga, “Kita usahakan 
ka   l au weekend kita sama-sama, biasa-
nya nonton bioskop dilanjutkan makan 
ber   sama”. Kedua anak Pak Mulia lahir 
di  Prancis saat beliau menempuh pen-

di    di kan S3. Meskipun kedua anaknya 
me    ngam bil kuliah jurusan ekonomi dan 
per   ban kan, Pak Mulia tidak memaksakan 
ke dua anaknya untuk mengikuti jejaknya 
se bagai pegawai negeri. Sementara itu 
Ibu Tetty kini menjadi ibu rumah tang-
ga dan aktif di berbagai kegiatan so-
sial. Dalam hati kecilnya, Pak Mulia 
me  rasa memiliki kontribusi atas tidak 
ber  kembangnya karir sang istri. Dahulu 
di  saat Ibu sedang merintis karir, Pak 
Mu  lia dipindahtugaskan ke Bali yang 
mem   buat Ibu Tetty akhirnya berhenti 
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be   ker ja. Mengenai hal ini Pak Mulia ke-
mu dian berpesan bagi para wanita, “ber-
keluargalah, tapi karir perlu dipikirkan 
ju ga”. Pak Mulia menjelaskan bahwa hal 
itu dilakukan bukan untuk mengadu karir 
satu sama lain, melainkan sebagai bentuk 
aktualisasi diri dari seorang wanita.

Disinggung mengenai nilai-nilai yang 
selalu beliau pegang dalam menjalani 
kehidupan dan karir, Pak Mulia menjawab, 
“Yang utama adalah harus menjadi ber-
guna, bukan hanya bagi keluarga tapi 
ju ga bagi sekeliling dan kalau bisa lebih 

didik S3 M ki k d k b k j M i h l i i P k M li k

Kita usahakan 
kalau bisa 
weekend 
kita sama-
sama, biasanya 
nonton bioskop 
dilanjutkan 
makan bersama

Foto: Istimewa

Berlibur bersama keluarga, 
tahun 2010 di Jepang 

Reformasi 
1998 juga 
menjadi 
trigger bagi 
disusunnya 
Undang-
undang 
pengganti 
ICW.

Sebagai Dirjen Perbendaharaan menandatangani perjanjian 
moratorium pinjaman luar negeri dengan pejabat Kementerian 
Keuangan Perancis dalam rangka pembiayaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Aceh & Nias tahun 2005 di Perancis
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be sar lagi yaitu untuk masyarakat akan 
lebih baik“. Ia kemudian menambahkan, 
bahwa kita harus selalu melihat ke depan 
untuk melihat tantangan-tantangan dan 
pe luang-peluang yang bisa diraih dalam 
hidup dengan potensi dan kondisi kita. 
Namun hal yang tersulit menurut beliau 
adalah pada akhirnya kita harus bisa 
me rasa puas dengan apa yang telah 
kita usahakan. Karena takdir itu ada dan 
seberapapun kita berusaha hasilnya ha-
rus kita terima sehingga tidak menjadi 
penyakit. Pak Mulia juga percaya bahwa 
selalu ada rahasia di balik setiap peristiwa. 
Ia mencontohkan, dulu sebenarnya ia 
sangat ingin melan jutkan pendidikan ke 
Amerika. Namun setelah direnungkan ji-
ka lau ia mendapat kesempatan ke Ame-
rika kala itu, ia tidak dapat belajar pu blic 
finance seperti yang diperolehnya di 
Prancis dan tentunya tidak akan ber-
temu dengan Ibu Tetty.  

Tantangan Kedepan di Mata Mulia
Reformasi birokrasi di Kementerian 

Ke uangan telah memasuki tahun ke-
em   pat. Mengenai hal ini Pak Mulia ber -
pen dapat, “Yang belum selesai ada       -
lah menyusun sistem penilaian kiner     ja 
individual. Karena jika ini tidak di   -
mi  liki maka remunerasi ini akan bisa 

menimbulkan moral hazard”. Le bih 
lan jut Pak Mulia menjelaskan bah wa 
pada hakikatnya Remunerasi atau Tun-
jangan Khusus Pembinaan Ke uangan 
Negara (TKPKN) itu terdiri atas dua 
unsur, tunjangan pokok dan tun ja-
ngan tambahan. Tunjangan pokok ber-
dasarkan grade, yaitu harga jabatan 
da ri sisi input, output dan throughput. 
Se  mentara tunjangan tambahan seyog-
ya  nya berbasis kinerja. Kalau seseorang 
ber prestasi baik maka ia bisa mendapat 
lebih dari 100%  dan sebaliknya jika se-
seorang tidak berprestasi maka akan 
dikurangi. Hal ini berbeda dengan kon-
disi saat ini dimana pengurangan tun-
jangan tambahan hanya berdasarkan 
fak  tor kehadiran seseorang di kantor, 
bu  kan berdasarkan kinerjanya. “Itu ba-
ru bisa dilakukan jika setiap pegawai 
pu  nya record yang dibuat berdasarkan 
sis tem penilaian kinerja, ini yang masih 
men  jadi tantangan kita” paparnya lebih 
lan jut. Masih terkait Reformasi birokrasi, 
se bagai Sekjen dari Kementerian yang 
sudah menerapkan Reformasi birokrasi, 
beliau menghadapi tantangan untuk me-
mastikan bahwa seluruh program yang 
dijalankan disetiap unit terkait reformasi 
birokrasi dapat berjalan de ngan baik. 
Terutama peningkatan ki ner ja setiap unit 

sebagai konsekuensi remunerasi yang 
telah diberikan harus dapat ditunjukkan, 
dipertahankan dan ditingkatkan.

Tantangan lain yang harus di anti si-
pasi oleh Kementerian Keuangan me nu -
rutnya  adalah menyiapkan dan men ja-
ga agar regenerasi kepemimpinan ti dak 
terputus, mengingat para pejabat yang 
menduduki posisi strategis saat ini akan 
memasuki masa pensiun. Ke de pan-
nya perekrutan pegawai yang be rasal 
dari Sarjana juga perlu dilakukan se-
cara rutin setiap 2 tahun sekali. Selain 
untuk memenuhi kebutuhan formasi, 
pe rekrutan melalui jalur sarjana juga 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
atas disiplin ilmu yang tidak dapat di-
penuhi melalui STAN, sehingga akan 
saling melengkapi. 

Kembali Ke Madina 
Melihat perjalanan karirnya yang 

terbilang sukses, tentunya menarik un-
tuk mengetahui apa yang ingin di capai-
nya di masa depan. Saat ditanya ten-
tang hal ini, beliau menjawab dengan 
man tap, “Kembali ke kampung”. Mung-
kin se kilas tampak seperti mundur ke 
bela kang, namun beliau memberikan 
pan dangannya, “Ketika kita sebagai pro -
fesi onal merasa sudah mentok (mak -
simal-red) dalam peran atau kontri busi 
yang kita berikan, (maka-red) ingin 
melakukan sesuatu untuk kam pung 
halaman”. Memang kontribusi bi  sa di-
la kukan dimana saja, namun ia me ra sa 
ada keterikatan emosional dan ia me-
lihat bahwa kondisi kampung ha la man-
nya dapat lebih maju dari kondisi saat 
ini. Selain itu, tinggal terlalu lama di ko-
ta besar membuat beliau rindu de  ngan 
kehidupan alam pegunungan yang me-
nurutnya lebih memberikan keda maian.     

Jika suatu saat ternyata Pak Mulia 
me  mang kembali ke kampung ha la-
man, tentunya tempat tersebut men-
ja  di tempat yang paling beruntung 
ka   re  na menjadi labuhan pengabdian 
da  ri intelektual visioner seperti Mulia 
Panusunan Nasution.  
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Kita harus selalu 
melihat ke depan 
untuk melihat 
tantangan-
tantangan dan 
peluang-peluang yang 
bisa diraih dalam 
hidup dengan 
potensi dan 
kondisi kita.

Penulis adalah Pelaksana Bagian TIK
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hock paradigm? jujur, perasaan 
itu sempat muncul karena ada-
nya peralihan suasana yang cu-

kup ekstrem dari kantor lama yang su-
dah eksis ke kantor baru yang sumber 
da yanya masih serba minimalis. Masih 
te  re kam jelas dalam benak penulis, tu li -
san mas Kuwat Slamet di intranet BPPK 
sekitar bulan April 2009 de ngan ta-
juk “Apa Kabar Balai Diklat Keuangan 
Ba ru?“ yang secara runtut dan lugas 
mengungkapkan suka duka yang dialami 
yang bersangkutan saat membuka kan-

tor baru di BDK Manado. Boleh di ka-
ta kan, Kuwat Slamet ada lah seorang 
fu turis yang handal. Wa lau pun tidak 
se- horor ‘nasib’ yang ber sang kutan saat 
mbabat alas, namun bebe rapa hal yang 
diungkap dan diulasnya dialami juga 
oleh penulis.

Dengan menempati ruangan bekas 
Karikpa yang berlokasi di lantai III - 
GKN I, Jl. Dr. Kusumaatmadja, Nomor 
19, Re non Denpasar, pada tanggal 14 
Juli 2009 penulis bersama para pejabat 
eselon IV telah memulai aktivitas kerja di 

BDK Denpasar. Aktivitas awal yang di-
lakukan adalah melakukan pember si han, 
pembenahan dan pembagian ruang -
an serta memenuhi kecukupan mi  ni mal 
kantor dengan melibatkan pi   hak ru mah 
tangga GKN I. Sebagai ilus   trasi per-
lu penulis sampaikan, bah wa ruangan 
ter sebut selama ku rang lebih 2 tahun 
su dah tidak di tem pati lagi. Pembaca 
ten tu dapat mem ba yang  kan betapa ter-
pesonanya kami meng  ha dapi suasana 
“riuh rendah’ yang ada, ditambah lagi 
de ngan masih ber  tumpuknya berkas/

OLEH: UNGGUL KUSALAWAN R

Balai
Balai

Tepat tanggal 5 Juni 2009, suatu masa depan dan tantangan baru telah ditetapkan. KMK 
Nomor 532/KM.1/UP.11/2009 mengharuskan diri untuk menempuh tugas baru menjadi 
Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, setelah sebelumnya selama 1 tahun 10 bulan 6 
hari mengampu jabatan Kepala BDK IV Malang. Turut serta bersama penulis ditetapkan juga 
para pejabat eselon IV di lingkungan BDK Denpasar, untuk mengawali kiprah dan mengawal 
pelaksanaan tugas pengembangan SDM di wilayah Bali, NTT, dan NTB.

Kiprah DELAPAN BULAN
Di BDK Denpasar
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do kumen mi lik Karikpa Denpasar di be-
berapa ru ang an. Mengingat bahwa te-
naga keber sihan belum tersedia, maka 
se luruh pe gawai secara all out turut 
ter libat lang sung dalam pembenahan 
ruang an mu lai dari menyusun lay out 
ruang ker  ja, memilih – menata meja/
kursi ker ja, membersihkan ruangan dan 
me me nuhi kebutuhan ATK minimal. Na-
mun di sisi lain kami bersyukur bahwa 
masih terdapat barang inventaris kan-
tor mi lik Karikpa yang cukup layak untuk 
di gu nakan dalam mendukung ope ra si-
o na l isasi kantor (antara lain: meja kerja, 
kur si, lemari, sofa, dll), yang beberapa 
di antaranya masih difungsikan sampai 
de ngan saat ini. Aktivitas kantor secara 
normal baru bisa dilakukan setelah me-
masuki minggu ke-2, seiring dengan da-
tangnya dropping sarana dan kebu tu -
han kantor dari pusat antara lain: mobil, 
komputer, laptop, ATK, dll.  

Dengan segala keterbatasan yang 
ada, pada minggu kedua berhasil di-
diskusikan dan dirumuskan program ker-
ja BDK Denpasar yang akan me war nai 
dan menjadi spirit BDK Den pa sar dalam 
melaksanakan tugas fung  si nya. Program 
tersebut kami beri na  ma KEA program 
yang mencakup: Kon solidasi, Eksistensi, 
Aksi. Nama KEA, terinspirasi dari sejenis 
burung cer das bernama latin nestor 
notabilis yang hidup di wi layah selatan 

Selan dia Ba ru. Burung ini disebut cerdas, 
karena mampu me nirukan sekaligus 
memahami de ngan cepat kata-kata yang 
diajarkan ke pa danya. Spirit ini lah yang 
ingin ditangkap dan di te rap  kan di BDK 
Den pasar, yakni tidak se   ke dar membuat 
peserta diklat mam   pu menghapal na-
mun lebih dari itu mampu menyerap dan 
memahami materi yang diberikan.  

Konsolidasi  mencakup aktivitas ko -
or      dinasi internal dan vertikal, pe me   nu-
han kecukupan sumber daya (sa rana, 
prasarana, SDM), penciptaan ke  nya-
manan kantor, dan pembenahan ruangan 
untuk kelas. Eksistensi di tu ang   kan dalam 
format sosialisasi, pe lak   sanaan kegiatan 
seminar/work shop un  tuk mengenalkan 
keber adaan BDK, koor  dinasi eksternal, 
pelaksanaan TNA ke unit di lingkungan 
wilayah ker ja, dan melibatkan diri dalam 
ke gi atan GKN. Sedangkan program 
Ak si akan di lak sanakan melalui pe nye -
lenggaraan diklat, pelaksanaan se  mi -
nar/workshop, kerja sama diklat, dan 
penjangkauan dik  lat ke wilayah yang 
masih jarang ter sentuh kegiatan diklat.

Memasuki bulan ke-2 keberadaan 
BDK Denpasar, program eksistensi mu  lai 
di aplikasikan dengan meren ca nakan pe-
laksanaan diklat yang terdiri dari: Pro dip 
I BC, Diklat Pengelolaan BMN, dan Diklat 
Bendahara Penge lu ar an. Mengingat 
belum tersedianya fa  si li tas asrama, maka 

Balai
Balai
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diklat dan se mi nar tersebut (kecuali 
prodip I BC) di se leng garakan secara 
eksternal melalui peng  guliran dana dari 
Pusdiklat tek nis terkait. Suatu kenyataan 
yang di hadapi, ternyata cukup susah 
untuk mencari lokasi hotel yang bersedia 
me  nye lenggarakan diklat dengan pa-
gu anggaran sebesar Rp. 300.000/
orang. Perlu diketahui bahwa tarif ho-
tel di daerah Denpasar cukup tinggi  
(terutama yang memiliki kemudahan 
akses transportasi), rata-rata berkisar 
antara Rp 350.000 – Rp 500.000.  Na-
mun demikian setelah melalui proses 
pelelangan umum yang fair dan obyektif,  
di peroleh juga hotel yang cukup layak 
dan bersedia untuk dijadikan sebagai 
tempat penyelenggaraan diklat. Ken-
da  la lain yang dihadapi adalah saat 
akan melaksanakan proses pelelangan 
umum, yakni kurangnya jumlah SDM 
BDK Denpasar yang memiliki kom pe-
ten si di bidang PBJ. Solusinya, ka mi 
meng upayakan tenaga tambahan de-
ngan meminta bantuan tenaga PBJ da -
ri Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ba  li. 
Dari aspek tenaga pengajar, kami men -
dapatkan support yang tinggi dari unit 
teknis Departemen Keuangan di wi layah 
Denpasar (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 
Kanwil Ditjen Kekayaan Negara) me-
ng ingat belum tersedianya tenaga wi-
dyaiswara di BDK Denpasar.  

Program lain yang dilaksanakan se-
bagai bagian tidak terpisahkan da ri 
pro gram eksistensi adalah pe nye leng-
ga raan seminar perpajakan dengan ju-
dul “Dampak Kebijakan Pengalihan PBB 
Perdesaan dan Perkotaan Serta BPHTB 
Dari Departemen Keuangan Ke Pe-
merintah Daerah”, yang dilaksanakan 
da lam 2 hari (tanggal 1 - 2 Desember 
2009) sekaligus sebagai salah satu 
ben  tuk sosialisasi untuk mengenalkan 
ke beradaan BDK Denpasar.  Melalui se -
mi nar ini, kami mencoba untuk men ja-
ring potensi diklat dari unit/satker non 
Departemen Keuangan melalui se ba ran 
angket yang antara lain memuat ke bu-
tuhan diklat unit tersebut terhadap pe-
ngetahuan di bidang keuangan ne gara.

Yang cukup menjadi kendala dalam 
pelaksanaan tugas awal BDK Denpasar 
adalah belum dimilikinya DIPA tahun 
2009, sehingga untuk sementara dalam 
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*) Penulis adalah:  Kepala Balai Diklat 
Keuangan Denpasar

kurun waktu tersebut pendanaan rutin 
digulirkan dari pusat.  Walaupun bukan 
merupakan suatu hal yang serius, na mun 
terkadang permasalahan tek nis (misal: 
penyerahan dokumen ke leng  kapan SPJ, 
koreksi terhadap SPJ, pe nan datanganan, 
jeda waktu pen cairan dll) turut mewarnai 
selama pro ses peng guliran dana.  

Bagaikan putri bali yang sedang 
merias diri,  perumpamaan ini layak un-
tuk dilekatkan terhadap kondisi BDK 
Denpasar saat ini. Memasuki bulan 
ke-8 keberadaan BDK Denpasar, telah 
banyak kemajuan yang dapat dicatat.  
Sampai dengan saat ini, BDK Denpasar 
telah melengkapi diri dengan sarana 
trans portasi (mobil), komputer/laptop, 
ruang kuliah ber AC + LCD, fasilitas 
internet, ATK, telepon internal via GKN I 
dan faksimile.  Selain itu, BDK Denpasar 
telah dilengkapi dengan sumber daya 
manusia sebanyak 13 orang yang terdiri 
4 orang pejabat, 2 orang koordinator 
kegiatan urusan/korlak dan 7 orang 
staff pelaksana. Untuk memenuhi sa-
rana kantor/kelas yang lebih kondusif 
dalam waktu dekat akan dilakukan re-
no vasi ruangan yang mencakup per-
baikan ruang kantor, ruang kelas, dan 
memenuhi perlengkapan pendukung 
kantor yang lebih representatif. Dari si si 

perencanaan diklat, telah disusun pro-
gram diklat 2010 yang mengacu pada 
hasil telaahan kebutuhan unit/satker 
baik yang berasal dari Departemen 
Keuangan maupun non Departemen 
Keuangan. Dari sisi perencanaan ang-
garan, telah dilakukan revisi terhadap 
DIPA tahun 2010 dengan berbasiskan 
pada kebutuhan riil BDK Denpasar.  De-
ngan kesiapan tersebut, membuat ka mi 
berani untuk masuk tahapan ke pro-
gram berikutnya yakni Aksi, yang an-
tara lain akan diaktualisasikan melalui 
pe nyelenggaraan Diklat Bendahara Pe-
ngeluaran terhadap pegawai Kanwil 
DJP Nusa Tenggara.  Selain itu dalam 

jang ka panjang telah disusun konsep 
renstra 2010 – 2014 yang antara lain 
men cakup rencana pengadaan tanah, 
pem bangunan gedung asrama BDK 
Den pasar, dan pemenuhan kelengkapan 
asrama/kantor. 

Kalau dikatakan pernah terjadi suatu 
masa duka, semua itu telah terlewati 
dalam periode awal kami melaksanakan 
tugas. Rasanya untuk kurun waktu ke 
depan, kami telah berhak menikmati 
masa suka-nya (ukr).

Bagaikan putri bali 
yang sedang merias 
diri,  perumpamaan 

ini layak un tuk 
dilekatkan terhadap 

kondisi BDK 
Denpasar saat ini.
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OLEH: MILA MUMPUNI*)

MODEL BLENDED LEARNING: 

Antara Diklat Konvensional dan 
E-Learning 

Berawal pada tahun 1975, BPPK de-
ngan perubahan struktur organisasi yang 
dinamis telah menghasilkan berbagai pro-
gram diklat di bidang Keuangan Ne  gara. 
Sangat disadari bahwa diklat mem  punyai 
fungsi strategis sebagai sara  na untuk 
mem bangun sumberdaya ma  nu  sia (SDM). 
Mo del diklat seba gai  ma na umumnya di 
lem baga dik lat meng gu nakan pendekatan 
an dra gogi sebagai im ple mentasi teori 
pem belajaran orang de wasa. Menurut 
Know les (1990) dalam Noe (2002:116), 
te ori pembelajaran orang de wasa sa-
ngat penting dikembangkan da lam pro-
gram pelatihan karena peserta dik lat 
(se   bagai orang dewasa) mempunyai ke-
cen   derungan menghabiskan waktu tidak 
pa da pendidikan formal. Desain diklat 
un    tuk orang dewasa didasarkan pada 
kon     sep diri, pengalaman, kompetensi, 
dan orientasi perspektif waktu terhadap 
pem   belajaran. Oleh karena itu, BPPK se -
la  lu bersikap aktif dalam me ngi kuti per-
kem  bangan kebutuhan dik lat de ngan 
me  la  kukan evaluasi dan pe nyem  pur  na-
an. Buku Program Diklat BPPK ta hun 
2007 menjelaskan bahwa Eva lu a si dan 
pe   nyem purnaan tersebut me li pu  ti pe do-
man penyelenggaraan dik lat, ku  ri  ku lum, 
ma teri, bahan ajar, me to de eva lua si, me-
to  de pembelajaran, pe ning katan mu tu 
sa ra na dan prasarana, pem biayaan, pe-
nga  jar maupun SDM penye lenggara dik-

lat itu sendiri. 
Kinerja pegawai yang diharapkan da-

pat terpenuhi setelah melewati pro ses 
diklat sehingga lulusan diklat mam pu 
mengimplementasikan hasil pembe la ja-
ran. Oleh karena itu calon peserta dik lat 
harus mengetahui alasan mereka mem-
pelajari sesuatu yang diajarkan pada 
dik lat. Noe (2002:123) mengemukakan 
bah  wa peserta diklat akan mampu mem-
pe lajari dengan baik apabila mereka me-
ma hami tujuan dari diklat tersebut. Tujuan 
dik lat akan mengacu pada dampak yang 
di harapkan pada kegiatan diklat. Secara 
ga ris besar tujuan sebuah diklat memiliki 
3 komponen yaitu: 

a) kinerja yang diharapkan dari para 
pegawai, 

b) kriteria kualitas kinerja, dan 
c) kondisi yang diharapkan pada dam-

pak pelatihan. 
Demikian pula di BPPK, dalam men-

de sain setiap diklat selalu ditekankan 
pa da kinerja yang diharapkan nantinya 
da pat diaplikasikan di instansi asal pe-
ser ta diklat. Kinerja diklat teknis yang 
di se lenggarakan oleh BPPK secara ga-
ris besar menitikberatkan pada penge-
tahuan dan keterampilan yang terkait 
de ngan pengelolaan Keuangan Negara. 
Be gitu juga menurut Sredl & Rothwell 
da  lam buku yang ditulis oleh Noe me-
nge mukakan bahwa setiap ranah akan 
menghasilkan kinerja tertentu. Seba gai 
contoh ranah pengetahuan akan meng -

hasilkan kinerja yang mampu men de-
fi nisikan karakteristik pekerjaan, ra nah 
ke te rampilan akan menghasilkan kiner ja 
yang mampu mengoperasikan alat ker  ja, 
atau pun ranah menganalis akan meng ha-
sil kan kinerja yang mampu meng ana lisis 
sam pai dengan membanding kan.

Umumnya diklat yang sudah dilak-
sanakan oleh BPPK menggunakan model 
konvensional. Proses pembelajaran dilaku-
kan melalui interaksi langsung antara pe-
nga jar dan peserta diklat. Keuntungan 
dik lat konvensional adalah proses interaksi 
ak tif dapat terjalin antara pengajar dan 
peserta diklat. Hal ini berarti kesulitan 
dalam penyampaian materi dapat dise-
le  sai kan dalam kelas. Konsentrasi peserta 
diklat akan berpengaruh karena waktu 
yang disediakan peserta diklat di  luar 
tugas rutinnya. Sedangkan keku rangan-
nya adalah tuntutan yang be rat dari sisi 
waktu, dengan waktu yang terbatas pa-
da jadwal diklat maka peserta harus 
mam pu memahami dan mempraktikkan 
mate ri ajar. Karena bagaimanapun dik lat 
yang menghasilkan lulusan yang ber ke-
te  rampilan harus tersimultan antara kon-
sep kelas pembelajaran dan kelas ketika 
bekerja nantinya, seperti yang dijelaskan 
di dalam buku Training in Organizations: 
Needs Assesment, Development, and 
Eva luation karangan Goldstein & Ford. 
Tujuan diklat konvensional dapat ter pe-
nuhi dengan adanya waktu, biaya dan 
tempat yang signifikan. Dengan mening-

Diantara 
Transisi dan 
Solusi 
di Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan (BPPK) sebagai 
Model diklat Masa depan 
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katnya kebutuhan kuantitas dan kualitas 
diklat maka diklat konvensional akan sulit 
berkembang. 

Menanggapi kendala penggunaan 
mo del konvensional dalam dunia pendi-
dikan, kehadiran teknologi informasi da-
pat menjadi salah satu alternatif pilihan 
untuk menyelenggarakan program pen-
di dikan. Perkembangan teknologi infor-
ma si telah memunculkan solusi baru ba  gi 
dunia pendidikan dalam bentuk e-learn-
ing. Sesuai dengan definisi pada ka mus 
bahasa Inggris (glossary), adapun yang 
dimaksud dengan e-learning adalah sis-
tem pendidikan yang menggunakan apli-
kasi elektronik untuk mendukung be lajar 
mengajar dengan media Internet, jaringan 
komputer, maupun komputer. Kun ci ke-
suksesan model e-learning adalah pa da 
fungsi pada level tinggi interaksi antara 
para pengguna dan instruktur, seperi 
yang dijelaskan dalam buku ber judul 
Training in Organizations: Needs Asses-
ment, Development, and Evaluation.
Ke ga  galan implementasi e-learning bu-
kan semata-mata pada masalah tools, 
soft ware atau infrastruktur; melainkan 
ke cen derungan karena beratnya peru-
ba han budaya kerja dan karena tidak 
ada  nya motivasi untuk knowledge sha-
ring. Model e-learning akan menjadi po-
pu  ler bersamaan dengan kebutuhan or-
ga nisasi dalam pengembangan kualitas 
sum   ber daya manusianya. Karena model 
ini meminimalkan biaya pelatihan, ber-
dam   pak pada penganggaran dan ber aki-
bat pada jumlah SDM yang diting kat kan 
kompetensinya mening kat pula. Peng gu-
naan metode e-learning yang semakin 
digemari dunia pendidikan memberikan 
dampak positif seperti: metode ini lebih 
efektif dan efisien, menghemat waktu, 
bi aya dan tenaga, mendorong peserta 
di dik untuk memanfaatkan teknologi. Di 
si si lain dampak negatif yang ditimbulkan 
adalah menjadikan peserta didik menjadi 
ma las, semakin jauh dari buku, dan ku-
rang mengetahui serta menghormati 
pe  ngajar karena kurangnya komunikasi 
lang sung. Oleh karena itu, penggunaan 
me tode pembelajaran e-learning harus 
di tinjau ulang lagi apakah benar-benar 
ber manfaat bagi peserta didik atau tidak. 
Dublin (2003) dalam Romi SW (2007) 
men catat bahwa dari sebuah studi yang 
di lakukan Forrester Group kepada 40 
pe  ru sahaan besar menunjukkan bahwa 
se  bagian besar pekerja (lebih dari 68%) 

me  nolak mengikuti pelatihan yang 
meng   gunakan konsep e-learning. Ketika 
e-l earn  ing itu diwajibkan kepada mereka, 
se   be sar 30% menolak untuk mengikuti. 
Se   dangkan menurut Delio dalam buku 
de  ngan judul yang sama mengindikasikan 
bah  wa orang-orang yang mendaftar un-
tuk mengajar e-learning, sebesar 50% - 
80% tidak pernah menyelesaikan sampai 
akhir.

Demikian juga dengan program diklat 
instansi pemerintah khususnya di BPPK. 
E-learning menuntut perubahan budaya 
be lajar dari ruang, materi, dan waktu 
yang terbatas ke arah pembelajaran yang 
ser ba tidak terbatas dan bergantung 
se penuhnya pada motivasi peserta. 
Ber beda dengan model konvensional 
yang memberikan tanggung jawab se-
pe nuhnya pada instruktur untuk me-
nyampaikan materi kepada peserta dik-
lat. Masa transisi perubahan dari model 
konvensional menuju model e-learning 
di perlukan satu model yang aplikatif 
dan cepat teradaptasi oleh peserta dik-
lat. Model blended learning (MBL) yang 
diaplikasikan di beberapa negara tercatat 
sebagai proses transisi menuju proses 
distance learning seperti Korea dan Ma-
lay sia. Sedangkan di Jepang MBL se-
ba gai model terbaik saat ini, namun 
ti dak menutup kemungkinan adanya 
pe ru bahan kebijakan beralih pada full 
e-learning. China pun memilih MBL se-
bagai solusi terbaik saat ini untuk meng-
ha silkan kualitas pendidikan. Model 
Blen  ded Learning pada negara-negara 
ter se but sesuai dengan penjelasan 
yang terdapat dalam buku berjudul The 
Handbook of Blended Learning.

Berbagai negara yang sudah me-
ne rapkan MBL sebagai transisi ataupun 
sebagai solusi dalam model pem be-
lajarannya secara garis besar meni tik-
beratkan kualitas model tersebut pada 
kuri kulum, peranan organisasi, dukungan 
in frastruktur dan evaluasi instruksional. 
Ber dasarkan contoh-contoh di berbagai 
ne gara maka BPPK perlu menguji MBL 
se bagai transisi atau solusi, dalam rang-
ka efisiensi dan efektivitas waktu pe-
nyelenggaraan diklat. Dengan diterapkan 
MBL maka setidak-tidaknya di setiap 
awal tahun anggaran telah ditetapkan 
ca lon peserta diklat yang berkewajiban 
mem pelajari teori melalui e-book mau-
pun e-learning; sedangkan untuk peman-
tapan materi sekaligus praktik teknis ke-

te rampilan dilakukan dengan pola face 
to face (F2F) learning. Hal ini mengingat 
dik lat di BPPK sebagian besar merupakan 
dik lat teknis yang memerlukan bagian 
prak tik pembelajaran baik di laboratorium 
maupun lapangan kerja. 

Pokok Kajian 
Buku karangan Shaw dan Inderi 

yang berjudul Effectively implementing 
a blended approach: maximizing advan-
tages and eliminating disadvantages men-
jelaskan bahwa blended learning bukan 
suatu konsep hal yang baru karena sudah 
dikembangkan di Amerika sekitar tahun 
1990an. Saat itu menjadi populer baik di 
perusahaan maupun perguruan tinggi. 
Bonk dan Graham mencatat bahwa pada 
awalnya blended learning system terdiri 
dari 3 (tiga) pengertian seperti dikutip 
dari penelitian Graham, Allen dan Ure 
(2003) yaitu: 

(1)  kombinasi media instruktursional, 
(2) kombinasi metode instruktursional, 

dan 
(3) kombinasi online dan instruksi 

tatap muka. 
Namun, pengertian yang pertama 

dan kedua menjadi perdebatan pada 
pe ngaruh media dan metode terhadap 
pem belajaran. Karena bagaimanapun 
baik metode maupun me  dia ti dak da-
pat ditinggalkan salah satunya dalam 
pro ses pembelajaran. Kedua nya diper-
lu kan, terlebih dalam pengem ba ngan 
pem  be lajaran “virtual”. Oleh ka re  na itu 
pe ngertian yang ketiga le bih me re flek-
si kan bagaimana konsep pem be la jaran 
yang di”blend”. Bonk dan Graham  men-
de fenisikan blended learning system se-
ba gai berikut: “blended learning system 
combine face to face instruction with 
computer-mediated instruction” 

Salah satu artikel berjudul Blended 
Learning, Educause Center for Applied 
Research karangan Dziuban, C.D., Hart-
man, J.L., Moskal, P.D. mempertegas 
pe  nger  tian blended learning yaitu 
meng   kom  binasikan kelas F2F dengan 
pem   be  lajaran secara online dan mengu-
ra ngi jam pembelajaran di kelas. Dengan 
me  ngurangi jam belajar di kelas sudah 
mem  bawa atau mengarahkan motivasi 
belajar siswa ke arah metode secara online 
yang menggunakan fasilitas e-learning. 
Mo ti vasi lebih dititikberatkan pada siswa, 
ti dak lagi pada pengajar atau instruktur. 
Blended learning yang diinginkan (Dziu-
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ban dkk, 2004) lebih lanjut adalah adanya 
beberapa hal sebagai berikut: 
(a) perubahan instructur-centered ke 

student-centered yang menjadikan 
siswa ke dalam proses pembelajaran 
interaktif yang fleksibel; karena tidak 
dibatasi pada ruang dan waktu jam 
belajar di kelas, 

(b) peningkatan dalam interaksi siswa 
dengan instruktur, siswa dengan 
siswa maupun siswa dan instruktur 
dengan konten e-learning, dan 

(c) terdapat proses integrasi formatif 
dan mekanisme penilaian baik bagi 
siswa itu sendiri maupun instrukur 
(karena konten e-learning harus 
selalu di up date berdasarkan 
kebutuhan siswa dan instruktur). 

Keuntungan dengan diterapkan mo-
del blended learning berpengaruh pada 
prestasi siswa maupun instruktur pada 
akhirnya (Dziuban dkk, 2004). Selain itu, 
juga berpengaruh pada organisasi ka-
rena efisiensi penggunaan ruang ke las. 
Pada diklat-diklat konvensional, pengu-
rangan penggunaan ruang kelas sangat 
berpengaruh pada berbagai hal, seperti: 
(1) biaya sewa ruang, 
(2) biaya ganti transportasi pengajar dan 

peserta, 
(3) biaya akomodasi bagi pengajar dan 

peserta, dan 
(4) biaya penggandaan materi. Dengan 

pengurangan biaya di berbagai 
kom ponen tersebut berakibat efi-
siensi dana yang dialihkan untuk 
me nambah jumlah peserta yang 
mem peroleh kesempatan mengikuti 
diklat. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa blen-
ded learning seharusnya dipandang 
se ba  gai pendekatan pedagogis yang 
me ne rapkan berbagai pendekatan pem -
be lajaran ketimbang dilihat dari se be-
rapa besar sistem yang terbentuk an-
tara face to face (F2F) dibandingkan 
de ngan secara online. Blended learning 
se harusnya mengkombinasikan se cara 
arif, relevan dan tepat antara po ten-
si F2F dengan potensi teknologi infor-
masi dan komunikasi yang demikian 
pesat berkembang saat ini sehingga 
memungkinkan: 
(1) terjadinya pergeseran paradigma 

pem belajaran dari yang dulunya 
lebih berpusat pada guru menuju 

paradigma baru yang berpusat pada 
siswa (student centered e-larning), 

(2) terjadinya peningkatan interaksi atau 
interaktifitas antara siswa dengan 
guru, siswa dengan siswa, siswa/guru 
dengan konten, siswa/guru dengan 
sumber belajar lainnya dan 

(3) terjadinya konvergensi antar ber ba-
gai metode, media sumber belajar 
ser ta lingkungan belajar lain yang 
re levan. 

Blended learning didesain karena 
pro ses interaksi pada kelas konvensional 
ti dak cukup bagi siswa maupun pengajar 
ka re na terbatas proses tersebut pada 
ruang kelas saja. Seperti halnya yang ter-
jadi pada diklat-diklat yang ada di BPPK 
kondisi keterbatasan ruang dan wak tu 
sangat menyulitkan bagi peserta dik lat 
maupun instruktur. Kondisi peserta ada 
yang sedikit paham, kurang paham bah-
kan tidak paham mengenai teknis kete-
rampilan pengelolaan keuangan “dipaksa” 
harus memahami sampai mampu mem-
praktikkan aplikasi-aplikasi yang ada se-
te lah selesai diklat. Dari sisi instruktur pun 
memiliki tingkat kesulitan yang sama, 
yaitu bagaimana menyampaikan materi 
ba gi peserta yang memiliki pemahaman 
awal yang berbeda-beda terhadap la-
po ran keuangan, tetapi harus mampu 
setelah selesai mengikuti diklat. 

Efektivitas blended learning dapat 
ter wujud ketika instruktur atau pengajar 
mem berikan problem centered tasks 
yang tepat sasaran, seperti misalnya: de-
mon strasi, aplikasi, dan integrasi yang 
digunakan. Sigh dan Reed (2001) menya-
ta kan efektivitas pembelajaran melalui 
blen ded learning adalah karena instruktrur 
atau pengajar tidak hanya mampu mem-
presentasikan kondisi masalah yang 
bersifat riil saja melainkan termasuk ba-
gai mana memecahkannya dengan men-
cari solusi terhadap permasalahan-per-
masalahan tersebut. 

MBL sebagai pilihan 
Perubahan budaya belajar dari tea-

cher-centered instruction menuju stu-
dent-centered instruction memerlukan 
pembenahan di berbagai sisi, diantaranya 
mengubah model pembelajaran e-learn-
ing. Dengan model tersebut, efisiensi dan 
efektivitas memang tercapai baik dari 
si si biaya, tempat dan waktu. Namun, 
sa ngat disadari bahwa menuju tahap 

ter sebut memang berat dan sulit. Dari 
sisi infrastuktur, BPPK dihadapkan pada 
kemampuan dalam pembiayaan dan 
kon disi geografis yang belum dapat 
selu ruhnya mampu memperoleh fasilitas 
infra struktur tersebut. Tetapi dari sisi 
jum lah peserta diklat yang memerlukan 
pe latihan keterampilan pengelolaan ke-
uangan negara mengharuskan ada satu 
perubahan model pembelajaran. 

Untuk mengantisipasi masa transisi 
tersebut, di berbagai negara sudah mene-
rapkan Model Blended Learning (MBL) 
yang mengombinasikan online system 
dengan face to face (F2F) learning. Ke-
un tungan MBL diperoleh baik dari sisi 
lem baga pendidikan maupun peserta di-
dik itu sendiri. Dari sisi peserta, efisiensi 
wak tu dalam menggali pengetahuan 
dan masih memungkinkan pemantapan 
materi melalui F2F learning. Dari sisi lem-
baga pendidikan didapatkan efisiensi 
biaya dalam mengerahkan sumber-sum-
ber daya dalam proses pembelajaran 
tersebut berlangsung. 

BPPK sebagai unit organisasi yang 
dipercaya sepenuhnya dalam melatih 
dan mendidik para pengelola keuangan 
negara dihadapkan pada pilihan dinamis 
terhadap kondisi riil di lapangan. Konsep 
full e-learning yang ramah teknologi diha-
dapkan pada kendala selain pembiayaan 
membangun sistem juga pengukuran 
kinerja hasil diklat maupun kinerja 
para instruktur atau pengajar. Konsep 
MBL yang masih dikategorikan ramah 
teknologi tidak dihadapkan kendala 
pengukuran yang kinerja karena tolok 
ukur kinerja MBL bukanlah tolok ukur 
baru, namun sebagai tindak lanjut dari 
pola diklat konvensional. Kedua model 
tersebut merupakan desain model diklat 
masa depan di berbagai negara, BPPK 
tinggal menyesuaikan dengan kondisi 
organisasi menjadikan MBL sebagai masa 
transisi atau solusi yang terbaik. Pilihan 
antara sebagai transisi atau sebagai solusi 
semua bergantung pada BPPK dalam 
menyikapi konsep lembaga diklat yang 
semakin mendekat kepada publik namun 
mampu berkompetisi dengan lembaga 
dik lat lainnya. Negara-negara yang men-
jatuhkan pilihan MBL sebagai solusi tetap 
mampu menghasilkan kualitas pendidikan 
yang baik. BPPK, saatnya jatuhkan pilihan 
desain model diklat masa depanmu....

* Penulis adalah Widyaiswara Muda pada 
Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
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Mengenal (kembali) 
Kebijakan Fiskal
OLEH: BAMBANG WIDJAJARSO*)

S
uatu fenomena yang layak di ama ti 
di sebuah negara yang mu lai me-
nerapkan prinsip-prinsip demo kra si 

modern, seperti Indonesia, karena mu lai 
timbulnya rasa tanggung jawab pu blik 
untuk memahami arah kebijakan peme-
rintah, khususnya di bidang keuangan 
dan kemudian berusaha untuk ikut serta 
da lam proses evaluasinya. Terpicu dari 
kon disi diatas, tulisan tentang aspek da-
sar kebijakan fiskal ini ditulis.

Apakah Kebijakan Fiskal itu?
Kebijakan fiskal dapat dimengerti 

se bagai kebijakan pemerintah yang ber-
kaitan dengan penerimaan dan penge-

luaran negara, serta pembiayaan anggaran 
negara. Definisi yang cukup sederhana, 
akan tetapi mencakup begitu banyak 
as pek yang perlu dipahami. Pertama, 
ka  re na kebijakan fiskal tertuang dalam 
ang garan negara, kebijakan seperti itu 
me rupakan kebijakan politik yakni berupa 
ke sepakatan antara pemerintah sebagai 
ek sekutif bersama DPR sebagai legislatif, 
se hingga kebijakan fiskal yang mengikat 
ini perlu dituangkan dalam peraturan per-
un dangan. Kedua, kebijakan fiskal yang 
ter cermin dalam anggaran negara dan 
diperankan oleh kementerian keuangan 
erat kaitannya dengan asumsi-asumsi 
ma kro, seperti misalnya tingkat inflasi dan 

kurs yang diperankan oleh bank sentral 
su atu negara. Ketiga, kebijakan fiskal ber-
korelasi langsung terhadap kondisi eko-
nomi suatu negara, setidaknya bila kita 
melihat hubungan antara pendapatan 
na sional yang diakibatkan oleh konsumsi, 
in vestasi dan belanja pemerintah. Isu-isu 
utama dalam penerimaan, pengeluaran 
dan pembiayaan akan diuraikan setelah 
kita melihat fungsi pemerintah di bidang 
ekonomi dibawah ini.

Fungsi Pemerintah dalam bidang 
ekonomi.

Disadari bahwa peran pemerintah 
dibidang ekonomi menyangkut tiga hal 

Dalam berbagai kesempatan inteaksi dengan peserta diklat – dari pemerintah pusat maupun 
daerah, mahasiswa bahkan sesama karyawan Departemen Keuangan sekalipun, pertanyaan 
seputar apa dan mengapa anggaran kita (APBN) dirancang untuk defisit, sehingga pemerintah 
perlu hutang, mengapa tidak memberdayakan penerimaan pajak saja, dan mengapa struktur 
belanja pemerintah sepertinya hanya diarahkan kepada kelompok pengeluaran tertentu saja, 
hampir selalu muncul ke permukaan. 
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yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. 
Fung si alokasi adalah fungsi pemerintah 
dibidang penyediaan barang dan ja sa 
(publik), misalnya pertahanan dan ke -
amanan, sarana dan prasarana infra-
struk tur, pendidikan, kesehatan dan 
se   ba  gai nya, yang dibutuhkan oleh ma-
sya   rakat. Kenapa fungsi ini dilakukan 
oleh pemerintah, karena barang publik 
se perti itu tidak disediakan oleh swasta, 
da lam kapasitas tertentu, sehingga 
pemerintahlah yang mempunyai ke wa  ji-
ban untuk menyediakannya. Ke mu  dian, 
fungsi distribusi adalah fungsi pe me rin-
tah dalam pengalokasian dana un tuk 
men jamin terjadinya efisiensi dan ke-
adilan dalam alokasi sumber daya dan 
untuk mengurangi kesenjangan dan me-
ningkatkan pemerataan pendapatan antar 
warga masyarakat. Sedangkan fungsi 
sta  bilisasi menyangkut fungsi pemerintah 
da  lam penggunaan kebijakan anggaran 
se  bagai alat untuk mempertahankan ting-
kat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi 
dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan 
memperhitungkan akibat kebijakan pada 
perdagangan dan neraca pembayaran.

menaikkan tarif pajak, misalnya. Isu utama 
dalam public revenues menyangkut be-
be rapa prinsip perpajakan berikut: prinsip 
keadilan, kepastian, kenyamanan dan 
man faat ekonomi.

Menurut Adam Smith, prinsip keadilan 
menekankan bahwa beban pajak harus 
disesuaikan dengan kemampuan relatif 
masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh 
masyarakat yang berpenghasilan rendah 
harus lebih kecil dibandingkan dengan 
pajak dari golongan masyarakat yang 
lebih tinggi. Pajak diharapkan dapat 
men   jadi alat distribusi pendapatan se-
cara lebih wajar, adil dan akan mengu-
rangi kesenjangan pendapatan. Prinsip 
ke pastian dimaksudkan agar tidak ter jadi 
distorsi berupa kesalahan yang di sengaja 
(penyelewengan) atau yang ti    dak di-
sengaja sebagai akibat dari keku rang -
pa haman. Kebijakan perpajakan ha rus 
dibuat sesederhana mungkin dan di for-
mulasikan menggunakan kata-kata yang 
meminimalkan adanya penafsiran ganda. 

Prinsip kenyamanan menggaris ba-
wahi pentingnya menciptakan kondisi 
yang menyenangkan bagi wajib pajak 
agar dengan sukarela bersedia memenuhi 
kewajiban-kewajibannya. Dengan kata 
lain, sebisa mungkin dihindarkan adanya 
unsur-unsur menekan atau kekerasan. 
Kenyamanan wajib pajak dapat diberikan 
dengan bentuk layanan prima. Prosedur 
pembayaran pajak harus dibuat semudah 
mungkin. Kepada mereka yang patuh ha-
rus diberikan penghargaan yang se timpal. 
Terakhir, prinsip ekonomi menegaskan 
pentingnya perbandingan antara biaya 
dan hasil yang efisien. 

Prinsip di atas menekankan fokus 
ke  bijakan yang mengarah pada per-
tum   bu han ekonomi, sehingga dima sa 
men datang menghasilkan pene ri  ma-
an pajak lebih banyak dan ber ke si nam-
bu ngan (suistainable), karena perilaku 
wa jib pajak yang produktif akan se lalu 
di do rong. Kebijakan perpajakan ju ga 
da pat dijadikan alat pengatur (regu la-
tory), misalnya apakah pemerintah akan 
mendorong pola konsumsi, dengan 
mem  be ban kan pajak yang ringan pada 
ke  giatan konsumsi, atau sebaliknya. 
Dan tidak lupa, kebijakan diperlukan un-
tuk memperoleh suatu kondisi dimana 
ter  dapat kesadaran masyarakat untuk 
mem  bayar pajak, penegakan peraturan 
per pajakan dan ketersediaan petugas fis-
kus yang mampu dan jujur.

Aspek belanja pemerintah (public 
expenditures). 

Isu sentral masalah belanja pemerintah 
mengacu pada dua tugas utama yang 
menjadi tanggung jawab negara seperti 
yang dikatakan oleh Adam Smith, yakni 
negara berkewajiban memberi rasa aman 
dari segala ancaman dalam bentuk apa 
pun bagi semua warganya, dan negara 
juga harus mendorong dan menciptakan 
kesejahteraan ekonomi bagi semua war-
ga nya (welfare state regime). Diantara 
pen jabaran kesejahteraan adalah kebi ja -
kan dibidang ketenagakerjaan (employ-
ment), pendidikan (education), kesehatan 
(health service), jaminan sosial (social 
security) dan perumahan (housing). Se-
cara terencana, seluruh kebijakan pe-
me  rintah dalam bidang pengeluaran 
atau belanja mempunyai target akhir ke-
sejahteraan masyarakat.

Pada titik ini, fungsi kementeriaan 
keuangan sebagai Chief Financial Officer 
(CFO) dalam pengelolaan anggaran ne-
gara mempunyai keterkaitan yang sa-
ngat erat dengan fungsi kementerian 
tek nis sebagai Chief Operating Officer 
(COO). COO inilah yang mengimple men-
tasikan kebijakan fiskal di bidang be lanja 
negara karena mereka yang ber sentuhan 
langsung dengan pelayanan yang di-
berikan pemerintah kepada masya ra-
kat  nya dalam mencapai kesejahteraan. 
Ting kat kesejahteraan masyarakat diten-
tu kan seberapa optimal pelayanan yang 
diberikan oleh kementerian teknis dan 
seberapa kementerian teknis dapat di-
biayai dari dana yang dikumpulkan oleh 
kementerian keuangan. Karena sifat nya, 
belanja pemerintah selalu tumbuh da  ri 
waktu ke waktu, selain karena per  tum-
buhan jumlah penduduk dan pe ru bahan 
harga relatif, juga karena pe nge luaran 
pemerintah juga dapat di fungsikan se-
bagai rangsangan (stimulus) bagi ke-
giatan ekonomi masyarakat.

Aspek pembiayaan (public financing).
Isu sentral dalam bidang pembiayaan 

pertama yang harus dipahami ada lah 
ala san pemerintah melakukan pen  de -
ka   tan anggaran defisit, yakni se  buah 
kon  sep anggaran dimana ang ga ran be-
lanjanya melebihi anggaran pen da pa -
tan nya. Pertimbangan utama ada lah 
bah  wa pemerintah tidak ingin me nun-
da pelayanan dan tidak ingin me  nunda 
meningkatkan kesejahteraan ma sya ra-
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Aspek penerimaan negara (public 
revenues).

Memang pemerintah menginginkan 
su atu kondisi adanya penerimaan negara 
yang optimal sehingga dapat digunakan 
un tuk membiayai kegiatan pemerintah. 
Na mun demikian, ini bukan berarti bahwa 
pemerintah harus serta merta langsung 
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kat nya, khususnya di bidang pe nye dia-
an infrastruktur, sehingga dalam pro yek 
penyediaan sarana dan prasarana sering-
kali pemerintah memerlukan hutang 
atau bekerjasama dengan pihak swasta. 
Kebijakan ekspansif seperti ini diperlukan 
untuk menggerakkan ekonomi, terutama 
pada kondisi ekonomi yang sedang lesu. 
Untuk menutup defisit, pemerintah bisa 
menutupnya dari berbagai alternatif 
pem biayaan. 

Hutang untuk investasi, misalnya, di-
pandang perlu jika pemerintah meren-
ca nakan melakukan pembangunan pra-
sarana yang dibutuhkan oleh warganya, 
sementara pendapatan terbatas. In ves -
ta si tidak akan ditunda dengan hara-
pan manfaat (ekonomi) bisa segera di-
per oleh masyarakat untuk melakukan 
ke  gi atan ekonomi, dan akhirnya ber-
muara juga pada tugas pemerintah me-
numbuhkembangkan ekonomi. Per tum -
buhan ekonomi diperlukan agar ter buka 
kesempatan kerja yang lebih luas dan 
juga efek ganda lain di bidang konsumsi 
dan investasi. 

Kerjasama dengan pihak swasta 
(Public Private Partnership)  diperlukan 
ji ka kapasitas sumber daya pemerintah 
ter batas dan penyediaan barang dan jasa 
yang dibutuhkan masyarakat mendesak 

di lakukan. Pemerintah bisa berbagi risiko 
de ngan swasta. Meski perlu dibayar le-
bih mahal oleh pengguna infrastruktur, 
masyarakat tidak akan keberatan jika in-
fra struktur tersebut akan menggerakkan 
po tensi ekonomi yang dapat ditangkap 
oleh mereka. Dalam jangka panjang, pe-
me rintah bisa mengambil manfaat dari 
kegiatan eknomi masyarakat yang me-
ru pakan titik-titik pajak yang sudah ber-
kembang yang diakibatkan oleh peng-
gunaan infrastruktur tersebut.

Isu sensitif kebijakan fiskal.
Kalau kita amati, masyarakat saat ini 

sudah sangat cerdas dalam mengkritisi 
kebijakan-kebijakan yang diambil peme-
rintah, apalagi kalau kebijakan tersebut 
langsung mengakibatkan beban bagi me-
reka. Beberapa contoh kebijakan dibawah 
ini mungkin bisa dijadikan bahasan.

Pertama, ketika pemerintah mengam-
bil keputusan untuk menaikkan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM), terjadi per-
ten tangan yang luar biasa dari ma-
syarakat. Kenapa bisa seperti itu? Ada 
dua kepentingan ekstrim yang bertemu: 
di satu pihak, masyarakat menginginkan 
harga BBM (dan juga komoditi lain) murah 
yang disebabkan oleh rendahnya daya beli 
masyarakat dengan beberapa alasan dan 

di lain pihak, pemerintah menginginkan 
sehatnya APBN. Pemerintah menyadari 
bahwa subsidi memang diperlukan untuk 
mengurangi beban masyarakat dan de-
ngan demikian aspek kesejahteraan ma-
sya rakat akan mengalami peningkatan. 
Namun demikian, pemerintah tentunya 
punya pertimbangan bahwa jika subsidi 
BBM masih cukup besar, anggaran be-
lan ja akan tersedot banyak pada be-
lan ja subsidi BBM dan akan berakibat 
ber kurangnya porsi belanja lainnya. Di-
tambah dengan pos subsidi lain, misal 
subsidi pupuk, kondisi beban belanja akan 
semakin berat. Jika hasil pendapatan pa-
jak meningkat pesat, mungkin beban 
be lanja akan banyak terbantu, tetapi 
apa kah para pembayar pajak sudah se-
cara sukarela memenuhi kewajibannya 
ke pada negara dengan tepat waktu? 
Apa boleh buat, pengelola kebijakan 
fiskal, dengan persetujuan legislative, 
ha  rus lah membuat skala prioritas, dan 
mung kin subsidi BBM dipandang per-
lu semakin hari semakin dikurangi un tuk 
me nyehatkan APBN. Perbedaan su dut 
pan dang seperti ini yang sering ter jadi. 
Se ring para pengamat ekonomi mem-
be rikan analisis yang cukup tajam jika 
su dah menyangkut kepentingan rakyat 
ba nyak, namun harus dipahami bahwa 
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Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

pa ra pengamat ekonomi itu mungkin 
ha nya melihat satu variable saja (ceteris 
paribus). Dalam kenyataannya, pengelola 
fiskal berhadapan dengan begitu banyak 
variable, yang masing-masing variable 
ter sebut sangat dinamis, dan kemudian 
pengelola fiskal harus mengambil kepu-
tusan segera (untuk menghindarkan dari 
kerugian yang lebih besar). Akhirnya, re-
siko trade off seperti inilah yang harus 
ditanggung oleh pengelola fiskal. 

Kedua, masyarakat sering protes 
atas kebijakan hutang (terutama dari 
luar negeri) karena merasa bahwa anak 
cucu mereka akan terbebani dengan be-
ban pembayaran hutang yang dimiliki 
oleh pemerintah generasi mendatang. 
Salah satu LSM pernah memprediksi 
bahwa setiap bayi lahir di Indonesia ha-
rus terbebani dengan hutang senilai tiga 
juta rupiah. Apakah benar demikian? Pe-
ngamat ekonomi yang cerdas tentunya 
harus melihat kondisi hutang pemerintah 
dengan lebih proporsional dengan me lihat 
peruntukan hutang tersebut. Jika hu tang 
dimanfaatkan untuk membangun infra-
struktur dan ini merupakan investasi bagi 
pemerintah, maka manfaat (ekonomi) 

yang diperoleh oleh masyarakat tentunya 
ha rus dipertimbangkan dalam melakukan 
pe nilaian terhadap kebijakan fiskal di bi-
dang pembiayaan ini. Artinya, penilaian 
atas kebijakan haruslah seimbang an-
tara manfaat dan biaya. Manfaat atas 
di bangunnya jembatan Suramadu, mi-
sal nya, yang secara nyata memberikan 
ni lai ekonomi luar biasa dapat dijadikan 
per timbangan haruslah ditandingkan 
de  ngan biaya pokok dan bunga atas 
hu tang di kemudian hari. Secara umum, 
jika Gross Domestic Product mengalami 
peningkatan yang diakibatkan dari ma-
na jemen hutang, beban hutang di masa 
yang akan datang harus dianggap se ba gai 
disiplin anggaran, akibat telah diperoleh-
nya manfaat di masa sebelumnya sampai 
dengan masa kini.

Penulis sering memberikan analogi, 
dalam pengelolaan hutang ini, dengan 
memberikan pilihan bagi sebuah ke-
luar ga untuk investasi rumah yang akan 
ditempati. Ada dua alternatif untuk mem-
beli rumah; dengan menabung ter lebih 
dahulu sampai dananya cukup untuk 
membeli rumah atau dengan mengambil 
kredit kepemilikan rumah (KPR) dari bank. 
Mayoritas keluarga mengatakan memilih 
alternatif kedua, karena mereka tahu bah-
wa harga rumah makin lama makin naik 
karena inflasi, tabungan setiap saat bisa 
habis jika tidak disiplin menabung, dan 
manfaat rumah bisa segera diperoleh, 
ter masuk adanya cost saving jika suatu 
ke luarga tidak perlu sewa rumah lagi.  
Kalau pun setelah itu, keluarga tersebut 
menyisihkan sebagian penghasilannya un-
tuk mengangsur KPR, tindakan tersebut 
dianggap sebagai disiplin anggaran. Per-
timbangan inilah yang juga digunakan 
oleh pemerintah sebagai pengelola fiskal, 

yak ni mempercepat perolehan manfaat 
da ri sebuah pembangunan infrastruktur, 
mes kipun pendananaannya berasal dari 
hutang.

Ketiga, ketika pemerintah daerah 
mem peroleh Dana Alokasi Umum (DAU) 
yang menurun, protes seringkali di sam-
pai kan ke pemerintah pusat, karena pe-
me rintah daerah merasa setelah mem-
ba ngun daerah dengan susah payah dan 
kemudian berhasil, mereka malah di be-
rikan penalti. Apakah memang demikian? 
Ada pemahaman yang tidak pas bagi 
pimpinan daerah. Block grant seperti 
DAU seperti itu seharusnya dipahami 
bah wa, dalam suatu negara, terjadi ke-
tim pangan kapasitas fiskal antar daerah 
dan pemerintah pusat berkepentingan 
un tuk menutup celah fiskal yang dimiliki 
oleh daerah, sehingga pertimbangan 
trans fer untuk menyemimbangkan ka-
pa  si tas fiskal antar daerah (horizontal 
equa li zation transfer) dijadikan dasar 
pe ngam bilan keputusan transfer. Se be-
tulnya pemerintah daerah tidak per lu 
kha watir terhadap kemampuan mem-
bi ayai belanjanya, karena masih banyak 
ter sedia alternatif transfer lain, misalnya 
transfer bagi hasil (vertical equalization 
transfer) ataupun transfer penyeimbang 
(matching grant) untuk menutup keku-
rangan pembiayaan jenis urusan tertentu 
bagi daerah.

Tentunya masih banyak contoh-con-
toh kebijakan lain yang dapat dibahas un  -
tuk lebih memahami kebijakan fiskal. Tu li-
san ini hanya sebagai pemicu untuk le bih 
memahami kebijakan fiskal secara utuh.

Dinding
Widyaiswara

masyarakat 
sering protes atas 
kebijakan hutang 

(terutama dari 
luar negeri) karena 

merasa bahwa 
anak cucu mereka 

akan terbebani 
dengan be ban 
pembayaran 
hutang yang 
dimiliki oleh 
pemerintah 

generasi 
mendatang

Jembatan suramadu, membuka potensi 
ekonomi kawasan Madura.
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OLEH: ENDANG TATA*)

Ornamen

Suri Tauladan
Ada permainan yang cukup me-

narik yang dapat memberikan pela jaran 
kepemimpinan kepada kita. Seorang in-
struktur berdiri di depan para peserta, 
lalu menginstruksikan agar para peserta 
mengikuti perintahnya. Saat berkata: 
“pegang dahi” peserta harus mengikuti 
instruksinya dengan memegang dahi. 
Ketika berkata: “pegang telinga”, maka 
peserta harus menindaklanjutinya de-
ngan memegang telinga, begitu ju ga 
saat instruktur memerintahkan meme-
gang dagu. Ternyata berbagai perintah 
tersebut tidak mudah untuk diikuti 
oleh para peserta. Misalnya, ketika in-
struktur berkata pegang dahi sambil 
mempraktekkan memegang dagunya, 
ternyata banyak peserta malah me-
ngikuti instruksi apa yang dilihatnya ya-
itu memegang dagu mereka yang se-
harusnya memegang dahi sesuai yang 
dikatakan instruktur. Begitu pun bila 
dilakukan secara berulang-ulang, selalu 
saja ada peserta yang salah mengikuti 
instruksi.

Dari permainan yang sederhana 
ter  sebut, dapat kita peroleh pelajaran 
yang cukup bermakna mengenai ben-
tuk kepemimpinan. Ternyata seca ra 

prak tis seorang bawahan akan le bih 
mu dah meniru pada apa yang di li hat 
da ri pada meniru apa yang di ka takan 
oleh pemimpinnya. Hal ini se jalan de-
ngan hasil penelitian dalam il mu ko mu-
ni kasi yang menyatakan bah wa bo  dy 
language memberikan ting kat pe nga-
ruh terhadap orang lain yang paling 
be sar (55%), lebih besar di bandingkan 
me lalui tone atau intonasi suara (38%) 
dan isyarat lain (7%). 

 

Cara yang paling efektif dalam pe-
nyampaian pesan atau dalam mem pe-
ngaruhi bawahan adalah memberikan 
contoh atau suri tauladan terbaik 
(ushwatun hasanah). Inilah salah satu 
rahasia keberhasilan leadership dan ma-
najemen Nabi Muhammad SAW. Tidak 
ber lebihan kiranya bahwa pada saat ini 
terdapat krisis yang lebih penting dan 
lebih dahsyat dibandingkan dengan 
krisis keuanga n, ekonomi, krisis energi, 

Berdasarkan kondisi tersebut, se-
orang pemimpin harus menguasai se ni 
atau cara untuk mempengaruhi orang 
lain agar pesan-pesan yang akan di-
sam   pai kan dapat direspon dengan 
baik.

krisis lingkungan, krisis pangan, krisis 
kesehatan yaitu krisis keteladanan. Me-
nurut Lamartine, Histoire De La Turquie, 
Paris : 

“Philosopher, orator, apostle, legis-
lator, warrior, conqueror of ideas, res-

Gambar 1.
Tingkat Pengaruh 
Media Komunikasi

MEMIMPIN DENGAN HATI
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torer of rational dogmas, of a cult 
with out images, the founder of twenty 
ter restrial empires and of one spiritual 
empire, that is Muhammad. As regards 
all the standards by which Human 
Great ness may be measured, we may 
well ask, Is There Any Man Greater Than 
He?” 

Situasi ini sesuai dengan model 
empat fungsi kepemimpinan (the 4 
roles of leaderships) yang diungkapkan 
oleh Steven Covey yaitu: perintis (path-
finding), penyelaras (aligning), pem-
ber daya (empowering), dan panu tan 
(modeling). Sebagaimana digam barkan 
dalam gambar berikut :

Muhammad SAW menjadi panutan 
dalam melaksanakan nasihatnya se be-
lum beliau menyampaikan saran-sa-
ran nya pada para sahabat. Sebelum 
me ngatakan kepada para sahabatnya 
“Tangan diatas lebih mulia dari tangan 
dibawah”, Beliau adalah seorang yang 
sudah sangat darmawan kepada sia-
pa pun yang datang dan meminta per-
tolongan. 

Empati Pimpinan
Salah satu contoh bentuk panutan 

seorang pemimpin adalah berinteraksi 
dengan empati terhadap orang-orang 
yang dipimpinnya. Apa sih em pati? 

Me     nurut Daniel Gole man yang 
me   nulis buku Kecerdasan 

Emo  si o nal, empati 
ada     lah kemampuan 

me    ma      ha  mi dan 
tu  rut me  rasa   -

kan pe  ra    sa -
an orang 
lain. Apa ini 
pen        t i ng? 
Ya, sa     ngat 
pen   t ing . 
A d a   n y a 
p e      n i n g  -
ka  tan ke  -
b u    t u    h a n 

ter       ha    dap ke  -
lom      pok ker    ja, 

ke   ce   pa      tan arus 
glo       ba     li      sa   si, dan 

pen     ting  nya mena   -
han ang gota team 

yang ber  bakat, mem     buat 
em pati sa  ngat penting dalam 

situa si se   ka    rang. Banyak sekali penye-
le sai   an ma salah di tempat kerja melalui 
in teraksi yang berempati dari seorang 
atasan kepada pegawainya yang ber-
masalah, seperti contoh berikut ini:

Di suatu kantor pemerintahan, ada 
seorang pegawai yang sudah sangat 
senior dan berpengalaman, namanya 
Budiman. Setelah 15 tahun bekerja 
se  bagai pengelola keuangan, dia be-
nar-benar lihai di bidangnya dari A 
sam  pai Z. Sangat cekatan dan telaten. 
Sa yangnya dengan tingkat pendidikan 
yang terbatas, Budiman relatif sulit di-
pro mosikan memperoleh jabatan ter-
tentu pada kantor tersebut atau sulit 

men dapatkan kenaikan penghasilan. 
Kemudian tibalah saatnya dia jenuh. 
Budiman tidak mau bekerja lagi secara 
penuh. Pada jam-jam tertentu, dia me-
ngerjakan pekerjaan pribadinya se ba-
gai penghasilan tambahan, di dalam 
mau pun di luar jam kantor.

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan 
terjadi di kantor tersebut karena tin-
da kan Budiman tersebut merupakan 
su atu bentuk pelanggaran disiplin. Se-
ba gai atasan yang baik, Pak Eko ha rus 
se gera memikirkan cara terbaik un  tuk 
me ngatasi kondisi ini karena ba  gai ma-
napun Budiman merupakan te naga 
trampil yang masih dibutuhkan kan-
tor tersebut. Ini kasus menarik. Bu di-
man melanggar tata tertib kerja, na -
mun kantor tidak mau kehilangan dia. 
Sebagai atasannya, apa yang akan di-
la kukan Pak Eko?

Budiman dipanggil atasannya, “Sau-
dara Budiman, saya sangat menghargai 
ketrampilan Anda dengan masa kerja 
yang baik selama 15 tahun di kantor 
ini. Sekarang saya mengharapkan ban-
tuan Anda, bagaimana caranya agar 
kejenuhan Anda dalam bekerja sebagai 
pengelola keuangan dapat kita atasi, 
sekaligus ketrampilan Anda dapat ber-
guna kepada pegawai lainnya?”

“Saya senang dengan pertanyaan 
Bapak, tetapi bagi saya terserah Bapak 
maunya apa.”

“Tentu Anda juga punya pemikiran 
bagaimana mengatasinya karena Anda 
sendiri yang paling merasakannya. Jadi 
menurut Anda, bagaimana baiknya 
me  ng atasi masalah Anda itu?”

“Saya tidak keberatan, Pak, kalau sa-
ya harus mengajar pengelola keuangan 
yang baru-baru itu.”

“Baiklah Pak Budiman, saya senang 
mendengar pernyataan Anda itu. Apa-
kah anda setuju jika pihak kantor me-
ngeluarkan surat keputusan yang me -
nunjuk Anda menjadi on the job trai ner, 
maksudnya pada jam-jam ter ten tu, 
An da ‘mengajari’ pegawai pe nge lola 
ke uangan yang belum mampu men-
ca pai standar kerja atau target kerja. 
De ngan demikian, wibawa Anda akan 
dihargai mereka, dan pasti mereka ber-
terima kasih sekali atas pelatihan yang 
Anda berikan langsung di tempat kerja 
mereka.”

 Fungsi Panutan (modeling) meng-
ung  kap bagaimana agar pemim pin da -
pat menjadi panutan bagi pa ra pe ga -
wainya. Bagaimana dia bertang gung 
jawab atas tutur kata, sikap, pe ri laku, 
dan keputusan-keputusan yang di am-
bilnya. Sejauh mana dia me  la ku kan apa 
yang dikatakannya. Mu ham mad SAW 
juga merupakan se  seorang yang me-
laksanakan apa yang beliau ka ta kan. 
Beliau sangat mem ben ci orang yang 
mengatakan sesuatu ta pi ti  dak me-
laksanakan apa yang di ka ta kannya itu.  

Menurut Daniel G
me   nulis buku

Emosiona
adalah

mem
tu

k

l
ke

glob
pentin

han ang
yang berbak

empati sangat pe

Fungsi Kepemimpinan Stephen Covey 



EDUKASI KEUANGAN   EDISI 3/2010   47

*)Penulis adalah: Kapusdiklat Bea dan Cukai

“Wah, saya senang sekali mende-
ngarnya. Nggak kira Bapak baik betul 
sama saya.”

Kasus tersebut adalah salah satu 
kasus yang sering terjadi di dunia kerja, 
termasuk di instansi pemerintah, yang 
dapat diselesaikan dengan keterlibatan 
em pati dari seorang atasan kepada 
se   orang bawahannya yang sedang 
me   ngalami suatu masalah. Dengan 
ada    nya interaksi yang berempati dari 
se   orang atasan kepada bawahan ma-
ka akan dapat diperoleh win-win solu-
tion dengan mudah. Pihak kantor 
men    dapatkan manfaat, para pegawai 
men   dapatkan seorang pembimbing 
yang expert, dan Budiman tidak per lu 
lagi melanggar disiplin, bahkan kini hati 
Budi man berbunga-bunga me nyong-
song hari esok dengan sema ngat baru. 

Bagaimana wujud empati seorang 
pe mim pin terhadap orang yang di-
pim pinnya? Menurut Raja Bambang 
Su tik no dalam bukunya The Power of 
Em phaty in Leardership, terdapat tiga 
pilar interaksi dalam berempati se-
orang pemimpin pada orang yang me-
re  ka pimpin yaitu menghormati harga 
diri pegawai dan menjaga rasa per caya 
di ri  nya, mendengar dan me respons ba-
ha  sa verbal dan non verbal, serta mem-
ba  ngun sinergi dalam menye lesaikan 
ma salah.

Menghormati Harga Diri pegawai dan 
Menjaga Rasa Percaya Dirinya

Setiap orang akan merasa dirinya 
pen ting dan terhormat serta merasa 
ingin dihargai di hadapan orang lain. Jika 
pega wai yang merasa kemampuannya 
me la kukan pekerjaan diperhatikan de-
ngan baik, dia akan cenderung me mi li ki 
motivasi, produktifitas, dan ker ja sa ma 
lebih baik lagi. Sebagai pe  mim pin, An-
da dapat menjaga har ga diri ser ta pe-
ra saan percaya diri pe gawai de ngan 
mem per lakukannya se ba gai in dividu 
yang kompeten, tidak me la ku kan atau 
me  nga  takan sesuatu yang me ren dah-
kan kemampuan, kom   pe    ten      si, atau 
in   te   gri   tas  nya. Se lain itu, An  da da pat 
mem    per   ting gi ra    sa per ca  ya diri pe ga-
wai dengan me  nga  kui pe  mi  ki ran nya 
yang ba gus, mengung kap kan ke ya ki-
nan An  da ter hadap kemam puannnya, 
me    nge    na li kelebihan me re ka, dan me-

nga   kui (memuji) tinda kannya yang me-
muas kan atau di atas rata-rata.

Mendengar dan Merespons Bahasa 
Verbal dan Nonverbal

Salah satu pekerjaan paling berat 
dan menuntut kesabaran paling tinggi 
bagi sebagian besar pemimpin adalah 
men dengar. Banyak sekali pemimpin 
yang tidak menerapkan kiat mendengar 
dengan baik. Ketika anak buah berbicara, 
melapor, atau menjawab, sering dipo-
tong atau diinterupsi pemimpin. Pada-
hal tanpa disadarinya si pemimpin se-
akan sedang mempertontonkan, ka lau 
bukan sedang menyombongkan, kehe-
batan menduga apa yang selanjutnya 
akan diungkapkan si anak buah. Pe-
mim pin langsung merespons tanpa 
me  nunggu anak buahnya selesai bi ca-
ra. Padahal bagi si anak buah, itu con-
toh keangkuhan si pemimpin. Sikap 
me  nyepelekan anak buah.

Terserah apakah jawaban pemimpin 
itu tepat atau keliru, yang jelas ter ung-
kap bahwa anak buah itu merasa ku-
rang didengar, kurang dimengerti, ku-
rang dipentingkan, pokoknya kurang 
di hargai perasaan atau jalan pikirannya. 
Anak buah merasa pemimpinnya lebih 
suka didengar saja, tetapi tidak suka 
mendengar. Lebih suka dimengerti, ku-
rang sensitif untuk dimengerti. Apakah 
Anda sendiri tidak merasa dilecehkan 
atasan jika kalimat Anda sering diinte-
rup si?

Membangun Sinergi Dalam 
Menyelesaikan Masalah

Synergi (sinergi) merupakan ga bu-
ngan dari dua kata: synchronize (sin-
kron) dan energy (energi), yaitu ber arti 
me nyelaraskan dua atau lebih energi 
men jadi suatu kekuatan yang lebih baik, 
lebih kuat, lebih berdaya guna, dan le bih 
berhasil guna. Permintaan atau aja   kan 
kerja sama seorang pemimpin da   pat 
menjadi alat yang efektif untuk mem  -
peroleh komitmen dari pegawai. Pe ne-
li tian menunjukkan bahwa komit men 
yang kuat diperoleh dengan ‘me nga -
jak’, bukan menyuruh. Artinya, de  ngan 
meminta pengertian serta ke se     dia -
annya, Anda akan mendapatkan ker   ja 
sama yang lebih baik daripada An  da 
menyuruh apa yang harus dia la kukan.

Ketika seorang bawahan Anda mem-
punyai masalah, Anda dapat meminta 
kerja samanya untuk mengatasi ma-
sa lahnya itu. Hal itu tidak hanya mem-
bantu Anda menemukan solusi yang 
baik, yang sekaligus didukung bawa-
han, tetapi juga memperlihatkan bah-
wa Anda menghargai idenya. Pada 
gi li  rannya, cara ini juga menjaga rasa 
per caya diri dan menjunjung tinggi har-
ga diri bawahan Anda, sehingga men-
jadi mudah membangun sinergi. 

Dengan demikian, apabila kita 
men jadi seorang pemimpin, ang gap-
lah teman-teman yang kita pimpin 
se ba  gai kawan, bukan sebagai anak 
buah apalagi jongos. Hormati me re-
ka dan berikan mereka tugas menu-
rut kemampuan mereka. Itulah em pati 
seorang pemimpin pada orang yang 
mereka pimpin. Dengan berem pa ti da-
lam kepemimpinan yang memun culkan 
interaksi yang baik di lingkungan kerja, 
keberhasilan pengembangan Sumber 
Daya Manusia tidak hanya dilihat dari 
jumlah surat keputusan penjatuhan 
sanksi yang dikeluarkan, namun seha-
rus nya juga diukur dari seberapa be sar 
upaya yang dilakukan dalam mem ber-
dayaan pegawainya yang ‘bermasalah.’ 

Sumber

Antonio, Syafii.2007. Muham-
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Super Manager. Jakarta: 

ProLM Centre.

Covey, Stephen R. The 8th 

Habit From Effectiveness to 

Greatness. London. Simon & 

Schuster UK Ltd.

Sutikno, Raja Bambang: 2007. 

The Power of Empathy in 

Leadership.

Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, PT.

Ornamen
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Berburu Bea siswa
Berburu bea siswa itu gampang-

gampang susah. Kalau otak pas-pasan, 
tak menonjol dalam prestasi, di tambah 
tak pandai pula mencari ko neksi, atau 
dengan kata lain tak ada hal masuk 
akal yang rasa-rasanya bisa mem buat 
men dapatkan bea siswa maka sa ya 
ucap kan “Selamat”, karena saya pun 
be gitu. Namun prinsip yang saya anut 
sederhana saja: Buatlah Tuhan sam-
pai menangis dengan doa dan usa-
ha kita! Saya sepenuhnya sadar ji ka 
kemampuan saya tidaklah bagus, ma-
ka yang saya lakukan adalah ber sikap 
seperti orang gila. Gila ke sana-ke mari 
mencari informasi, minta rekomen dasi, 
mengumpulkan segala  jenis persya-
ra tan, tanya-tanya orang, belajar sen-
di ri, dan minta tips dan trik dari para 
se nior. Mungkin orang-orang yang sa -
ya tanya-tanya dulu sampai muak ka-

Belajar di Negeri Orang
OLEH: RIDO P. PANJAITAN *)

rena saya selalu bertanya. Haha.. tapi 
mudah-mudahan tidak. Berdasarkan 
pengalaman, ada beberapa pelajaran 
yang saya ambil: Tawaran bea siswa itu 
tak ubahnya seperti Jelangkung, da-
tang tak dijemput pulang tak diantar. 
Datang perginya selalu tiba-tiba dan 
be lum lagi tenggat waktunya yang ke-
lewat sempit. Maka dari situ saya pun 
belajar bahwa menyiapkan berkas jauh 
hari sebelumnya, bahkan ketika tawa-
ran bea siswa itu belum ada, adalah sa-
ngat membantu. Adapun berkas yang 
per lu dan hampir selalu diminta oleh 
pem beri bea siswa luar negeri:
a. CV pelamar, ituah iklan tentang diri 

saya.
b. Essay. Namun demikian, ada bebe-

rapa bea siswa sudah menyertakan 
format essay yang harus diisi jadi 
tidak perlu lagi membuat essay de-
gan format sendiri. Misalnya, bea 

siswa ADS (Australia).
c. TOEFL/IELTS. Berdasarkan penga-

la   man, beberapa bea siswa hanya 
per lu score 500 seperti untuk ADS 
(Australia) namun untuk Eropa bia-
sanya meminta di atas 570 atau 
sekitar 6.5 untuk score IELTS. Untuk 
Korea dibutuhkan score TOEFL 550.

d. Paspor.

Kampus dan Asrama di Seoul
Akhirnya saya diterima bea siswa 

di Sungkyunkwan University di Seoul, 
Ko rea Selatan pada program Master of 
Public Administration (MPA) spesialisasi 
e-government. Universitas ini adalah 
uni versitas tertua di Korea, sudah ada 
se jak 1398, dan memiliki sejarah yang 
pan jang karena peranannya dahulu 
da lam mendidik dan melatih pegawai 
ke rajaan (kira-kira seperti BPPK). La lu 
universitas tersebut dibeli oleh peru-

Meski di negeri orang semua terlihat berkilauan, namun hati 
ini tetap rindu kampung halaman. 

Seoul Tower, 
“Monas-nya” 
Korea

Sofa
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sa  haan Samsung yang ternyata adalah 
pe rusahaan raksasa di Korea. Efeknya, 
sa ya sangat dimanjakan di dalamnya. 
Me  ng am bil contoh yang langsung 
di   ra   sa  kan adalah fasilitas asrama 
yang sangat memadai. Di dalam sa tu 
apartemen ada 3 kamar dan di beri fa-
si litas dapur, kompor listrik, micro wave, 
dispenser digital, kulkas, mesin cu ci, 
alat-alat dapur, vacuum cleaner, pen-
jaga apartemen 24 jam, dan sebagai-
nya. 

Di kampus, mahasiswa Korea benar-
benar sangat ekstrim dalam belajar. 
Tak jarang mereka sampai menginap 
di ruang belajar kampus yang hanya 
di sediakan meja dan kursi. Dan di saat 
masa-masa ujian, jika kita berjalan-jalan 
ke kampus pada jam 3 pagi maka akan 
bertemu dengan banyak mahasiswa 
yang masih berseliweran, terutama di 
dalam perpustakaan.

motor itu (foto motor itu sempat 
saya ambil). Ada sahabat yang per-
nah ketinggalan lap  top di trotoar ja lan, 
lalu ia kembali berjam-jam ke mu  dian, 
ia masih me  ne   mu  kan  nya. Te man   nya 
temanku ke hi la  ngan dompet, be sok-
nya ia ditelepon po lisi me  ngatakan 
dompet nya di  te  mu   kan tepat di de pan 
kan tor polisi. Aneh nya, ia tak pernah 
melewati kantor polisi itu. Isi dompet 
masih tetap utuh. 

Budaya Korea
Orang Korea, mes ki-

pun berdekatan dengan 
Chi  na dan Jepang na mun 
me  mi li ki karakter yang ber-
be   da dengan ke dua sepu  -
pu   nya itu. Ber da sar kan sa-
lah satu penulis ter na ma, 
Won-bok Rhie, China sa-
ngat menonjolkan prin sip 
ke  ber  samaan dan per sa -
tuan (united/One). Je pa ng 
terkenal akan prin sip ke-
harmonisannya, sehingga 
orang Je pang selalu beru-
saha meng hindari kon flik 
dengan sesama dan juga 
ter kenal kreatif. Sedangkan 
orang Ko rea adalah orang 
dengan prinsip “eks trim”. 
Jika mereka mengerjakan 
se su atu maka mereka me-
la kukannya bu kan hanya 
sampai 100%, tapi jika mung-
kin 200%! Itulah sebabnya 
Ko rea dapat bangkit hanya 
dalam 40 tahunan (sejak 
1945 sampai 1990an). Se be-
lum tahun 1945, Korea  tidak 
ada apa-apanya. Ini berbeda 
dengan Je pang yang sebe-
lum 1945 mereka su dah sa-
ngat maju, jadi walaupun 
pa da tahun 1945 Jepang 
me  nga lami ke munduran ka-
re na kalah perang, namun 
tidaklah sulit bagi Jepang untuk bang-
kit kembali karena mereka sudah me-
miliki sumber daya manusia yang 
me ma dai sebelumnya, sedangkan Ko-
rea pada tahun itu tidak punya apa-
apa sama sekali. Korea benar-benar 
memulai dari nol, tak ubahnya seperti 
Indonesia. Satu lagi, Korea sangat 
ter kenal dengan budaya “Palli” yang 
artinya “buruan” atau “segera”. Tak 

jarang jika kita terlalu lambat berjalan 
atau melakukan sesuatu, maka si orang 
Korea akan berucap “Palli Palli…”

Di sisi lain, terpaksa kami, para 
foreigners, mengernyitkan dahi meli-
hat tingkah para anak muda Korea. 
Sungguh trend metroseksual bagi para 
pria Korea sudah melewati ambang 
toleransi kami. Bagaimana tidak, para 
pria di sini berdandan melebihi akal 
sehat kami, dan mereka kemana-mana 
membawa tas seperti tas wanita, ser-

Gedung-gedung Kampus Modern dan Zaman 
Kerajaan yang Masih Tetap Berdiri

Motor ditinggal di trotoar 
bersama dengan kuncinya pada 
suatu larut malam.

ta tak jarang melihat pria-pria yang 
berhenti sejenak ketika berjalan karena 
ia menemukan sesuatu untuk berkaca 
(entah itu kaca mobil, etalase toko, 
bahkan kaca cembung untuk pertigaan 
lalu lintas) lalu mereka membetulkan 
rambutnya sambil mengubah-ubah 
mi mik wajahnya di depan kaca. Mung-
kin ini salah satu akibat lain dari bu-
daya ekstrim mereka, sehingga tren 
fashion mereka terlalu cepat bergerak, 

Seoul
Kota Seoul sendiri sangatlah aman. 

Perlu diketahui, tidak semua negara 
ma ju itu aman. Kalau tak percaya, co-
balah berjalan sendirian di beberapa 
da erah di Amerika sana seperti Cam-
den atau Detroit pada malam hari, 
ber bahaya. Bahkan sahabatku di sini, 
yang sudah pergi ke berbagai negara 
ma ju seperti Amerika dan Inggris, te-
tap menggeleng-geleng kagum akan 
aman nya Korea. Suatu larut malam, 
aku berjalan-jalan dan me nemukan se-
bu ah mo tor ves pa, yang me nu  rut sa-
ya cu kup ma hal, di   ting  gal di trotoar 
be  gi tu sa ja lengkap de gan kun  cinya 
dan esok nya saya masih me nemukan 
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tak sebanding dengan pergerakan di 
negara lain. Namun pertama kali saya 
melihat tren metroseksual itu membuat 
perut ini menjadi mual, seperti gejala 
masuk angin. Ah, mungkin karena saya 
termasuk orang yang masih terlalu 
lambat proses evolusinya sehingga 
sulit beradaptasi.

maunya sendiri (tak berkelas sama 
sekali), bersifat tertutup, dan jika di 
ke las selalu diam dan tak pernah ber-
komentar kecuali kalau ditanya ko-
men tarnya. Namun yang dari Asia 
umum nya lebih matang dalam urusan 
ilmu eksakta, pelajaran yang berurusan 
dengan hitung-hitungannya. 

Di Korea, ketika bertemu salju se-
nangnya bukan main, walaupun setelah 
itu mengutuk-mengutuk sendiri karena 
udara yang sangat dingin. Walau be-
gitu, bertemu orang Indonesia di Korea 
rasanya jauh lebih gembira, membuat 
terbayang-bayang suasana Indonesia. 
Tak beda seperti bertemu keluarga 
sendiri. Lebih dari semua itu, bertemu 
makanan Indonesia rasanya seperti 
bertemu kekasih hati yang terpisah 
bertahun-tahun lamanya, membuat di-
ri ini serasa melayang-layang tak mau 
pulang meski perut sudah kenyang. 
Mungkin benar juga kata orang: 
meski di negeri orang semua terlihat 
berkilauan, namun hati ini tetap rindu 
kampung halaman. 

Suatu senja di Daehangno, salah 
satu tempat gaul anak muda Korea. 
Sangat ramai setiap malamnya.

Di jalan kecil, tetap 
masih ada penjual 
sayur dan buah secara 
tradisional namun 
ditata rapi dan bersih

Beroleh Teman dari Berbagai Negara
Kuliah di negeri asing itu menye-

nangkan, terlebih lagi kuliah di program 
international. Maka setiap harinya saya 
bertemu orang dari berbagai negara, 
se perti Ghana, Nigeria, Uzbekistan, 
Co lum bia, China, Guatemala, Cam-
bo  dia, Vietnam, dan lain sebagainya. 
Yang mengejutkan, ketika mereka 
men   dengar kata Indonesia maka yang 
ter pikir oleh mereka adalah “Tsu nami” 
dan “Terorisme”. Jika saya mem per-
kenalkan diri dari Indonesia maka ada 
2 pertanyaan yang selalu berulang, “ 
is it safe now?” atau “Jakarta? Is it far 
away from tsunami?”. Untuk hal ini, 
tampaknya kita harus berterimakasih 
kepada media internasional.

Lucu rasanya melihat perbedaan 
mencolok di antara kami. Mereka yang 
dari kawasan Afrika umumnya mereka 
ber penampilan nyentrik, contohnya 
sa  lah satu pria selalu berpakaian jas 
bah  kan saat pergi ke kampus sehari-
hari dan yang wanita bergonta-ganti 
mo  del rambut. Mereka dari kawasan 
Ba rat cenderung santai: ke acara res-
mi memakai jeans (namun bisa me-
nye suaikan pakaiannya), di kelas me-
ng angkat kaki. Namun kedua dari 
Afrika dan Barat punya satu kesamaan, 
me reka sangat aktif berpendapat di 
kelas. Sedangkan kita yang dari Asia, 
terlihat beda sendiri. Berpakaian se-

“Warung Rokok”-nya 
Korea, bersih dan rapi

Penulis sedang bersama teman-
teman kuliah (penulis berbaju biru)

Sofa

*)Penulis adalah: Pelaksana Pusdiklat PSDM
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DTSD Kepabeanan dan Cukai

Selasar
Alumni

EDUKASI KEUANGAN   EDISI 3/2010   51

Diklat Pejabat Lelang Kelas II
2-17 Februari 2010 - Wisma Bidakara

Peserta Diklat Angkatan 1 berfoto bersama
Suasana Pembukaan Angkatan 2

1 Februari - 30 April 2010

DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Kepabeanan dan Cukai T.A. 2009
26 Oktober - 20 November 2009
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Yth. Saudara Achmad Supriyanto

Sehubungan dengan email Saudara yang menanyakan tentang kelangsungan jurnal-jurnal yang dikelola oleh 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Saudara terhadap jurnal-jurnal yang diterbitkan 
oleh BPPK

2. Pada Tahun Anggaran 2010, BPPK merencanakan menerbitkan kembali jurnal-jurnal yang dikelola oleh BPPK 
yaitu Jurnal Keuangan Publik (ISSN 1693-4741), Jurnal Akuntansi Pemerintah (ISSN 0216-8642) dan Jurnal 
BPPK (ISSN 2085-3785). Jurnal Akuntansi Pemerintah memuat hasil penelitian yang terkait dengan akuntasi 
pemerintah dan Jurnal Keuangan Publik memuat hasil penelitian yang terkait dengan keuangan sector publik. 
Sedangkan Jurnal BPPK merupakan jurnal baru yang akan memuat hasil-hasil penelitian yang bersifat lebih 
umum seperti penelitian di bidang SDM, organisasi, ekonomi serta kajian-kajian peraturan.

3. Setiap penerbitan jurnal akan didahului dengan pemberitahuan permintaan artikel untuk penerbitan jurnal yang 
akan disampaikan kepada unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Bank 
Indonesia, BUMN dan Universitas-universitas di Indonesia, baik melalui surat edaran permintaan artikel, maupun 
website BPPK.

Demikan kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Untuk kritik dan saran untuk peningkatan mutu jurnal-jurnal BPPK dapat disampaikan kepada: 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat BPPK, 
Jalan Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. 012 7244666 ext. 253 atau 255   |   Fax 021 7244328   |   Email: bagian.otl.bppk@gmail.com

Hormat kami

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Mohon informasi, apakah Departemen ini masih memerlukan artikel untuk diterbitkan dalam bentuk jurnal?
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Tanya

ZONA
BPPK

BPPK
Layangkan pertanyaan anda seputar tugas pokok dan fungsi serta program diklat BPPK ke Menu 
“Hubungi Kami” pada portal www.bppk.depkeu.go.id atau kirimkan via alamat tikbppk@live.com. 

To: tikbppk@live.com
From: Achmad Supriyanto 
Subject: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Penerbitan Artikel

Jawab

Z    NA  
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PROGRAM DIKLAT 
PUSDIKLAT DAN BALAI 
DIKLAT KEUANGAN
APRIL - JUNI 2010

Jendela

Nama Diklat Jenis Diklat

I. Pusdiklat  
Pengem  bangan 
SDM 

Ujian Dinas Tk. 1

UPKP V

UPKP II

UPKP IV

UPKP VI

Diklat Prajabatan Gol. II Periode I

Diklat Prajabatan Gol. II Periode 
II

Diklat Prajabatan Gol. II Periode 
III

Diklat Pim IV Angkatan III

Diklat Pim IV Angkatan IV

Diklat Pim IV Angkatan V

Diklat Pim III Angkatan VI

Diklat Pim III Angkatan VII

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai

II. Pusdiklat 
Anggaran Dan 
Perben da haraan

Penyegaran Kuasa Pengguna  
Anggaran Angkatan II

Bendahara Pengeluaran 
Angkatan I & II

Penngelolaan APBN Angkatan I

Penguji Tagihan Angkatan I & II

Persiapan Pelaksanaan 
Anggaran I & II

Pejabat Pembuat Komitmen 
Angkatan I

Pengadaan Barang/Jasa Angka-
tan V & VI

Penyusunan Anggaran Berbasis 
Kinerja Angkatan I & II

Pelaksanaan Kuasa BUN 
Angkatan I & II

Pengelolaan APBN Angkatan II

Bendahara Pengeluaran Angka-
tan III & IV

http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran

III. Pusdiklat Pajak

DTSD Pajak I Angkatan I (eks 
STAN)

DTSS Operator Console Pajak 
Angk. II & III

Diklat TNA Komunikator Angka-
tan III

Jurusita Pajak Angkatan III

Penilai PBB Angkatan I

Penilai PBB Angkatan II

Diklat Penyegaran Pem. Pajak 
Angk. IV

DTSS Operator console Pajak 
Angk. IV

Pajak Bumi dan Bangunan

KUP Tingkat Dasar

KUP Tingkat Menengah

Manajemen Keberatan dan Band-
ing

DTSS Operator Console Pajak 
Angk. V

Jurusita Pajak Angkatan V

Jurusita Pajak Angkatan VI

PPN Tingkat Menengah

PPN Tingkat Tinggi

KUP Tingkat Tinggi

PPh Tingkat Menengah

PPh Tingkat Tinggi

Account Representative Angka-
tan I

Pemeriksa Menengah Angkatan I

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak

IV. Pusdiklat Bea 
Cukai

DTSD Kepabeanan dan Cukai 

DTU Kesamaptaan

DTSD Kepabeanan dan Cukai 
Lanjutan Khusus Lulusan DTSD 
T.A. 2006-2007 Angk. I

DTSS Pemeriksaan Sarana Pen-
gangkut

DTSD Kepabeanan dan Cukai 
Khusus Lulusan Prodip I

DTSD Kepabeanan & Cukai Lan-
jutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 
2006-2007 Angk. II

DTSS Post Clearance Audit

DTSS Intelijen Taksis

DTSS Client Coordinator

DTSS Kepatuhan Internal

Diklat Fungsional Pejabat Fung-
sional Pemeriksa dokumen

http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc

V. Pusdiklat 
Keuangan 
Umum

DFP Pranata Komputer Ahli

DTSS Penyusunan dan Validasi 
Soal

DTSS Psikologi Audit

DTU Pelayanan Prima

DTU Kearsipan Elektronik

DTU Microsoft Office (Ad-
vanced)

DTU Manajemen Resiko

DTU Tata Naskah Dinas

DTSS Teknik Audit Berbantukan 
Komputer Menggunakan ACL 
(Menengah)

Workshop Pengelolaan Diklat 
Melalui LMS

DTU Menulis Ilmiah Populer

DTU Manajemen Resiko

DTU Legal Drafting

DTSS TNA Desain Diktat

DTU TOEFL Preparation (As-
rama)

DTSS Teknik Intelijen (Tk. Dasar)

DTU Desain Pengelola Database

DTSS Teknik Audit Berbentukan 
Komputer menggunakan ACL 
(Lanjutan)

DTSS Negotiation Skill (Loan Ne-
gotiation)

DTU Manajemen Resiko (Serti-
fikasi)

Seminar Perpajakan Pasar Modal

DTU Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum

DTU Kepegawaian

DTU Analisis Jabatan

DTU TOEFL Preparation (Non 
Asrama)

Workshop Persiapan Purna 
Bhakti

DTU Kearsipan (Konvensional)

DTSS Risk Base Audit

http://www.bppk.depkeu.go.id/webku

Nama Diklat Jenis Diklat Nama Diklat Jenis Diklat
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INFORMASI LEBIH LANJUT 

me nge nai jadwal diklat dapat 

dilihat pada menu Kalender 

Diklat di Portal www.bppk.

depkeu.go.id atau silahkan 

hubungi Pusdiklat dan BDK 

terkait. 

SEKRETARIAT BPPK

PHONE

FAX

+62 21  7394666, 7204131

+62 21  7261775

INFORMRMASASII LELEBIH LANJUT

mmememeengengengngengengen enainainainainainai jajajajajajj dwadwdwdwdwwdd l diklat dapat 
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VI. Pusdiklat 
Kekayaan 
Negara Dan 
Perimbangan 
Keuangan

DTSS Pengelolaan Kekayaan 
Negara

DTSS Pengelolaan Transfer Dana ke 
daerah

Pengelolaan Kekayaan Negara

DTSS Penilaian Properti Dasar (1)

DTSS Juru Sita Piutang Negara

DTSS Pejabat Lelang (1)

DTSS Pejabat Lelang (2)

DTSS Penilaian Usaha Dasar

DTSS Penilaian Properti Dasar 
(2)

Penilaian Properti Lanjutan (1)

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn

I.  Balai Diklat 
Keuangan Medan

Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode I

UPKP V Periode I

UPKP II Periode I (Baru)

UPKP IV Periode I (Baru)

DTSD Bea dan Cukai Lulusan 
DTSD 2006-2007

DTSS Account Representative

Diklat Prajabatan Gol. II Periode I

Diklat Prajabatan Gol. II Periode 
II

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan

II.  Balai Diklat 
Keuangan 
Palembang

DTSS Penguji Tagihan

DF Bendahara Pengeluaran

DTSD I Bea dan Cukai

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang

III. Balai Diklat 
Keuangan 
Yogyakarta

Penguji Tagihan 

Ujian Dinas Periode I

PBJ dan Sertifikasi

Account Representative

Pengelolaan BMN

UPKP V Periode I

Kesempatan

UPKP II

UPKP IV

Account Representative

MS Power Point dan MS Excel

Pelayanan Terpadu

Prajabatan Gol. II Periode I

Tata Naskah Dinas

Prajabatan Gol. II Periode II

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/yogyakarta

IV. Balai Diklat 
Keuangan 
Malang

DUD Tk. I Periode I

Diklat Pelayanan Terpadu AK. I

Diklat Account Representative 
Ak. II

UPKP V

UPKP IV

Diklat Pelayanan Terpadu Ak. II

DTSD Kepabeanan dan Cukai

Diklat Pengenalan Internet Angk. 
I

DTS Bendahara Pengeluaran 
Angk. I

DTS Bendahara Pengeluaran 
Angk. II

DTSS Pengelolaan BMN

DTSS Pengelolaan Belanja Pe-
gawai

DTSS Bendahara Penerimaan 

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang

V. Balai Diklat 
Keuangan 
Balikpapan

 

DTSS Pengadaan Barang/Jasa 
Angk. I 

DUD Tk. I Periode I

DTSS Account Representatif 
Angk. II

UPKP V (dgn tutorial) Periode I

Workshop Pengembangan Per-
sonal Gol.III

DTSS Pengelolaan Kekayaan 
Negara

DTSS Pengadaan Barang/Jasa 
Angk. II

Diklat Prajabatan Gol. II Periode 
II

Diklat Prajabatan Gol. II Periode 
III

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/balikpapan

VI. Balai Diklat 
Keuangan 
Makassar

Diklat Fungsional Bendahara 
Pengeluaran

Ujian Dinas Tk. I Periode I

DTSD Kepabeanan dan Cukai

UPKP V Periode I

UPKP II Periode I

UPKP IV Periode I

DTSS Account Representative 
Angk. I

DTSS Account Representative 
Angk. II

LPJ Golongan II Periode I

LPJ Golongan II Periode II

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/makassar

VII. Balai Diklat 
Keuangan 
Cimahi

Bea Cukai Prodip I

Ujian Dinas Tingkat I Periode I

Kesamapatan Bea Cukai

UPKP V Periode I

UPKP II Periode I

UPKP IV Periode I

Bendahara Pengeluaran Periode 
I

Bendahara Pengeluaran Periode 
II

Account Representative Peri-
ode I

Juru Sita Pajak Periode II

Pengadaan Barang/Jasa Peri-
ode II

Prajabatan Gol. II Periode I

Prajabatan Gol. II Periode II

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi

VIII. Balai Diklat 
Keuangan 
Manado

DTSS Bendahara Pengeluaran 
Angk. I

Diklat Ujian Dinas Tingkat I

Diklat Penyegaran Account Rep-
resentative (AR)

DTSS Pengelolaan Belanja Pe-
gawai Angk. I

Diklat Pelayanan Terpadu (Angk. 
I)

Diklat Pelayanan Terpadu (Angk. 
II)

Diklat Penyegaran Pengadaan 
Barang dan Jasa

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/manado

IX. Balai Diklat 
Keuangan 
Denpasar

Ujian Dinas Tk. I Periode I

Diklat Dasar PBB dan BPHTB un-
tuk Pemda

UPKP V (dengan Tutorial) Peri-
ode I

UPKP IV Periode I 

Prajabatan Gol. II Periode I

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/denpasar

X. Balai Diklat 
Keuangan 
Pekanbaru

DTSS Bendaharawan Pengelu-
aran Angkatan I

UPKP V Periode I

UPKP IV Periode I

Juru Sita Pajak

Bendaharawan Pengeluaran 
Angk. II

Prajabatan Gol. II Periode I

Pengadaan Barang dan Jasa 
Angk. I

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pekanbaru

XI. Balai Diklat 
Keuangan 
Pontianak

DUD Tk.I Periode I

Diklat Prajabatan Gol.II Periode I

Diklat Ujian Dinas Tingkat I (men-
gulang) Periode I

UPKP V

Pengadaan Barang/Jasa

UPKP IV

Account Representative Tingkat 
Dasar Angk.I

Ujian Sertifikasi Pengadaan Ba-
rang/Jasa Periode I

Account Representative Tingkat 
Dasar Angk.II

Account Representative Tingkat 
Dasar Angk.III

Bendahara Penerimaan 

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak

Nama Diklat Jenis Diklat

Jendela
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Peresmian Gedung dan Fasilitas Baru 

Pusdiklat Pajak – 8 Januari 2010

Peresmian Gedung Pusdiklat Keuangan Umum 

2 Februari 2010  

Suasana Raker BPPK 2010

Rapat Kerja BPPK 2010 – 3-5 Maret 2010 – Anyer, Banten.  

Peresmian Gedung Anggrek – Pusdiklat Anggaran 

dan Perbendaharaan – 15 januari 2010

Peresmian Gedung dan Fasilitas Pusdiklat

Peserta Raker Berfoto Bersama

Galeri

Serah Terima Jabatan Kepala BPPK dari Bapak I Made Gde Erata 

selaku pejabat lama kepada Bapak Mardiasmo  selaku pengganti 

sementara (Pgs) Kepala BPPK – 19 Februari 2010 

Serah Terima Jabatan Kepala BPPK
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